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Akhimya saya mengucapkan · terima kasih kepada semua pi 
yang telah membantu kegiatan proyek ini . 
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PR A KATA 

Tujuan Proyek lnventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Bu­
daya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam 
rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi 
tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk 
mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang 
memuat berbagai macam aspek ·kebudayaan daerah. Pencetakan 
naskah yang berjudul Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Peng­
gunaan Tanah Secara Tradisional Kalimantan Barat, yang pene­
litiannya dilakukan oleh Proyek IPNB daerah, adalah usaha 
untuk mencapai tujuan di atas. 

Tersedianya buku tentang Pola Penguasaan, Pemilikan Dan 
Penggunaan Tanah Secara Tradisional di daerah ini adalah berkat 
kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansional 
maupun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai 
Tradisional, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan 
staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/ 
penulis itu sendiri. 

Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan 
suatu basil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada 
tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempumakan pada 
waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima 
kritik yang sifatnya membangun. 

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbit­
nya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. 

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi 
masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan 
dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan. 

Jakarta, Desember 1989 

Pemimpin Pro k Inventarisasi 
dan Pemb' 1w- . 'Jai Budaya, 



PENGANTAR 

Naskah ini merupakan hasil penelitian mengenai ''Pola 
Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional" 
dari masyarakat Suku Daya LINUH di Kecamatan Sintang Kabu­
paten Daerah Tingkat II SiBtang. Penyusunan naskah ini dilakukan 
dalam rangka pelaksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Doku­
mentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) dari Direktorat Sejarah dan 
Nilai Tradisional. Kegiatan Penelitian guna penyusunan naskah ini 
dilakukan pada tahun 1984 olek Tim Peneliti. Dalam usaha me­
ngumpulkan data Tim peneliti banyak mendapatkan kesempatan 
dan bantuan dari berbagai pihak sehingga memungkinkan dapat di­
susunnya naskah ini dalam bentuknya seperti sekarang ini. Oleh 
karena itu dalam kesempatan ini pada tempatnyalah kalau Tim 
peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih ke­
pada semua pihak yang terlibat dalam rangka penyelesaian naskah 
ini khususnya kepada para informan yang telah bersungguh­
sungguh memberikan informasi atau data pada Tim peneliti apa 
adanya. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada Kakanwil 
Depdikbud dan Pemimpin Proyek IDKD Propinsi Daerah Tingkat I 
Kalimantan Barat yang telah memberikan kesempatan dan keper­
cayaan kepada Tim peneliti untuk meneliti dan menyusun naskah 
ini. Dengan berhasilnya naskah ini disusun diharapkan dapat 
menambah hazanah pengetahuan Rakyat Indonesia tentang Kebu­
dayaan yang terpendam di Daerah yang pada hakekatnya merupa­
kan bagian tak terpisahkan dari Kebudayaan Nasional dan kiranya 
dapat meqjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pembangunan 
nasional dan Daerah. 

Menyadari akan ditemukannya kekurangan, kesalahan dan 
kelemahan dalam penyajian dan penyusunan serta isi naskah ini 
maka dengan segala senang hati akan menerima kritikan yang sifat­
nya memperbaiki dan menyempumakan naskah ini, khususnya 
kepada Tim peirilai tingkat Pusat. 



Akhirnya, mudah-mudahan naskah ini dapat memperkaya 
kebudayaan bangsa Indonesia dan menjadi bahan sumber pemben­
tukan kebudayaan Nasional. 
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1.1. MASALAH 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Karena sifat dan f akta dari tanah maka tanah begitu memiliki 
kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik 
sebagai persekutuan maupun sebagai anggota persekutuan. Tanah 
merupakan tempat tinggal, memberikan penghidupan, tempat di­
kebumikan dan bahkan merupakan tempat t inggal roh-roh halus 
dan roh para leluhur dari warga persekutuan. Oleh karena itulah 
maka tanah mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan 
persekutuan dan warganya yang bersifat religio magis. Dari hu­
bungan yang erat dan bersifat religio magis inilah yang menye­
babkan persekutuan dan warganya memperoleh hak untuk me­
nguasai, memiliki dan menggunakan tanah secara tradisional. 
Ada beberapa masalah yang mendorong dilakukannya penelitian 
terhadap Pola Penguasaan. pemilikan dan penggunaan tanah se­
cara tradisional : 

a. Adanya ketidak jelasan dari pola-pola tersebut yang kadang­
kadang menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial di bebe­
rapa daerah. 

b. Berlakunya UUPA (UU no. 5 tahun 1960) menimbulkan 
perobahan atau pola baru dalam hal penguasaan, pemilikan 
dan penggunaan tanah, juga dengan berlakunya UU no. 5 
tahun 1979 sedikit banyak akan mempengaruhi pola-pola 
tradisional tersebut. 

c. Belum diketahui data dan inforrnasi tentang pola penguasaan, 
pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional yang da­
pat dijadikan bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan 
serta bahan studi. 

1.2. TUJUAN 

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini ada­
lah : 

a. Untuk mengetahui pola penguasaan, pemilikan dan penggu­
naan tanah secara tradisional. 

b . Untuk mengetahui perobahan-perobahan yang terjadi dalam 
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pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dengan 
berlakunya UU no. 5 tahun 1960 dan UU no. 5 tahun 1979. 

c. Diharapkan tersedianya data dan informasi tentang pola 
penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradi­
sional sebagai bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan 
di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. 

1.3. RUANG LINGKUP 

Dalam pembahasan materi yang diungkapkan adalah masalah 
yang menyangkut hak ulayat yakni penguasaan atas sejumlah 
tanah yang pengaturan penggunaannya ditentukan oleh sejumlah 
pranata-pranata yang ada dalam kebudayaan masyarakat bersang­
kutan , dalam hal ini adat istiadatnya. Oleh karena itu dalam pem­
bahasan dititik beratkan kepada pranata-pranata kebudayaan 
yang menjadi variabel utama dalam pola penguasaan, pemilikan 
dan penggunaan tanah secara tradisional dalam suatu masyarakat 
tertentu yakni masyarakat Suku Daya Linuh di Kecamatan Sin­
tang Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang. Selain itu dilihat pula 
hubungan antara pranata-pranata tersebut dengan pranata kebu­
dayaan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung terpenga­
ruh atau mempengaruhi pranata-pranata tersebut. Jadi dalam 
ruang lingkup materi akan mengandung dua komponen yaitu pra­
nata dan tanah, sehingga dengan melihat dua komponen ini akan 
diketahui pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. 

1.4. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH 

1.4.1 . Tahap Persiapan 

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah rekruiting 
anggota Tim, memberikan pengarahan pada para anggota Tim 
peneliti, membuat pedoman wawancara, melakukan survey lokasi 
penelitian dan menentukan lokasi penelitian. Tahap ini dilakukan 
pada bulan Juni, Juli dan Agustus 1984. 

1.4.2. Tahap Pengumpulan Data 

Dalarn tahap ini anggota Tim peneliti yang telah dipersiapkan 
k~ lapangan melakukan pengumpulan data di lokw penelitian 
yang telah ditentukan. 
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Pertama-tama menemui camat dan pemuka masyarakat Daya 
Linuh yang bertempat tinggal di kota Sintang sebagai ibu kota ke­
camatan dan sekaligus pula sebagai ibu kota Kabupaten Sintang. 
Dari mereka ini sebagai infonnan pangkal didapatkan orang-orang 
yang dipandang mengetahui dan menguasai mengenai tanah se­
bagai infonnan pokok. Kem~dian kemampuan mereka sebagai 
infonnan pokok dicek lagi di lapangan apakah memang sudah te­
pat atau masih ada orang lain yang lebih mengetahui dan me­
nguasai perihal pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah. 
Setelah itu barulah dilakukan wawancara dengan mereka yang 
dijadikan infonnan pokok dengan menggunakan pedoman wawan­
cara yang telah disiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara di­
buat untuk .memberikan arah terhadap wawancara yang dilakukan 
agar data yang diperoleh sesuai dengan yang diperlukan. 

Di samping wawancara sebagai teknik pengumpulan datajuga 
dipakai cara pengamatan yakni mengamati bagaimana terjadinya 
dalam keadaan senjatanya tentang pemilikan, penguasaan dan 
penggunaan tanah di lapangan. Kemudian dengan metoda deskrip­
tip, basil wawancara dan pengamatan digambarkan sedemikian 
rupa secara apa adanya sesuai dengan apa yang diperoleh dari 
wawancara dan pengamatan yanq dilakukan oleh Tim peneliti. 
Sebelurn penelitian atau penqumpulan data di lapangan terlebih 
dahulu dilakukan penelitian kepustakaan yakni dengan menda­
tangi berbagai perpustakaan yang ada di Pontianak dan di Sintang 
untuk menemukan tulisan-tulisan tentang tanah khususnya yang 
menyangkut tanah Suku Daya Linuh di Kecamatan Sintang. Data 
yang diperoleh dari para informan pokok dicek lagi kebenarannya 
pada warga masyarakat lainnya yang dipandang oleh ritasyarakat 
seternpat sebagai orang yang juga mengetahui dan rnenguasai masa­
lah yang berhubungan dengan tanah. Lokasi penelitian adalah 
Kecamatan Sintang dengan pilihan masyarakat Daya Linuh sebagai 
populasi penelitian. Masyarakat Daya Linuh Kecamatan Sintang 
yang dipilih karena adanya permasalahan mengenai tanah yang 
cukup rawan dan perlunya kejelasan mengenai penguasaan_, pemi­
likan dan penggunaan tanah secara tradisional. Kegiatan pengum­
pulan data dilakukan pada bulan Agustus dan September 1984. 
Pada bulan Nopember 1984 kembali ke lapangan untuk meleng­
kapi data yang kurang. 
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1.4.3. t'ahap Pengolahan Data 

Dalam tahap ini yang pertarna-tarna dilakukan adalah menun· 
juk tim penulis yang terdiri dari peneliti-peneliti senior dan diberi­
kan pengarahan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Tim Pu­
sat. Setelah itu, tim penulis menyeleksi validitas data, baik data 
primer, maupun data sekunder. Kegiatan pengolahan data dilaku­
kan pada bulan September dan Oktober 1984, kemudian dilanjut­
kan pada awal bulan Desember 1984. 

1.4.4. Tahap Penulisan Laporan 

Pertama-tarna tim penulis memperhatikan sistimatika kerang­
ka dasar penulisan. Setelah itu, Tim penulis menyesuaikan diri 
dengan apa yang telah tersurat dan tersirat di dalam buku petun­
juk pelaksanaan penelitian, termasuk mengenai proses penulisan­
nya sehingga berwujud suatu naskah sebagai laporan penelitian. 
Dalam pengumpulan data di lapangan terdapat beberapa ham­
batan antara lain informan tidak mengetahui secara tepat tentang 
Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pada setiap 
masa yang telah diatur sistimatiknya dalam kerangka dasar. Di 
samping itu belum ada tulisan yang secara khusus membahas me­
ngenai pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara 
tradisional. Kalaupun ada merupakan bagian kecil dari penelitian 
mengenai Daerah Kalimantan Barat. Juga pemahaman tentang apa 
yang diwawancarakan oleh informan memerlukan penjelasan ber­
ulang-ulang yang kadang kala perlu diterjemahkan dulu kedalam 
bahasa Daerah setempat. Kegiatan penulisan laporan dilakukan 
pada pertengahan bulan Desember 1984 dan Januari 1985. Pada 
bulan Februari 1985 kegiatan pengetikan, penggandaan dan penji­
litan. S.etelah itu diserahkan dalam bentuk naskah kepada Pemim­
Pin Proyek IDKD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat 
sebagai hasil akhir penelitian yang dilakukan mengenai Pola 
penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. 
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2.1. LOKASI 

2.1.l. l.etak 

BAB II 

IDENTIFIKASI 

Kecamatan Sintang merupak.an salah satu kecamatan yang 
ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang yang terdiri dari 
111 desa dan 6 Kelurahan. lbu kota Kecamatan Sintang adalah 
juga ibu kota Kabupaten Sintang yaitu Sintang. Batas Kecamatan 
Sintang : 

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tempunak dan 
Kecamatan Sepauk . 
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dedai dan Ke­
camatan Kayan Hilir. 
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hilir 
dan Kecamatan Silat . 
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Belimbing. 

Kecamatan Sintang terletak antara 4°33 ' BT dan 5°09'88 an­
tara o0 17' LU dan o0 14 · LS. Jarak. desa tef)auh dari kota Ke­
camatan ± 60 km dan yang terdekat ± 2 km sedangkan jarak 
desa satu dengan desa lainnya rata-rata ± 3 atau 5 km. Jalan di 
desa-desa dan jalan yang menghubungkan desa satu dengan desa 
yang lain adalah jalan setapak. yang bisa dilewati oleh pejalan kaki. 
Jalan di Desa-desa yang masuk lokasi t ransmigrasi dan PIR sudah 
dapat dilalui mobil dan sepeda motor. J alan yang menghubungkan 
desa-desa dengan ibu kota kecamatan , khususnya melalui jalan 
darat. ada yang melalui jalan setapak. dan ada pula yang melalui 
jalan raya yang dapat dilewati mobil dan sepeda motor. Transpor­
tasi di sungai dengan menggunakan sampan dan motor air/motor 
tempel. 

2.1.2. Keadaan Geografis 

Daerah Kecamatan Sintang beriklim tropis dengan dua mu­
sim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan 
rata-rata setahun 2627-4027 mm dan suhu rata-ratanya zs0 -

27°C. Luas wilayah Kecamatan Sintang 1870 km2 yang terdiri 
dari sebagian kecil dataran tinggi dan sebagian besar dataran ren­
dah dengan ketinggian dari pennukaan laut rata-rata 18-200 m. 
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Sungai-sungai yang ada dan melalui kecamatan ini antara lain 
Sungai Kapuas, Sungai Melawi, Sungai Lebang, Sungai Kebiau, 
Sungai Batang Tuk dan masih banyak lagi anak-anak sungainya 
yang kecil yang tidak dipergunakan sebagai lalu lintas perhubung­
an. Jenis tanah adalah tanah latosol dan andosol. Jenis tumbuh­
tumbuhan yang tumbuh di daerah ini antara lain tengkawang, 
kebaca, . tekam, jelutung, meranti, ramin, rotan, bahan rakit dan 
banyak lagi tumbuhan lainnya. Mengenai jenis binatang yang hi­
dup di daerah ini antara lain babi, sapi, kerbau, kambing dan 
ayam; sedangkan binatang yang bukan temak antara lain babi 
hutan, rusa, kijang, kancil, kera, orang hutan beruang, dan ber­
bagai jenis binatang lainnya termasuk berbagai macam burung. 

2.1.3. Pola Perkampungan 

Pemukiman di desa-desa Suku Daya Linuh tumbuh sebagai 
pusat kehidupan dan penghidupan penduduk yang dipilih berda­
sarkan keadaan alam dan kemudahan untuk kegiatan manusia. 
Pemukiman di samping terletak di sepanjang tepi sungai banyak 
pula yang tidak di tepi sungai, tetapi berada di tengah-tengah da­
ratan. Pemukiman yang dipilih dekat tanah yang subur agar mudah 
untuk pertanian. Pemukiman yang dekat atau di tepi sungai agar 
lalu lintas perhubungan lebih mudah terutama untuk mengangkut 
hasil pertanian. Penduduk desa yang bermukim di sepanjang tepi 
sungai, pola pemukimannya memanjang mengikuti alur sungai 
dan mengelompok padat dalam satu komunitas yang berdekatan. 
Antara komunitas dengan komunitas yang lain sating berjauhan 
letaknya dan dalam satu komunitas itu jumlah rumah tangga ber­
kisar antara 10 sampai 1 00 rumah tangga. Dengan pola pengelom­
pokan itu diharapkan dapat lebih mudah melakukan gotong ro­
yong dan tolong menolong bilamana ada pekerjaan yang memerlu­
kan kerja sama. Rumah Suku Daya Linuh ada yang sudah berumah 
sendiri-sendiri dan ada pula yang tinggal dalam rumah panjang 
(rumah betang) dengan jumlah pintu antara 5 sampai 15 buah 
pintu, atau antara 5 sampai 15 kepala keluarga bahkan bisa lebih 
dari itu karena kadang-kadang dalam satu pintu atau satu bilik 
tinggal 2 sampai 3 Kepala Keluarga. Bahan yang dipergunakan 
untuk membangun rumah adalah kayu belian atau kayu Temesu' 
untuk tiang, bagian atap biasanya dipergunakan atap belian 
atau atap gerunggang; sedangkan untuk dinding, lantai, kasau dan 
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Jain-lam biasanya menggunakaii kayu kelas dua tennasuk bambu 
clan kutit kayu. Lantai rumah dibuat cukup tinggi dari pennukaan 
tanah untuk menghindari gangguan binatang buas dan bahaya lain­
nya. Setiap pintu atau bilik tidak ada kamar-kamar selain dinding 
yang membatasi bilik satu dengan bilik lainnya. Bagiart depan 
bilik merupakan ruang yang panjangnya sepanjang rumah betang 
tanpa dinding pemisah sebagaimana pada bilik-bilik mereka. 
Ruangan ini dipergunakan untuk tempat pertemuan, berkumpul, 
dan penyelenggaraan berbagai pesta adat. Baile rumah panjang, 
maupun rumah sendiri-sendiri biasanya dikerjakan secara gotong 
royong oleh masyarakat setempat. Luas wilayah setiap satu desa 
berkisar antara 10 sampai 41 km2 dengan luas . pemukimannya 
relatif kecil apalagi desa yang penduduknya tinggal dalam rumah 
panjang sebab beberapa meter atau belasan meter dari rumah ter­
sebut sudah merupakan lahan pertanian atau perkebunan. 

2.2. PENDUDUK 

2.2.1. Jumlah Penduduk 

Menurut Publikasi "Kabupaten Sintang dalain angka tahun 
1981 dan 1982" yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Kabupaten 
Sin tang pada bulan Januari 1984 fomyata jumlah penduduk Keca­
matan Sintang pada tahun 1981 berjumlah 55 .105 terdiri dari 
28567 jiwa laki-laki dan 26538 jiwa perempuan. Sedangkan pada 
tahun 1982 berjumlah 54.698 jiwa terdiri dari 28 .207 jiwa laki­
laki dan 26.491 jiwa perempuan. Menurut daftar registrasi pen­
duduk pada ~antor Statistik Kecamatan Sintang yang dib~t pada 
tanggal 1 Juli 1983 jumlah penduduknya 64.009 jiwa terdiri dari 
32.997 laki-laki dan 31 .012 perempuan. Dari jurnlah tersebut 
yang tergolong dewasa 19 .08 7 orang laki-laki dan 1 7 .46 l orang 
perempuan sedangkan yang tergolong anak-anak terdiri dari 
13 .910 orang laki-laki dan 13 .5 51 orang perempuan. Kepadatan 
penduduk per km2 rata-rata 29 orang. 

2.2.2. Jenis Penduduk 

Berdasarkan publikasi tersebut di atas jumlah penduduk 
menurut jenis penduduk pada tahun 1981 terdiri dari 55.042 
orang WNI dan 63 orang WNA. Warga Negara Indonesia terdiri atas 
28.534 orang laki-laki dan 26.508 perempuan sedangkan pendu­
duk WNA terdiri dari 3 3 orang laki-laki dan 30 orang perempvan. 
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Tahun 1982 penduduk WNI berjumlah 54.652 orang terdiri dari 
28.183 laki-laki dan 26.469 perempuan sedangkan penduduk 
WNA berjumlah 46 orang terdiri dari 24 orang laki-laki dan 22 
orang perempuan. Tahun 1983 berdasarkan daftar registrasi pen­
duduk pada kantor Statistik Kecamatan Sintang penduduk WNI 
l'>erjurnlah 63.961 orang terdiri dari 32.972 laki-laki dan 30.989 
.f;lrallg perempuan sedangkan penduduk WNA berjumlah 48 orang 
t-ertliri dari 25 orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Kompo­
sisi .penduduk di Kabupaten Sintang sebagai berikut: 

Suku bangsa Daya 66% 
Suku bangsa Melayu 31 % 
Suku bangsa Cina 2% 
Pendatang lainnya I% (belum termasuk transmi­

grasi). 

Di Kecamatan Sintang suku bangsa Daya bertempat tinggal 
(bermukim) di 111 desa dan mereka ini ada yang tinggal menge­
lompok khususnya yang masih tinggal di rumah panjang dan ada 
pula yang telah berpencar bagi mereka yang telah berumah sendiri­
sendiri. 

2.3. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAY A 

2.3.1 . Sejarah ... 
Pada masyarakat Daya Lin uh ini peralatan yang dipergunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya antara lain : 

a. untuk berburu berupa tombak (kujur) , sumpit , belantik , 
jerat, ringkap (sejenis perangkap), suda' (tombak dari bambu 
ditancapkan kedalam tanah). 

b. ·untuk menangkap ikan berupa bubu (lukah), penyangak, pe­
nyarak, tempuling, serapang, tiruk. 

c. untuk berladang berupa beliung, parang, kapak , seraut (pisau 
kecil). 

Dahulu mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil ma­
sing-masing dikepalai oleh seorang pemimpin kelompok, mereka 
selalu berpindah-pindah tempat untuk mencari tanah yang subur 
~ dekat pada hutan yang dapat dijadikan sebagai tempat per­
~ya. Hal ini ternyata menurut keterangan para informan 
bahwa pada mulanya masyarakat Daya Linuh yang sekarang her-
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ada di Kecamatan Sintang berasal dari Semitau yakni terletak di 
Kabupaten Kapuas Hulu yang jaraknya antara kota Sintang de­
ngan Semitau memakan waktu ± 15 jam dengan menggunakan 
motor tambang yakni alat angkutan penumpang di sungai. Pada 
masa masuknya agama Islam dan Nasrani, masyarakat Daya Linuh 
mulai hid up menetap. Pada masa kedatangan agama Hindu mereka 
sudah mengenal rumah sederhana dengan menggunakan atap dari 
daun-daunan dan lalang. Rumah masyarakat Daya Linuh berben­
tuk rumah panjang atau rumah betang. 

Hingga sekarang masih ada masyarakat Daya Linuh yang ting­
gal di rumah panjang akan tetapi jumlahnya sudah mulai berku­
rang oleh karena sejak tahun 1960 di antara mereka sudah ada 
yang membuat rumah sendiri-sendiri yang terpisah dari rumah 
panjang. Mereka telah mengenal bercocok tanam berupa tanaman 
padi, ubi-ubian, sayur-sayuran dan buah-buahan. 

Dalam bercocok tanam mereka berpindah-pindah tempat dari 
satu tempat ke tempat yang lain . Setelah 7 sampai 15 tahun mere­
ka kembali ke tempat semula karena dipandang telah menjadi su­
bur kembali. Mereka juga telah mengenal beternak ayam, babi, 
sapi, kerbau dan binatang peliharaannya ialah anjing dan kucing. 
Mereka mulai menetap di daerah Kecamatan Sintang ini sekitar 
± 400 tahun yang lalu. Sebelumnya mereka bermukim di daerah 
Kapuas Hulu, tepatnya di daerah Semitau sekarang ini. 

2.3.2. Sistem Mata Pencaharian Hidup 

Mata pencaharian penduduk adalah bertani, berkebun, 
beternak dan memungut hasil hutan. Di bidang pertanian mereka 
bercocok tanam berbagai ubi-ubian, sayur-sayuran, buah-buahan 
dan terutama sebagai tanaman yang utama adalah padi. Jenis 
ubi-ubian dan sayur-sayuran biasanya ditanam bersamaan dengan 
waktu menanam padi. Mereka menganut pola ladang berpindah 
oleh karena pola menetap belum mereka kenal dalam arti belum 
memiliki pengetahuan dan ketrampilan bagaimana mengolah 
sawah yang dapat mendatangkan hasil yang lebih baik dan lebih 
banyak dar{ pada basil yang diperoleh dengan cara tradisional. 
-Di bidang perkebunan, penduduk banyak berkebun karet dengan 
pola tanam yang masih sangat sederhana dan belum teratur. 

Penduduk dalam bertani dan berkebun belum mengenal sis­
tem intensifikasi. Dalam pengoJ:ahan tanah belum mengenal sistem 



irigasi. Mereka mendapatkan penghasilan tambahan dari pengam­
bilan/pemungutan hasil hutan antara lain berupa kayu, buah teng­
kawang, dan rotan. Hutan tempat mendapatkan atau mencari hasil 
hutan tersebut masih berada dalam hak ulayat masyarakat adat 
setempat. Di samping mata pencaharian di atas ada pula yang be­
kerja sebagai karyawan pada perkebunan karet PTP 13 (PIR) de­
ngan upah rata-rata sehari (8 jam) Rp. l .000,-. 

2.3.3. Sistem Kekerabatan 

Sistem kekerabatan pada Suku Daya Linuh ini bersifat bila­
teral, sebab mereka menarik garis keturunannya dari kedua pihak, 
baik dari pihak ayah, maupun dari pihak ibu. Hubungan kekera­
batan melalui garis ayah dan garis ibu adalah seimbang, tidak ada 
yang lebih dekat atau lebih jauh, semuanya sama dekat dan sama 
jauhnya. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tanggung jawab 
suami lebih besar daripada istri. Menurut pandangan masyarakat 
setempat, makan atau tidaknya suatu keluarga adalah tanggung 
jawab suami. Tugas isteri membantu suami dalam memenuhi ke­
butuhan keluarga dan bekerja sama bahu membahu. sating bekerja 
sama sesuai dengan kemampuan fisik masing-masing. misalnya 
mengambil bahan ramuan kayu ke hutan untuk membuat rumah · 
dikerjakan oleh laki-laki termasuk dalam pekerjaan membuat 
rumah. Dalam mengerjakan ladang seperti halnya menebas, me­
rumput, membersihkan bekas bakar, mengetam padi selalu diker­
jakan bersama-sama. Menebang kayu dilakukan oleh laki-laki sejak 
mulai mengenal atau masuknya agama, perjodohan dalam perka­
winan sudah mulai ditentukan oleh pasangan yang hendak kawin. 
Meskipun demikian , masih ada perkawinan yang ditentukan dan 
diatur oleh orang tua pihak pria dan pihak wanita. 

Dalam menentukan jodoh sudah mulai ditentukan oleh kedua 
orang yang hendak kawin sejak mulai mengenal atau masuknya 
agama walaupun masih juga ada yang jodohnya diatur oleh orang 
tua kedua pihak. Pada masa lalu jodoh diatur oleh orang tua 
masing-masing karena menurut pandangan pada masa itu perka­
winan yang ideal adalah perkawinan menurut kehendak atau pilih­
an orang tua. Tanpa persetujuan orang tua dari kedua pihak, ke­
dua orang yang sudah saling mencintai dan sepakat akan kawin 
tidak dapat melaksanakan perkawinannya. 
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Sistem perkawinan pada masyarakat Daya Linuh ini tennasuk 
eleutherogami karena pada masyarakat ini tidak ada keharusan 
kawin seperti yang ditentukan dalam system perkawinan endogami 
dan exogami sebagaimana halnya pada masyarakat matrilineal atau 
pada masyarakat patrilineal. Adat menetap sesudah perkawinan 
selalu dibicarakan terlebih dahulu untuk disepakati oleh kedua 
pihak sebelum perkawinan dilangsungkan yakni apakah kawin 
muda atau kawin maut. Kawin muda adalah suami ikut keluarga 
pihak mempelai wanita. 

Kawin maut dimaksudkan adalah isteri ikut keluarga pihak 
suami. Anak kandung dalam keluarga mempunyai kedudukan 
yang terpenting oleh karena anak kandung merupakan penerus 
generasi. Harapan orang tua ialah agar anak dapat berguna bagi 
keluarga dan merupakan pelindung serta pemelihara orang tuanya 
kelak dihari tua. Pada masyarakat Daya Linuh dikenal juga peng­
angkatan anak (adopsi). Anak yang diangkat biasanya dari ka­
langan keluarga atau bukan dari kalangan keluarga. Hal ini ber­
gantung pada mereka yang mau mengangkat anak. Dalam bahasa 
Daya Lin uh mengangkat anak disebut Nangkan anak (pengangkat­
an anak disebut Tangkan anak). Pihak yang mengangkat anak 
harus membayar adat gonjar. yakni untuk mengganti tempat du­
duk anak yang diangkat dengan maksud agar keseimbangan dalam 
keluarga dari orang tua kandung anak yang diangkat itu pulih 
kembali. Adat gonjar dapat berupa sebuah tempayan atau sebuah 
gong yang kelilingnya 5 jengkal atau berupa adat 20 real (20 sing­
kap pinggan), kain, beras I gantang, ayam 1 ekor, dan 1 buah sena­
pang (senjata api) tergantung dari macamnya pengangkatan anak. 
Anak angkat mempunyai hak waris orang tua angkatnya, akan te­
tapi kalau ia lari dari orang tua angkatnya, di samping ia tidak ber­
hak menerima warisan , dia harus mengembalikan adat gonjar yang 
pemah diberikan oleh orang tua angkat sewaktu pertama kali 
pengangkatan anak dan membayar adat kasupan, yakni adat penu­
tup malu kepada orang tua angkat. Pada ma~yarakat Daya Linuh, 
tujuan pengangkatan anak adalah untuk menyelamatkan anak 
yang sakit, misalnya selama ia dipelihara oleh orang tuanya anak 
tersebut selalu sakit ; supaya yang mengangkat anak memperoleh 
keturunan sebagai pancingan agar mendapatkan anak kandung 
sendiri; dan untuk mendapatkan tambahan tenaga. Selain itu, 
dapat tetj-adi pengangkatan anak Jaki-laki bila suatu keluarga tidak 
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mempunyai anak laki-laki, demikian pula sebaliknya kalau tidak 
ada anak perempuan. 

23.4 . Sistem Religi 

Masyarakat suku Daya Linuh sebagian besar menganut agama 
Katholik dan selebihnya menganut agama Protestan, Islam , dan 
kepercayaan terhadap nenek moyang. Upacara-upacara adat masih 
dilakukan , walaupun sudah ada penyesuaian-penyesuaian dengan 
kepercayaan agama yang mereka anut sekarang. Bagi yang masih 
menganut kepercayaan terhadap nenek moyang masih melakukan 
upacara adat secara utuh . Dalam hal pengobatan berbagai macam 
penyakit dilakukan pengobatan melalui dukun disebut Semanang. 
Pengobatan penyakit melalui dukun dilakukan karena mereka ber­
anggapan atau percaya bahwa penyakit tersebut timbul karena 
adanya gangguan mahluk halus. seperti gangguan dari hantu-hantu 
dan roh-roh jahat. Penyakit yang demikian itu , menurut keperca­
yaan mereka hanya bisa diobati oleh dukun yang ada di masyara­
kat setempat. 

Dalam setiap upacara adat. selalu ada sesajen untuk dipersem­
bahkan kepada para arwah nenek moyang dan para mahluk halus. 
Maksud persembahan itu adalah untuk menolak mala petaka yang 
datangnya dari roh jahat. Di samping itu , untuk menghonnati 
dan memohon keselamatan kepada roh-roh nenek moyangnya 
agar selalu melindungi dan mendoakan mereka yang masih hidup 
di dunia ini. Tempat-tempat upacara ada yang dilaksanakan di 
tanah, di rumah, dan ada pula yang di air. Khusus untuk kepen­
tingan pengobatan orang sakit, ada pemberian sesajen orang sakit 
yang mereka sebut pedarak pegelak Biasanya dilakukan untuk 
orang yang sakit keras. Sesajen yang diberikan ada berbagai jenis. 
antara lain disebut : 

l. Kumpang, bahan-bahannya terdiri dari kayu kumpang , pang­
gang ayam, panggang babi, pulut bambu panggang, topog/ 
rompak (sejenis kue) rokok nipah bersama tembakau, sirih 
pinang dan air tuak. 

2. Empatung, terbuat dari nasi atau tepung beras yang dibentuk 
seperti manusia dan ditambah dengan bahan-bahan, seperti 
tersebut di atas. 

3. Ruba ' (Klongkang), terbuat dari bambu yang dibentuk empat 
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persegi, diisi dengan bahan-bahan seperti tersebut pada ad. I 
di atas kemudian dihanyutkan di sungai atau dapat juga di­
gantungkan di tempat yang telah ditunjuk atau ditentukan 
oleh Semanang (dukun) yang mengobatinya. 

Upacara-upacara adat, selain untuk pengobatan orang sakit , 
dilakukan juga acara yang berhubungan dengan masalah perka­
winan, kelahiran, kematian, bercocok tanam, dan berbagai kegiat­
an lain di masyarakat yang bersangkutan. Yang mempersembah­
kan sesajen itu adalah Semanang atau orang-orang tua yang bisa 
membawakannya. Sesajen yang diberikan pada waktu ada kema­
tian disebut pedarak mojoh. Sesajen pada waktu mengerjakan la­
dang disebut pedarak buma. Sesajen pada waktu perkawinan di­
sebut ajang lauh. 

Pada masyarakat Daya Linuh ini ada kepercayaan atau ang­
gapan bahwa padi mempunyai roh atau semangat yang disebut 
sekocin padi. Menurut kepercayaan mereka, padi itu sebenarnya 
berasal dari seorang suami yang bernama Mamang Sekocin, sedang­
kan isterinya bemama Mia Ponoh menjadi padi pulut. Masyarakat 
Daya Lin uh telah mengenal Tuhan jauh sebelum masuknya agama. 
Mereka menyebut Tuhan dengan sebutan Allah Tua/a. Menurut 
kepercayaan mereka Tuhan itu bertempat tinggal di atas atau di 
langit dan bisa berada di mana-mana. Surga dan neraka berada di 
suatu tempat yang disebut Sebayan. Surga disebut Riam Subang, 
neraka disebut Cuyak Limbung. Dunia ini diciptakan oleh Allah 
Tua/a dan yang meitjadi perantara manusia dengan penciptanya 
adalah Cuyak Limbung sekaligus pula bertugas mencabut nyawa 
orang yang akan mati. 

Masyarakat Daya Linuh mengenal berbagai macam patung, 
antara lain : 

I. Patung temaduk, dibentuk seperti manusia dalam keadaan 
sempurna. 

2. Patung kejahan, dibentuk seperti manusia, tapi anggota ba­
dannya tidak lengkap (tidak mempunyai tangan). 

3. Pa tung ugam, dibentuk tidak menyerupai manusia, tetapi 
berbentuk segi lima dan menggunakan papan agak tipis. 

Ketiga macam patung di atas harus dibuat dari kayu belitm 
dan dibuat untuK orang yang telah meninggal. Oteh karena itu, 
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ketiganya ditanarn di kuburan. Di sarnping ketiga macam patung 
tersebut masih dikenal lagi patung yang disebut Mampatung, kum­
pang kayu dan kumpang tulak. Mampatung dan kumpang kayu 
dibuat untuk kepentingan orang yang sakit. Mampatung terbuat 
dari nasi atau tanah, sedangkan kumpang kayu dibuat dari kayu 
kumpang, kayu mali-mali atau kayu antabar yang diberi mata, 
kaki, tangan, dan telinga:. Kalau dibuat dari nasi dan tanah untuk 
orang yang sakitnya masih ringan, sedangkan kalau untuk orang 
yang sakit keras harus menggunakan kayu tersebut di atas. Kum­
pang Tulak adalah patung yang berfungsi sebagai penjaga atau 
pengawal rumah. Ada berbagai pantangan ( pema/i) yang dikenal 
dalam masyarakat Daya Linuh, antara lain : 

1. Pantang dalam berumah (berladang), misalnya sejak dari mu­
lai menebas sarnpai dengan mengetarn padi dilarang mem­
bawa <lacing (timbangan) dan kulak (takaran) ke ladang. 
Selesai merumput dilarang mencuci alat-alat yang diperguna­
kan untuk berladang. Selesai menugal, selama 3 hari berpan­
tang tidak boleh ke ladangnya masing-masing, dan masih ba­
nyak lagi pantangan sehubungan dengan pekerjaan berladang 
ini. 

2. Pantang dalarn perkawinl;lll , misalnya keponakan tidak boleh 
kawin dengan parnan atau bibi, anak dengan orang tuanya 
tidak boleh kawin , saudara kandung tidak boleh kawin , 
cucu dengan kakek/nenek tidak boleh kawin , saudara sepupu 
tidak boleh kawin , dan masih banyak lagi pantangan lainnya. 

3. Pantang orang mati, misalnya dilarang membunyikan gong 
dan peralatan lain pada masa berkabung. Tidak boleh men­
curi tengkorak orang mati. Tidak boleh menebas dan mene­
bang pohon di atas tanah tempat mayat seorang dibakar, 
atau tempat ia mati kena belantik atau tempat ia mati kena 
timpa pohon tumbang. Tidak boleh menebang pohon yang 
ditumbangkan di atas kuburan, dan sebagainya. 

2.4. PERTUMBUHAN SISTEM PEMERINTAHAN 

2.4 .l . Masa Sebelum Penjajahan 

Yang menjadi pemimpin pada masa ini adalah salah seorang 
yang sangat berpengaruh dalaJn kelompok masyarakat itu. Pemim­
pin clipilih melalui pemilihan dari/oleh an&Bota masyarakat setem-
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pat dan bukan kepemimpinan turun temunm. Akan tetapi, dapat 
saja pemimpin yang dipilih itu berasal dari keturunan yang tliganti­
kan karena ia juga berhak untuk dipilih asalkan memenuhi s.Yarat 
untuk meitjadi pemimpin. Pemimpin masyarakat mempunyai 
sebutan atau gelar (genang) sendiri-sendiri. Ada yang bergelat Pati, 
Rangga, Domung, Kenuruh , Petinggi, Sura. 

Menurut keterangan para informan, sebelum menetap di ka­
bupaten Sintang, masih di daerah Semitau, mereka telah mengenal 
pemimpin. Sewaktu mereka pertamakali pindah ke kabupaten 
Sintang dari daerah Semitau, mereka dipimpin oleh seorang yang 
bernama Pati Abung. 

Syarat menjadi seorang pemimpin, antara lain: mempunyai 
kecakapan , jujur, adil, berani membela kebenaran, mengayomi 
warganya, disegani, dipatuhi warga masyarakatnya (berwibawa), 
disenangi orang banyak , mengerti hukum adat dan adat istiadat, 
keadaan rumah tangganya dapat diteladani. dan sebagainya. 

Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama selalu 
dimusyawarahkan, termasuk kepindahan mereka pertamakali ke 
daerah Sintang, apakah mereka nanti di tempat yang baru akan 
ada perbaikan hid up, dalam arti apakah dapat mencari kebutuhan 
hidup dengan mudah dan dengan hasil yang memuaskan, misaJ­
nya mudah dalam memperoleh hasil perburuan, mudah menang­
kap ikan, tanah subur untuk perladangan, serta mudah mengambil 
ramuan kayu untuk bahan rumah atau pondok ladangnya nanti. 
Dalam membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kepenting­
an mereka bersama selalu melibatkan atau dihadiri oleh semua 
anggota masyarakat setempat, baik dari golongan tua, maupun 
dari golongan orang muda tidak dibedakan apakah ia laki-laki 
atau perempuan. Dalam setiap pertemuan atau kerapatan yang di­
adakan , setiap orang mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan 
pendapat. Biasanya urutan berbicara dimulai dari orang tua-tua, 
akan tetapi dalam hal-hal tertentu bergantung pada suatu keadaan. 
tempat , dan waktu. 

Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin bersifat ter­
buka. Dalam masyarakat Daya Linuh tidak dikenal adanya sistem 
pelapisan sosial. -

Suku Daya Lilluh ini dilihat dari daerah penyebarannya ter­
diri atas : 
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1. Linuh Dakan Gandis 
2. Linuh Jambu 
3. Lin uh So pan 
4. Linuh Engkelinau 

Meilurut keterangan para infonnan, kepindahan suku Daya Linuh 
dari daerah Semitau ke kabupaten Sintang pertamakali ke daerah 
Batu Linuh kemudian menyebar ke empat tempat daerah penye­
baran sebagaimana tersebut di atas. 

Dilihat dari sebutan atau gelar dalam susunan organisasi 
pemerintahan ada perbedaan. Lihat skema di bawah ini : 

l. DAY A LINUH DAKAN GANDIS 

PATIHAGUNG 

RANGGA 

Kepala Keluarga Kepala Keluarga Kepala Keluarga 

2. DAY A LINUH JAMBU 

PA TI 

SURA 

· .Kepala .Keluarga Kepala Keluarga Kepala Keluarga 
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3. DAYA LINUH SOPAN 

KENURUH 

DOM UNG 

Kepala Keluarga Kepala Keluarga Kepala Keluarga 

4. DAYA LINUH ENGKELINAU 

LA YANG LAUT 

DOM UNG 

Kepala Keluarga Kepala Keluarga Kepala Keluarga 

2.4.2. Masa Belanda 

Belanda datang di Sintang pada tahun 1822 di bawah pim­
pinan MR. VH Tobias. Pada masa penjajahan Belanda, pemerin­
tahan pada masyarakat Suku Daya Linuh berdasarkan wilayah per­
sekutuan adat disebut Ketemenggungan. Wilayah Ketemenggungan 
rata-rata meliputi 5 sampai 9 kampung. Suatu Ketemenggungan 
dipimpin oleh seorang Temenggung sebagai Kepala Per$ekutuan 
Adat dan dibantu oleh seorang 

0

Tongkat Temenggung. Kampung 
dikepalai oleh seorang Kepala Kampung dan dibantu oleh seorang 
wakilnya yang ~isebut Kebayan. Selain itu, masih ada suatu ja-
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batan yang disebut LID yang mempunyai tugas membantu dan 
mem:berikan pertimbangan kepada Temenggung dalam penyelesai­
an suatu perkara berdasarkan Hukum Adat yang berlaku. Keang­
gotaan LID terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui 
dan memahami Hukum adat dan adat istiadat dari masyarakat 
yang bersangkutan. Pada masa penjajahan Belanda ini tidak ada 
lagi perbedaan sebutan atau gelar . pada susunan organisasi peme­
rintahan pada masyarakat Daya Linuh. 

Skema susunan organisasi pemerintahan dalam suatu Kete­
menggungan sebagai berikut : 

Temenggung 

Kepala Kampung 

Masyarakat 

2.4.3. Masa Jepang 

Dalam sistem pemerintahan pada masyarakat Suku Daya 
Lin.uh ini pada masa penjajahan Jepang tidak ada yang berubah, 
sama pada masa penjajahan Belanda. Skema susunan organisasi 
pemerintahan juga sama, tidak mengalami perobahan. 

2.4 .4. Masa Kemerdekaan 

Pada masa kemerdekaan sebelum UU no. 5 tahun 1979, suatu 
pemukiman disebut Kampung. Spkarang, Kampung disebut desa 
yang kemudian dibagi lagi menjadi dusun-dusun. Suatu kampung 
dikepalai oleh seorang Kepala Kampung yang dipilih dari/oleh 
penduduk kampung tersebut. Kepala kampung m~ngepaJai bidang 
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pemerintahan, bidang adat istiadat , dan Hukum Adat yang berlaku 
pada masyarakatnya. 

Setelah berlakunya UU no 5 tahun 1979, Kepala Kampung 
(Kepala Desa) lebih banyak mengurus bidang pemerintahan, 
sedangkan bidang adat dan Hukum Adat banyak diurus oleh 
Temenggung sebagai Kepala adat. Sekarang ini sudah dikenal 
Lembaga Musyawarah Desa. Sebelum tahun 1955 , sebuah kam­
pung terdiri dari beberapa rumah panjang. Sejak tahun 1955 dian­
jurkan oleh pemerintah membuat rumah sendiri-sendiri. Untuk 
mendorong agar warga suatu kampung mau membangun rumah 
sendiri-sendiri dengan membongkar rumah panjang, diadakanJah 
lomba kampung. Bagi kampung yang telah membongkar rumah 
panjang dan membangun rumah sendiri-sendiri dinyatakan telah 
berhasil sehingga kampung tersebut pada tanggal 1 7 Agustus dibe­
rikan hadiah, bahkan sampai ada yang dibangunkan rumah sekolah 
tingkat Sekolah Rakyat (SR). 

Susunan organisasi pemerintahan di setiap desa pada masya­
rakat Daya Linuh sudah disesuaikan dengan Undang-Undang no 5 
tahun 1979. Dalam kenyataan , pelaksanaannya masih jauh dari 
yang diharapkan, terutama disebabkan belum adanya tenaga 
trampil dan peralatan yang menunjang kegiatan pemerintahan di 
tingkat desa tersebut. 

19 



BAB III 

SEJARAH TENTANG TANAH 

3.1. ASAL USUL PENGUASAAN TANAH 

3 .1.1 . Masa Sebelum Penjajahan 

Pada masa sebelum penjajahan, tanah dikuasai oleh masya­
rakat persekutuan adat setempat yang meliputi tanah-tanah per­
tanian dan hutan. Setiap warga atau anggota masyarakat perse­
kutuan adat yang ingin membuka hutan untuk diusahakan sendiri 
sebagai tempat bercocok tanam harus meminta ijin kepada Kepala 
Persekutuan Adat. Hutan yang telah dibuka dan digarap pertama 
kali oleh seorang, misalnya untuk perladangan, selalu diberi tanda 
dan sejak digarap pertamakali itulah tanah tersebut sudah menjadi 
miliknya. Biasanya, orang yang hendak membuka hutan datang 
sendiri menghadap Kepala Persekutuan Adat dan menyampaikan 
maksudnya secara lisan. Demikian juga halnya dengan ijin yang di­
berikan oleh Kepala Persekutuan Adat disampaikan secara lisan 
kepada yang bersangkutan. Dengan demikian Kepala Persekutuan 
Adat tidak membuat buku tanah atau catatan dalam bentuk apa­
pun terhadap peristiwa yang demikian. Kepala Persekutuan tidak 
membuat catatan atau buku tanah karena masyarakat pada waktu 
itu percaya dan menganggap bahwa orang itu telah diijinkan oleh 
Kepala Persekutuan Adat dan disaksikan oleh orang banyak bahwa 
dialah yang menggarap tanah tersebut dan pasti orang lain akan 
mengatakan bahwa tanah tersebut milik dia, bukan milik orang 
lain. 

Seorang yang telah memperoleh ijin membuka hutan di­
umumkan kepada warga masyarakat setempat oleh Kepala Perse­
kutuan Adat. Dalam pemberian ijin selalu melibatkan beberapa 
orang warga masyarakat setempat untuk dijadikan saksi. Mereka 
yang menjadi saksi tersebut diberi sejenis imbalan jasa atas kese­
diannya menjadi saksi. Biasanya imbalan tersebut berupa barang 
atau tanam tumbuh (1 pohon tengkawang, 1 pohon durian, dan 
sebagainya). Barang atau tanam tumbuh yang diberikan sebagai 
imbalan jasa kepada mereka yang bersedia meitjadi saksi dalam 
pemberian ijin tersebut merupakan tanda bukti yang disebut oleh 
masyarakat Daya Linuh, tanda Peturus. Ijin membuka Hutan yang 
diberikan kepada seseorang untuk digunakan sebagai tempat ber-
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cocok tanam tidak pemah ada batas waktu dan tidak pemah 
terjadi, Kepala Persekutuan Adat menarik kembali ijin yang telah 
diberikan kepada warganya, kecuali apabila seorang yang telah 
diberikan ijin itu membatalkan sendiri keinginannya membuka 
hutan karena suatu halangan, misalnya bennimpi tidak bagus atau 
ada petunjuk-petunjuk alam yang menurut kepercayaan mereka 
merupakan pertanda yang tidak baik, bilamana ia menerman ke­
inginan atau kehendak tersebut. Jika demikian yang bersangkutan 
harus memberitahukan Kepala Persekutuan Adat bahwa ia n.m­
batalkan keinginannya membuka hutan karena suatu halangan ter­
sebut. Dengan demikian , orang lain berhak menggarap atau mem­
buka hutan itu karena tidak ada pemiliknya dan masih dimiliki 
bersama, dalam arti hak bersama atau hak ulayat. 

Warga masyarakat yang baru pindah di lokasi yang baru. 
seperti ketika masyarakat Daya Linuh pertamakali datang di Batu 
Linuh setelah pindah dari daerah Semitau, mereka masing-masing 
mencari tempat bercocok tanam. Setelah mereka mendapatkan 
lokasi tempat bercocok tanam, mereka sekaligus memberi tanda 
yang dapat dilihat dan dimengerti oleh warga lainnya. Sesudah itu 
barulah mereka memberitahukan kepada ketua kelompoknya 
(Kepala Persekutuan Adat) bahwa tanah hutan yang telah diberi 
tanda tersebut ada dalam penguasaan mereka dan tidak boleh 
orang lain yang menggarapnya. 

Menurut adat kebiasaan masyarakat Daya Linuh, setiap ang­
gota atau warga masyarakat setempat berhak memungut hasil hu­
tan yang berada dalam wilayah pemukimannya. Adapun basil 
hutan yang mereka pungut, antara lain kayu untuk keperluan 
ramuan rumah, buah-buahan, rotan, binatang buruan, dan seba­
gainya. Orang yang bukan warga Desa atau anggota masyarakat 
setempat boleh memungut hasil hutan atau menanam padi. apabila 
telah diijinkan oleh Kepala Persekutuan Adat dan dalam jumlah 
yang terbatas, sekedar untuk memenuhi kebutuhan atau keperlu­
annya saja, dan bukan untuk diperjualbelikan. Jika orang yang 
bukan warga masyarakat setempat mau menanam padi di tanah 
bekas ladang anggota masyarakat setempat ( pemilik bawas), maka 
ia harus memperoleh ijin dari pemilik bawas itu. Dalam adat ke­
biasaan masyarakat Daya Linuh tidak dikenal adanya pembayaran 
kepada yang memberi ijin atau kepada pemi/ik bawas ladang oleh 
pihak yang diberikan ijin. Setelah panen, hak yang telah diberikan 
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itu dengan sendirinya kembali lagi ke desa atau ke pemilik bawas 
semula. Ijin penggunaan tanah tersebut tergantung perjanjian. 
Biasanya, kalau yang dipinjam tanah bekas ladang (bawas ladang) 
seorang, ditentukan hanya untuk sekali panen karena masyarakat 
yang bersangkutan berladang berpindah. 

Di daerah ini, khususnya pada masyarakat Daya Linuh, di­
kenal hak penguasaan suatu wilayah tertentu dalam suatu kam­
pung oleh persekutuan masyarakat adat. Hak penguasaan wilayah 
dalam suatu kampung mempunyai batas-batas yang jelas, yakni 
dengan menggunakan pohon hidup, misalnya pohon tengkawang, 
durian, bambu, atau dapat juga menggunakan batas alam, misal­
nya sungai, batas antara dataran tinggi dengan dataran rendah 
(lembah) , atau dapat pula dengan meletakan batu yang cukup be­
sar pada batas yang telah disepakati bersama oleh kedua kampung. 
Hak penguasaan tanah dalam wilayah persekutuan adat suatu kam- . 
piing disebut tanah milik adat Kampung. Tanah milik adat kam­
pung yang dimaksud oleh masyarakat Daya Linuh ini sebenamya 
adalah hak ulayat, sebagaimana dikenal di daerah Sumatera Barat. 
Hak atas tanah milik adat kampung akan fobih menonjol bilarnana 
hak perorangan warga masyarakat kampung tersebut semakin 
kabur, misalnya tanah yang ia miliki menjadi hutan kembali. 

Pengaruh hak milik adat kampung (hak ulayat) ini kuat. 
Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan ijin bagi mereka yang 
akan membuka hutan dan bagi yang bukan warga kampung hanya 
dibolehkan memungut hasil hutan dengan seijin kepala perseku­
tuan adat setempat dan dalam jumlah yang terbatas. 

Pada masa pemerintahan raja-raja, tanah secara tidak langsung 
dikuasai oleh raja sebab para kepala adat dalam kenyataannya 
tunduk kepada raja . Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban 
rakyat menyerahkan sebagian hasil pertanian atau temaknya 
kepada raja di Sintang setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh 
raja. Raja mengatakan bahwa rakyat itu adalah saudaranya, 
menurut istilah setempat ialah Sambik yang artinya saudara atau 
kawan. Berdasarkan asumsi bahwa rakyat adalah saudaranya, 
raja meminta bantuan kepada rakyatnya, misalnya pada waktu 
kerajaan Sintang akan diserang oleh bala tentara kerajaan dari 
Piasa' Selimbau. Kewajiban rakyat memberikan hasil panen ke­
pada raja, dikenal dengan sebutan Lontan Serah, atau Kontan 
Serah. Kalau ada yang tidak menyerahkan hasil panen diambil 
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tindakan tegas oleh raja dengan cara melakukan wajib kerja 
untuk kerajaail sesuai dengan nilai harga hasil panen yang mesti­
nya diserahkan kepada raja. 

Setelah Belanda menguasai Sintang pada tahun 1822, Lontan 
Serah dihapuskan oleh Belanda dan diganti dengan belasting, 
atau kerja paksa. 

Kekuasaan raja, di samping meliputi hak masyarakat desa, 
termasuk menguasai hak perseorangan anggota warga masyarakat 
desa (kampung). 

3.1.2. Masa Belanda 

Menurut pengetahuan dan ingatan para informan. pada masa 
penjajahan Belanda, tanah hak milik Adat Bumi : Putera diakui 
dan dilindungi, bahkan oleh pemerintah Belanda, rakyat dianjur­
kan memelihara hutan, tengkawang, menanam karet, dan berbagai 
tanaman yang menghasilkan. Hak-hak rakyat atas tanah tetap di­
pertahankan , akan tetapi rakyat diharuskan membayar belasting 
kepada Pemerintah Belanda. Pada masa ini juga pemah dilaksana­
kan sistem tanam paksa. 

Hak-hak adat atas tanah masyarakat Daya Linus tidak harus 
dibuktikan dengan bukti yang mengatakan bahwa ia berhak atas 
suatu tanah, akan tetapi dibuktikan melalui saksi-saksi dan tanda­
tanda yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, serta meng­
gunakan tanda yang sudah umum dipakai dan menyatakan bahwa 
tanah tersebut adalah milik orang tertentu. Pada masa ini, peme­
rintah Belanda tidak pemah menyatakan bahwa tanah yang tidak 
ada bukti tertulis dari pemiliknya diakui sebagai tanah milik peme­
rintah Belanda. Tanah rakyat yang dikuasai oleh Suku Daya 
Linuh tidak ada yang dijadikan perkebunan partikulir. Dengan de­
mikian , tidak ada tenaga rakyat/warga masyarakat Daya Linuh 
yang bekerja sebagai buruh perusahaan perkebunan partikulir 
(ondememing). Pada masa ini juga tidak ada anggota masyarakat 
yang mengajukan permohonan kepada pihak pemerintah Belanda 
agar diberikan hak milik (eigendom) atas tanah. Pernerintah Be­
landa tidak pemah menjual tanah kepada rakyat sehingga menjadi 
hak milik rakyat atau menyewakan tanah kampung kepada pihak 
lain. Pada masa ini pula tidak ada rakyat yang diberikan hak 
erfpacht dan Opstel karena pemerintah sendiri tidak pemah me­
ngatakan tanah sebagai milik Pemerintah. Selama masa penjajahan 
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Belanda, tidak pemah terjadi seorang Bumi Putera warga masyara­
kaf Daya Linuh menyewakan tanahnya untuk dipakai oleh mereka 
yang bukan bumi putera. Hak karnpung atas tanah dalam wilayah­
nya tidak ada yang disewakan kepada orang yang bukan bumi 
putera, baik untuk kepentingan perkebunan, maupun untuk ke­
pentingan lain. Berdasarkan adat kebiasaan masyarakat Daya Li­
nuh tidak dimungkinkan seorang bumi putera menyewakan 
atau menyerahkan tanah-tanahnya untuk dipakai oleh yang bukan 
bumi putera. 

3 .l .3. Masa Jepang 

Pada masa penjajahan Jepang, bidang penguasaan tanah tidak 
mengalarni perobahan, sama seperti pada masa Belanda. hanya 
apa yang disebut dengan belasting tidak diberlakukan lagi kepada 
anggota masyarakat. Temenggung dan Kepala Kampung sebagai 
kepala persekutuan adat tetap berfungsi dan terlibat dalam pengu­
rusan penguasaan tanah. 

Pada masa Jepang, rakyat disuruh menanam padi dan pala­
wija di tanah-tanah perkebunan, pegunungan. dan tanah kehu­
tanan. 

3 .l .4. Masa Kemerdekaan 

Pada masa kemerdekaan, tanah dalam wilayah kampung di­
kuasai oleh masyarakat kampung tersebut. Tanah yang dikuasai 
oleh masyarakat kampung, yaitu : 

1. Tanah laman adalah tanah pekarangan. 
2. Tanah bawas ladang adalah tanah bekas ladang. 
3. Tanah gupung tembawang adalah tanah yang sudah ada po­

hon buah-buahan milik bersama. 
4. Tanah pekuburan adalah tanah yang digunakan untuk ku­

buran. 
5. Tanah mali adalah tanah yang pantang digarap. 
6. Tanah rimba adalah tanah hutan tempat mengambil ramuan 

rumah dan hasil hutan serta sebagai tempat perburuan. Menu­
rut keterangan para informan, pada masa kemerdekaan , se­
belum UUPA, sama saja keadaannya dengan masa Jepang dan 
Belanda dalam hak-hak masyarakat dan warganya terhadap 
tanah yang termasuk dalam wilayah kampungnya. Mereka 
tidak tahu bahwa sebelum UUP A berlaku berbagai peraturan 
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tentang tanah. Keadaan ini dapat dipahami karena tanah 
pada masyarakat Daya Linuh ini tidak pemah tunduk pa 
Hukurn Barat (Hukum Beland.a), tetapi tunduk pada keten­
tuan Hukum Adat tentang tanah. 

Pada masyarakat Daya Linuh tidak terdapat tanah-tanah 
partikulir. Olah karena itu, dengan sendirinya tidak dikenal ada­
nya penghapusan tanah-tanah partikelir dan dikenal nasionalisasi 
perkebunan karena memang tidak ada perkebunan milik Belanda. 

UUPA baru populer dikenal oleh masyarakat di sini pada 
waktu ada rencana penempatan transmigrasi dan PIR tahun 1978 
yang kebetulan beberapa k~pung Suku Daya Linuh merupakan 
lokasi proyek tersebut. Pada hakekatnya, penguasaan tanah di 
daerah masyarakat Daya Linuh ini, pada masa berlakunya UUPA, 
tetap berdasarkan Hukum adat masyarakat yang bersangkutan 
sebab dalam kenyataannya tanah dalam wilayah kampwig merupa­
kan tanah yang dikuasai oleh masyarakat kampung dan dikuasai 
oleh warga masyarakat kampung dengan cara penguasaan yang 
sama seperti pada masa-masa sebelumnya. 

3.2. ASAL USUL PEMILIKAN TANAH 

3.2.1. Masa Sebelum Penjajahan 

Pada masa ini, untuk mendapatkan hak milik sebidang tanah. 
pertama-tama dengan cara membuka hutan yang termasuk dalam 
wilayah kampungnya atau tanah milik kampung. Sejak tanah hu­
tan itu mulai dibuka/digarap oleh seorang dan diberi tanda agar 
jelas batas-batasnya, sejak itulah tanah tersebut merupakan hak 
milik orang tersebut. Dengan adanya pemberian tanda-tanda 
yang jelas dan menggunakan tanda yang lazim dipakai pada masya­
rakat yang bersangkutan, maka itu berarti tidak boleh ada orang 
lain yang menggarapnya. Jika ada orang lain yang mencoba meng­
garapnya, maka orang tersebut pasti akan dikenakan hukuman 
adat atau sanksi adat karena ia telah melanggar hukum adat yang 
berlaku dalam masyarakat tersebut. 

i Biasanya tanda yang dipergunakan untuk menyatakan batas-
i batas tanah milik yang satu dengan milik yang Jain, antara Jain 
I batas alam yang berupa sungai, pertemuan kaki bukit, lembah, 
r danau, rawa; batas pohon hidup, seperti pohon tengkawang, po-L hoo ~, -b~b~dm- ~mm -~. &:• -~: 
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pula menggunakan batu-batu yang cukup besar, akan tetapi agar 
batu tersebut tidak dipindahkan oleh orang lain , maka peletakan 
batu tersebut diadakan upacara adat yang bersifat religius magis. 
Masyarakat percaya bahwa kalau ada yang berani memindahkan 
atau mengangkat batu itu dari tempat semula akan ditimpa mala 
petaka yang mungkin menimpa dirinya sendiri atau keluarganya. 
Dengan demikian tidak seorangpun warga masyarakat Daya Linuh 
yang berani mengangkat atau memindahkan batu yang telah dijadi­
kan batas tanah antara tanah yang satu dengan tanah yang lain. 
Seandainya ternyata ada yang berani memindahkan batu tersebut 
dan dapat dibuktikan melalui peradilan adat, maka orang tersebut 
dijatuhi hukuman membayar sanksi adat yang telah ditetapkan 
oleh para fungsionaris adat (Kepala adat) pada masyarakat itu. 

Setiap warga masyarakat dalam suatu kampung berhak mem­
buka hutan baru, akan tetapi perlu memberitahukan kepala­
kepala adat a tau pemimpin di kampung. 

Tanah yang digarap biasanya tidak terus menerus digarap se­
tiap tahun , apalagi kalau tanah itu untuk berladang. Mereka meng­
gunakan pola ladang berpindah dengan maksud agar tanah yang di­
tinggalkan dalam jangka waktu beberapa lama menjadi subur kem­
bali sehingga dapat digarap kembali oleh orang yang bersangkutan 
dan akan memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan. paling 
tidak sama dengan ketika mereka menggarap ladang tersebut per­
tama kali. 

. Setiap membuka hutan baru dan setiap kali mengerjakan 
tanah bekas ladang yang telah ditinggalkan dalam beberapa lama 
selalu didahului dengan upacara adat tanah. Hal ini dimaksudkan 
untuk meminta ijin kepada roh-roh halus yang menghuni di tanah 
tersebut agar tidak mengganggu mereka sekaligus berdoa agar 
hasil tanah tersebut dapat berlipat ganda. 

Menurut kepercayaan masyarakat setempat, tanah adalah 
milik Puyang Gana, anak sulung Sabung mengulur dan Pukat 
Mengawang. Menurut cerita yang hidup di masyarakat Puyang 
Gana adalah seorang anak laki-laki yang mati sebelum dilahirkan 
ibunya (mati dalam kandungan ibunya, Pukat Mengawang) kemu­
dian menjadi hantu. Namun demikian, ia selalu memperhatikan 
kehidupan keenam orang adiknya yang bernama: Belang Pi~gang, 
Terentang Temanai, Su/uh Duik, Buku Labuk, Putung Kempat, 
clan Buih Nasi. Di antara mereka hanya ada seorang perempuan, 
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yang bemama Putung Kempat dan ada seorang yangketika lahir 
membawa nasi dalam genggaman tangannya kemudian diberi 
nama Buih Nasi oleh kedua orang tuanya. Karena nasi dalam geng­
gamannya telah habis, Buih Nasi merengek-rengek menc.ari dan 
meminta makanan nasi kepada kedua orang tuanya, akan tetapi 
orang tuanya tidak berdaya apa-apa karena tidak ada bibit yang 
bisa ditanam. Kedua orang tuanya sangat sayang kepada anak-
anaknya dan rela mengorbankan diri untuk kepentingan hidup 
anak-anak mereka. Kedua orang tua tersebut masuk kedalam lum­
bung padi yang dibuat oleh anak-anaknya dan berpesan kepada 
anak-anaknya agar lumbung padi itu ditutup rapat-rapat selama 
7 hari. Setelah itu barulah mereka diperkenankan membuka tu­
tup lumbung padi tersebut. Kedua orang tuanya tidak kelihatan 
lagi dan telah berobah menjadi berbagai macam bibit padi. Se­
belum kedua orang tuanya masuk ke dalam lumbung padi, mereka 
berpesan : "Kalau nanti anak-anaknya membuka tutup lumbung 
padi dan melihat bibit padi agar segera ditanam. Apabila panen, 
sisihkan padinya untuk dijadikan bibit . '' 

Pada saat keenam orang bersaudara sedang bermusyawarah 
tentang apa yang hams dilakukan dengan bibit padi tersebut. 
datanglah saudara sulungnya yang telah meninggal dalam rupa 
yang menakutkan dan menjijikan sehingga membuat adik-adiknya 
kesal. la datang untuk meminta bagian harta yang ditinggalkan 
oleh kedua orang tuanya yang telah berubah menjadi bibit padi. 
Karena kekesalan saudaranya, terutama adiknya yang bernama 
Buih Nasi. diambillah sebongkah tanah yang lalu dilemparkan 
kepada Puyang Gana disertai kata-kata "Inilah bagianmu dan per­
gilah dari sini." Perbuatan Buth Nasi sangat menusuk perasaan 
Puyang Gana dan berdasarkan kata-kata itu ia mengambil kesim­
pulan bahwa semua tanah di kolong langit ini adalah milik Puyang 
Gana. Untuk menanam bibit padi sesuai dengan pesan orang 
tuanya, mereka bersepakat membuka (menebang) hutan untuk 
tempat berladang. Terjadi suatu keanehan, pohon-pohon yang 
sudah mereka tebang tumbuh kembali seperti sediakala sehingga 
menjadi hutan kembali. Mereka mencoba kembali menebang 
pohon-pohon di hutan tersebut, akan tetapi keesokan harinya 
pohon yang sudah ditebang tersebut kembali tumbuh seperti ke­
adaan semula. 

Keadaan yang demikian membuat mere~a kesal dan hasrat 
ingin tahu semakin menyala-nyala sebab pohon-pohon yang sudah 



ditebang menghutan kembali. Mereka bersaudara bermusyawarah 
dan lahirlah kesepakatan untuk mengetahui apa yang menyebab­
kannya dengan jalan melakukan penjagaan secara bergilir pada ma­
lam hari di lokasi tempat mereka menebang pohon-pohon hutan 
tersebut. Giliran jaga yang pertama adalah Buku Labuk. Buku 
Labuk tidak mempunyai kaki dan tangan sehingga dipilih dengan 
maksud agar ia benar-benar dapat menyaksikan apa yang sebenar­
nya terjadi karena dalam keadaan yang sangat mengerikan dan 
menakutkan ia tentunya tak mungkin lari. Pada waktu malam 
mulai gelap gulita terdengarlah suara dahsyat dan menakutkan 
serta tampak olehnya sesosok tubuh yang berbadan hitam· legam 
dan tinggi. Dengan suara yang menakutkan, ia berbicara dan saat 
itu pulalah kayu-kayu yang telah bertumbangan ditebang di siang 
hari berdiri dan tumbuh seperti sediakala. Ketika hari sudah siang, 
saudara-saudara, Buku Labuk datang dan ia melaporkan semua ke­
jadian yang dilihat dan didengarnya c:Lan yang membuat kayu-kayu 
yang telah ditebang berdiri dan tumbuh kembali seperti semula. 

Giliran jaga selanjutRya adalah Buih Nasi. Ketika malam mu­
lai gelap gulita datanglah sesosok makhluk dengan suara dan rupa 
yang mengerikan serta menakutkan. Pada saat itu pula Buih Nasi 
dengan kekuatan dan keberanian yang dimiliki langsung meng­
hadapi hantu tersebut. Dengan demikian, Hantu tersebut tidak 
sempat memerintahkan kayu-kayu yang sudah tumbang untuk 
berdiri dan tumbuh kembali sebab harus menghadapi Buih Nasi 
yang siap melawannya untuk berkelahi. Mereka hanya berdua dan 
terjadilah perkelahian satu lawan satu. Keduanya sama-sama kuat 
sehingga tidak ada ·yang kalah dan menang. Mereka berkelahi 
sampai istirahat sendiri dan pada saat istirahat itu si Hantu memin­
ta agar mereka berdamai saja dan sekaligus pula ia memi::erkenal­
kan dirinya bahwa ia adalah Puyang Gana saudara sulung mereka. 
Dalam pembicaraan mereka diketahui bahwa rupanya Puyang 
Gana berbuat demikian karena didorong oleh perasaan sakit hati 
terhadap saudara-saudaranya pada waktu ia meminta bagian harta 
orang tuanya dilempari dengan segenggam tanah disertai kata­
kata yang tidak enak didengar. Oleh karena itu, ia tidak menerima 
harta warisan lainnya, hanya menerima tanah segenggam yang di­
lemparkan oleh Buih Nasi kepadanya kemudian menyatakan 
diri bahwa ia adalah pemilik tunggal semua tanah yang ada di bumi 
ini. Oleh karena itu, siapa saja yang mau menggunakari tanah tem­
pat mencari kehidupan dan penghidupan, misalnya berladang atau 
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membllka hutan baru hams meminta ijin kcpada Puyang Gana. 
ljin akan ciiberikan oleh Puyang Gana, apabila manusia Ina\1 mcbl­
kukan atau mempersembahkan, yaitu : 

l . Tujuh buah kerubung (kulit) telur ayam diisi beras kuning 
sebagai pengganti 7 buah tajau emas. 

2. Tujuh buah paku sebagai pengganti 7 buah tombak besi 
3. Seek or a yarn 
4. Seek or babi 

Persembahan ini disebut persembahan pangkal benih. Kalau manu­
sia rnau melakukan seperti yang dipesankan oleh Puyang Gana, 
rnaka dijamin olehnya bahwa basil yang akan didapat dari tanah 
tempat rnereka berusaha akan berlipat ganda. Di samping itu , Pu­
yang Gana berpesan agar dalarn berladang juga rnernperhatikan 
letak atau posisi bintang di langit, terutarna yang disebut bintang 
tiga (tiga gugusan bintang). Pada waktu rnembawa benih ke ladang 
pertarnakali harus memperhatikan dan rnendengar baik-baik apa­
kah ada bunyi burung dan jenis hr.rung apa. Bunyi dan jenis bu­
rung itu mengandung makna atau simbol-simbol yang menun­
jukan berhasil atau tidak pekerjaan yang dilakukan. Sampai seka­
rang, hal-hal seperti yang dikernukakan di atas masih dilakukan 
dan duperhatikan , terutama oleh mereka yang masih menganut 
kepercayaan nenek moyang. 

Tanah yang digarap seorang dengan cara membuka hutan 
baru diakui oleh masyarakat sebagai hak miliknya bilamana dalam 
membuka hutan itu telah melakukan sesuai adat kebiasaan yang 
berlaku pada masyarakat tersebut sebagaimana telah disinggung 
sebelumnya, yaitu : 

I . Harus ada ijin dari kepala Kampung atau kepala adat 
2. Tanah yang dibuka/digarap harus tanah hutan bebas yang 

khusus untuk cadangan daerah perladangan 
3. Harus melakukan persembahan berupa sesajen dan selarnatan 

untuk Puyang Gana 
4. Diberi tanda batas yang harus diketahui oleh kepala karnpung 

dan saksi Peturus 
5. Diumumkan ke seluruh warga kampung setempat 
6. Luasnya dieatasi sampai sekitar 2 ha untuk memberikan ke­

sempatan pada warp yang lain. 



Tanah yang sudah digarap sengaja dihutankan kembali untuk 
mengembalikan kesuburan tanah dan dapat digarap kembali. 
Oleh karena itu, tanah tersebut tidak bisa dikatakan tanah yang 
ditelantarkan dan tidak boleh digarap atau diganggu oleh orang 
lain, kecuali apabila diijinkan oleh penggarap pertama. Seandainya 
ada orang lain yang menggarap tanah tersebut tanpa ijin pemilik 
tanah pertama, walaupun orang itu baru sekali menggarap tanah 
tersebut, orang itu akan menggugat orang yang menggarap tanah­
nya dan akan dijatuhi hukuman adat atau sanksi adat melalui 
peradilan adat di bawah pimpinan kepala adat. 

Tanah bekas ladang biasanya terdapat tanaman buah-buahan 
yang tumbuh di sekitar rumah ladang atau pondok ladangnya. 

Hak milik tanah diperoleh bukan hanY,a dengan membuka 
hutan, melainkan diperoleh melalui pewarisan, hibah, dan tukar 
menukar, baik dengan tanah, maupun dengan sapi atau dengan 
tempayan, dan sebagainya. Hibah dan tukar menukar ini jarang 
terjadi. Pembagian warisan biasanya dilakukan sebelum orang tua 
(pewaris) meninggal dunia. Dalam proses peralihari hak milik perlu 
disaksikan oleh beberapa orang saksi dan dilakukan dihadapan 
kepala adat masyarakat yang bersangkutan. Menurut adat kebiasa­
an masyarakat ini, peralihan hak baru sah bilamana memenuhi sya­
rat sebagai berikut : 

I. Kedua pihak saling setuju, ahli waris setuju. dan dilakukan 
penyerahan hak. 

2. Disaksikan atau dilakukan dihadapan penguasa adat (Kepala 
adat) 

3. Ada saksi yang diberi Peturus 
4. Diumurnkan/diberitahukan ke seluruh warga masyarakat se­

tempat. 

Jadi, peralihan hak yang dilakukan dalam dan oleh masyarakat 
haruslah dilakukan secara terang dan tunai peralihan hak tersebut 
sah. 

Pada masa ini, rata-rata setiap keluarga memiliki belasan bi­
dang tanah di mana setiap bidang berkisar antara 0 ,5 ha sampai 
dengan 2 ha. Dalam masyarakat ini tidak dikenal pemindahan 
hak milik tanah sementara, seperti meminjam tanah tempat berla­
dang, menumpang membuat rumah di atas tanah milik orarig lain, 
clan untuk kepentingan tersebut tidak ada keharusan membayar 



uang pemasukan. J ika pemilik tanah meninggal dunia, maka hak 
milik tanah tersebut jatuh ke tangan ahli waris yang sangat berhak 
adaJah anak-anaknya (anak kandung dan anak angkat). KaJau tidak 
ada anak kandung/anak angkat, maka yang menjadi ahli waris 
adalah keluarga terdekat dilihat dari jauh-dekatnya hubungan da­
rah antara pewaris dengan ahli waris, misalnya saudara kandung, 
keponakan, paman, tante, dan seterusnya, baik menurut garis lurus 
ke bawah dan ke atas, maupun ke samping. Ahli waris yang ber­
domisili di luar kampungnya berhak atas tanah warisan dan biasa­
nya selama yang bersangkutan tidak berada di tempat tanah ter­
sebut diurus oleh walinya atau orang yang dipercayakan secara 
khusus mengurus tanah warisan itu. Orang luar yang bukan warga 
masyarakat setempat tidak dibolehkan memiliki tanah di daerah 
ini, kecuali kalau ia berkedudukan sebagai ahli waris. Seorang yang 
bukan penduduk masyarakat setempat boleh memiliki tanah, 
apabila ia telah menjadi penduduk setempat, misalnya melalui 
perkawinan dan pengangkatan anak. 

Setiap keluarga dalam masyarakat Daya Linuh memiliki ta­
nah, terutama yang diperuntukkan untuk tempat berladang da­
lam jumlah rata-rata belasan bidang tanah agar tidak terlalu cepat 
kembali berladang di tempat semula. Menurut mereka, makin 
lama tanah bekas ladang ditinggalkan, tanah tersebut semakin 
baik dan subur. Jadi, pola ladang berpindah berguna untuk keles­
tarian alam dan memberikan kesempatan agar tumbuh-tumbuhan 
rumput serta pohon-pohon tumbuh kembali. 

Gadai tanah tidak dikenal dalam masyarakat Daya Linuh, 
akan tetapi mereka mengenal hak usaha bagi hasil, misalnya a da 
orang lain yang menoreh karetnya atau memungut tengkawang, 
mengetam padi, dan sebagainya. 

Para warga berhak menggarap tanah persekutuan adat atau 
tanah milik adat kampung mengambil hasil hutan, berburu, dan 
mengambil segala sesuatu yang diperlukan oleh mereka. Setiap 
perbuatan warga masyarakat yang hendak menjual tanahnya ke­
pada orang luar yang bukan penduduk setempat selalu dicegah, 
baik oleh warga masyarakat, maupun oleh Pemimpin masyarakat 
setempat (kepala adatnya). 

Hak milik berakhir atau beralih pada saat timbulnya kesepa­
katan antara kedua pihak atau tanah menjadi musnah, misalnya 
karena terjadi longsor atau terkikis oleh air sungai sehingga tanah 
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yang semula ada menjadi tidak ada. Tanah dalam wilayah perse­
kutuan adat kampung meliputi : 

1. Tanah hutan/rimba terdiri atas : 
a. Rimba bebas, yakni rimba atau hutan yang dipersiapkan 

sebagai cadangan untuk lahan ladang baru 
b. Rimba lindung (hutan tutup) yakni hutan yang diperun­

tukan sebagai tempat mengambil bahan ramuan rumah, 
basil hutan, dan sebagai tempat berburu 

2. Tanah bawas uma terdiri atas : 
a. Bawas uma baru, yakni tanah bekas ladang y~ng baru di­

tinggalkan selama sekitar 1 sampai dengan 4 tahun 
b. Bawas uma muda, yakni tanah bekas ladang yang telah 

ditinggalkan sekitar 5 sampai dengan 9 tahun 
c. Bawas uma tuha (Agung), yakni tanah bekas ladang yang 

telah ditinggalkan sekitar 10 sampai dengan 15 tahun 

3. Tanah Gupung terdiri atas: 
a. Gupung Zaman, yakni tanah yang dijadikan halaman 

rumah 
b. Gupung tembawang (temawang), yakni tanah yang digu­

nakan untuk tempat menanam segala macam jenis pohon 
buah-buahan, seperti durian, langsat, rambutan, dan asam 

c. Gupung Lalau (madu), yakni tanah di mana terdapat 
pohon-pohon tempat bersarangnya lebah penghasil madu 

d. Gupung kubur, yakni tanah yang digunakan untuk ku­
buran 

e. Gupung mali, yakni tanah yang dilarang dikerjakan (di­
usahakan) karena di situ, misalnya pemah ada orang mati 
kena belantik atau orang ma ti ditirnpa kayu. 

4. Tanah kebun, yakni tanah yang berisi tanaman kebun, 
yaitu: karet, kopi, dan sebagainya. 

Tanah tembawang atau gupung tembawang terdiri atas : 

I. . Tembawang waris, yakni tembawang yang dimiliki oleh ba­
nyak orang dan biasanya disebut temawang kunsi atau tema­
wang pusaka. 

2. Tembawang biasa, yakni tembawang yang dimiliki oleh ke­
luarga isteri. 



Ukuran yang dipergunakan untuk menentukan pattjang/ 
lebar tanah adalah dengan menggunakan ukuran depa. Dengan 
adanya batas-batas yang telah disepakati bersama, baik batas tanah 
perorangan, mau pun tanah kampung yang satu dengan kampung 
yang lain , maka apabila ada yang melakukan pelanggaran batas 
yang telah ditentukan dan disepakati itu kepadanya dilakukan tun­
tutan oleh pihak yang merasa dirugikan. Tuntutan dilakukan de­
ngan mengadukan persoalannya kepada kepala adat dan setelah 
itu dilakukan sidang peradilan adat untuk mencari kebenaran 
melalui bukti-bukti yang diajukan , terutama oleh pihak penggugat 
dan juga pihak tergugat. Siapa yang terbukti melanggar batas tanah 
yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak dijatuhi hukuman 
atau sanksi adat oleh kepala adat berdasarkan hukum adat. Sanksi 
adat tersebut harus dilaksanakan oleh terhukum karena kesalahan­
nya. Kasus tentang batas tanah dijumpai ketika batas tanah yang 
pernah disepakati bersama oleh mereka yang saling berbatasan 
langsung sudah tidak jelas lagi atau pohon-pohon yang dijadikan 
batas sudah tumbang dan tidak meninggalkan bekas. Jliasanya 
kasus batas tanah terjadi pada saat mereka mengerjakan ladang. 
Pernah terjadi sengketa mengenai batas kampung yang satu dengan 
kampung yang lain , bahkan menyangkut batas kecamatan satu 
dengan kecamatan yang lain , akan tetapi selalu dapat diselesaikan 
oleh para Kepala Adat sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku 
dan ditaati oleh masyarakat pendukungnya. 

3.2.2 . Masa Belanda 

Pada masa ini asal usul mengenai pemilikan tanah pada dasar­
nya sama dengan pada masa sebelum penjajahan. Tanah dimiliki 
dengan cara membuka hutan baru, melalui pewarisan, tukar menu­
kar, hibah atau jual beli dengan cara barter. Tanah yang dimiliki 
dengan cara membuka hutan itu harus diberi batas yang diketahui 
oleh orang banyak, terutama oleh para ketua adat, khususnya ke­
pala adat di kampungnya. 

Dengan adanya batas, jika orang tersebut akan menggarap­
nya kembali sudah tahu secara tepat yang mana tanah miliknya 
dan di mana batas-batasnya. Pihak yang lain pun mengerti bahwa 
batas tersebut tidak boleh digarap karena sudah menjadi hak milik 

orang lain . 

Jilca terjadi perselisihan mengenai tanah, yang menyelesaikan-
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nya adalah Kepala Kampung atau Temenggung bersama anggota 
Lid-Lid yang ada di kampung tersebut yang diketahui oleh Kepala 
Kampung atau oleh Temenggung. Penyelesaian perselisihan terse­
but melalui sidang peradilan adat berdasarkan hukum adat yang 
berlaku. Kalau ada perselisihan atau sengketa yang terjadi tidak 
dapat diselesaikan oleh Temenggung atau salah satu pihak kebe­
ratan terhadap keputusan Temenggung, penyelesaian selanju~nya 
diserahkan kepada pihak pemerintah. Akan tetapi, menurut kete­
rangan para informan, pada masa Belanda, semua perselisihan ten­
tang tanah selalu dapat diselesaikan oleh Kepala adat masyarakat 
yang bersangkutan. Pada masa ini, Hak milik perorangan menurut 
.adat dan Hak milik masyarakat adat terhadap wilayah kampung 
diakui oleh Pemerintah Belanda, bahkan dianjurkan kepada rakyat 
agar rakyat memelihara hutan, misalnya tidak menebang tengka­
wang yang ada di hutan dan tanah-tanah kosong yang bukan tanah 
perladangan ditanami dengan tanaman karet dan kopi, serta ber­
bagai tanaman lain yang mendatangkan hasil bagi rakyat. 

Tariah milik adat perorangan dan tanah milik persekutuan 
adar tidak ada yang dibebaskan berdasarkan hak-hak barat dan 
tidak pula ada yang dijadikan perkebunan partikulir. Pada masa 
ini tidak ada warga masyarakat Daya Linuh yang diberikan hak 
milik yang disebut eigendom karena pihak rakyat tidak ada yang 
mengajukan permohonan memperoleh hak eigendom tersebut. 
Tanah milik adat dan tanah milik persekutuan adat tidak ada yang 
disewakan kepada siapapun, termasuk kepada yang bukan bumi 
putera. 

3.2.3 . Masa Jepang 

Asal usul pemilikan tanah pada masa J epang sama seperti 
pada masa penjajahan sebelumnya, yaitu dengan cara membuka 
hutan, pewarisan, tukar menukar, hibah, danjual beli dengan cara 
barter. Akan tetapi, pada masa ini hutan yang baru dibuka untuk 
perladangan hanya beberapa bidang tanah saja di setiap kampung 
karena Jepang menjajah tidak terlalu lama. . 

Biasanya suatu keluarga dalam masyarakat ini membuka hu­
tan unruk berladang, jika tanah tanah . bawas tern pat berladang 
sudah berkurang karena keluarga mereka sudah menjadi beberapa 
keluarga karena perkawinan anak-anaknya. Menurut mereka, mem­
buka hutan dimaksudkan untuk kelestarian alam sebab tanah be-
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kas ladang yang disebut bawas makin lama ditinggalkan semakin 
baik dan subur. Agar bawas cepat menghutan kembali, semua po­
hon yang ada tidak ditebang dan biasanya cukup banyak pohon­
pohon tertentu yang hanya dipotong dahan-dahannya saja sehing­
ga membuat pohon itu bertambah subur. 

Dalam kenyataannya, pohon-pohon yang dahannya dipotong 
tersebut pada saat mulai panen padi sudah mulai berdaun kembali. 
Pohon-pohon yang hanya dipotong dahannya diatur sedemikian 
rupa sehingga di berbagai tempat tertentu dijumpai pohon-pohon 
terse but. 

Pada waktu mengerjakan ladang, yakni menebas rumput. 
menebang kayu, dan memotong dahan, lahan di sekitar pohon 
yang tidak ditebang dibebaskan dari onggokan rumput dan kayu­
kayu dengan maksud kalau mereka membakar ladang, pohon­
pohon tersebut tidak ikut terbakar. Hal demikian ini sudah dilaku­
kan oleh mereka sejak mengenal pola ladang berpindah, baik pada 
masa Belanda. maupun pada masa sebelum penjajahan Belanda. 

3.3.4. Masa K.emerdekaan 

Pada masa ini, seharusnya dibedakan antara masa sebelum 
UUP A dan setelah UUP A. Akan tetapi, masyarakat Daya Lin uh 
tidak mengenal perbedaan asal usul pemilikan tanah , baik pada 
masa sebelum UUP A, maupun setelah masa UUP A. Demikian pula 
bila diperhatikan pada masa J epang, Belanda, dan sebelum penja­
jahan, pada dasarnya asal usul pemilikan tanah sama saja. J ika 
mereka akan membuka hutan, pertama-tama harus meminta izin/ 
diberi izin oleh kepala persekutuan adat atau Kepala K.ampung 
atau K.epala Desa. Permulaan membuka hutan memberikan per­
sembahan berupa sesajen kepada mahluk halus yang dipandang 
sebagai penghuni dan pemilik tanah tersebut , khususnya kepada 
Puyang Gana. Di samping itu, memperhatikan tanda-tanda suara 
burung, tanda alam lainnya yang .mempunyai arti bagi kehidupan 
mereka, rnisalnya keberhasilan usaha, keselamatan harta benda, 
keselamatan jiwa, dan badan. Dengan cara membuka hutan yang 
dicadangkan untuk digarap itulah lahir pemilikan tanah oleh yang 
menggarapnya, setelah penggarap melaksanakan kewajibannya 
memberi tanda batas tanah yang digarapnya yang disaksikan oleh 
Peturus dan diketahui Kepala Kampung. 



Pemilikan tanah juga diperoleh melalui pewarisan , penghi­
bahan, tukar menukar, dan sekarang ini sudah mulai dikenal cara 
memperoleh hak milik sebidang tanah melalui jual beli, walaupun 
sangat jarang terjadi. Akan tetapi, jual beli dilakukan tidak diha­
dapan Camat, tetapi hanya diketahui oleh Kepala Kampung 
setempat. Yang pernah diperjualbelikan adalah tanah yang sudah 
ada tanaman di atasnya, yakni tanah tembawang dan tanah kebun 
karet. J ual bell terjadi bukan hanya antara sesama warga kampung. 
melainkan juga dengan orang luar yang bukan warga kampung 
tersebut. Sebenarnya, jual bell. dengan pihak luar kampung tidak 
diperkenankan , tetapi karena pengaruh dari berbagai budaya yang 
berasal dari luar dan adanya kebutuhan keluarga yang mendesak , 
terpaksa larangan mengalihkan hak tanah yang ada di dalam suatu 
kampung kepada orang luar kampung tersebut menjadi lemah 
keberlakuannya. Yang dapat dijual hanyalah tanah hak milik 
perseorangan, sedangkan tanah hak milik persekutuan adat atau 
tanah milik kampung tidak dapat diperjualbelikan , baik oleh 
Kepala adat, Kepala Kampung, maupun oleh warga masyarakat 
setempat. 

Pemilikan tanah melalui pewarisan merupakan peralihan hak 
yang sudah ada sejak dahulu sampai sekarang dan dilakukan pada 
waktu pewaris belum meninggal dunia dimaksudkan agar para 
ahll waris setelah pewaris meninggal tidak perlu disulitkan oleh 
masalah pembagian warisan yang kadangkala membuat perteng­
karan antar para ahliwaris yang ditinggalkan. Akan tetapi. seandai­
nya pewaris tiba-tiba meninggal dan warisannya belum sempat 
dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, maka biasanya anak 
yang tertualah yang mengambil prakarsa membagi harta warisan 
yang berupa tanah, dan sebagainya. Seandainya anak-anaknya 
belum ada yang dewasa, maka pembagian warisan ditunda dulu 
sampai mereka sudah ada yang dewasa atau setelah sama-sama de­
wasa . Jika terjadi ketidaksesuaian antar para sesama ahli waris, 
maka yang bertindak sebagai penengah adalah kaum famili keluar­
ga yang bersangkutan dan kepala adat (pengurus adat). Anak ter­
tua biasanya memperoleh warisan harta dari orang tuanya melebihi 
yang lainnya karena anak tertua ditugaskan memellhara adik­
adiknya agar hidupnya berguna. 

Dalam hal waris tidak dibedakan antara ahll waris yang laki­
laki dengan yang perempuan karena pandangan masyarakat, laki­
laki dan perempuan sama derajatnya. 
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Sebidang tanah yang tidak dapat dibagi-bagi kepacia para 
ahli waris, biasanya oleh para ahli waris dijadikan tanah milik 
bersama, misalnya dijadikan tanah tembawang. 

Tanah yang ditinggalkan pemiliknya dan tidak ada seorcmg­
pun ahli waris yang memenuhi syarat untuk menanganinya, maka 
yang berhak menangani tanah yang ditinggalkan itu adalah Kepala 
Kampung atau Kepala Desanya saja. 

Hibah merupakan cara memperoleh hak milik sebidang ta­
nah, akan tetapi pada masyarakat Daya Linuh sangat jarang ter­
jadi. Biasanya hibah dilakukan oleh mereka yang tidak mempu­
nyai keturunan langsung dan atau tanahnya sudah cukup banyak 
sehingga dipandang perlu oleh pemiliknya dihibahkan kepada 
orang yang dianggap membutuhkan tanah tersebut . 

Tukar menukar sebagai cara memperoleh hak milik sebidang 
tanah juga jarang terjadi. Biasanya kalau tidak saling bertukar 
tanah, dengan menggunakan sapi sebagai penukarnya. 

Semua perbuatan yang sifatnya mengalihkan hak milik atau 
yang menimbulkan hak milik baru sebidang tanah, baik tanah 
kosong, maupun tanah yang ada tanaman di atasnya harus disaksi­
kan oleh orang-orang tertentu . antara lain .harus ada saksi Peturus 
dan diketahui atau disaksikan oleh Temenggung atau Kepala 
Kampung selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota masya­
rakat setempat. 

Peralihan hak milik , sekarang ini sudah ada yang dibuat t~r­
tulis oleh kedua pihak yang . diketahui oleh Kepa}a Ka,mpung 
atau oleh Temenggung. Sejak mi. sudah ada pula sejenis bUku re­
gister tanah yang dibuat oleh Kepala Kampung atau Temenggung 
untuk pencatatan semua peralihan hak sebidang tanah . 

Pada masyarakat Daya Linuh tidak dibenarkan terjadi pera­
lihan hak tan pa sepengetahuan K epala Kampung atau Temeng­
gung. Sampai sekarang, menurut keterangan para informan , be­
lum ada suatu keluarga atau seorang pendudukpun yang mem­
punyai sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak yang dikeluarkan 
oleh Kantor Agraria Kabupaten Sin tang. Menurut inf orman, 
yang menyebabkan mereka tidak ada yang memiliki sertifikat ta­
nah , antara lain karena ,masy~at belum mengetahui keperluan­
nya, bagaimana dan kepada siapa berurusan , tidak ada biaya, dan 
masih sangat terikat dengan hukum adat tanahnya. Yang dimiliki 
oleh beberapa orang penduduk Suku Daya Linuh sejak tahun 1981 
adalah surat keterangan tanah mifik adat yang dibuat oleh Kepala 



r Kampung dan diperkuat oleh Camat setempat. Sampai tahun 1984 ·· 
ini sudah cukup banyak yang membuatnya, terutama karena di­
dorong oleh pengalaman adanya kegiatan proyek transmigrasi dan 
PIR karet di daerahnya. 

Sekarang ini sudah ada orang luar atau pendatang yang men­
dirikan bangunan rumah di atas tanah milik orang kampung, dalam 
arti menumpang sementara tanpa pembayaran apa-apa. Pendatang 
yang dimaksudkan adalah pegawai proyek transmigrasi dan pega­
wai PIR membuat rumah tempat tinggal sementara dan pertokoan. 
Antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan tidak ada perjan­
jian tertulis, akan tetapi dilakukan secara lisan bahwa yang mem­
buat rumah di atas tanah milik orang kampung tersebut bersifat 
sementara. Kalau yang mempunyai bangunan rumah tersebut su­
dah tidak menggunakannya lagi, maka tanah tersebut kembali 
kepada pemilik semula. Perjanjian lisan ini dilakukan berdasarkan 
itikad baik dan kepercayaan pemilik tanah bahwa mereka men­
dirikan bangunan di atas tanahnya tanpa pembayaran atau sewa. 
dan tidak akan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik· 
nya. Mereka yak.in bahwa pemilik bangunan di atas tanahnya itu 
tetap mengakui bahwa tanah di mana bangunannya berdiri adalah 
taruih milik orang kampung setempat. Hak menumpang ini bisa 
dialihkan kepada orang lain asalkan dalam perjanjian semula diper· 
kenankan dan ada saksi-saksinya. 

Masyarakat mengenal hak menumpang (numpang), yaitu: 

1. Hak menumpang buma, yakni hak memakai tanah ladang 
milik orang lain yang kebetulan belum digarap. 

2. · Hak menumpang belaman, yakni hak mendirikan rumah di 
atas tanah milik orang lain yang sifatnya sementara. Penger· 
tian sementara di sini sampai dengan rumah tersebut sudah 
rusak atau sudah tua sehingga tidak bisa lagi didiami. 

Semua keluarga masyarakat di sini memiliki tanah , akan te­
tapi tidak seperti dahulu, mereka memiliki belasan bidang tanah 
karena sebagian tanah milik adat telah terambil untuk areal trans­
migrasi dan PIR (Perkebunan Inti Rakyat.) karet. 

Kegiatan Proyek Transmigrasi dimulai pada tahun 1980/ 
1981, yakni mempersiapkan lokasi transmigrasi, penyiapan lahan 
usaha dan pekarangan, pembangunan rwnah, pembangunan fasili-
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tas umum, dan pembangunan jalan. Warga Transmipsi daamg · 
pada bulan Maret 1981 . Dengan demikian, siklus pola ladang ber­
pindah sernakin pendek, yakni dahulu mereka baru kembali ke 
bekas ladang seteJah 10 sampai 15 tahun sehingga kesuburan tanah 
yang ditinaalkan pulih kembali. Akan tetapi, sekarang ini siklus 
berladang berkisar 2 atau 3 tahun sudah kembali ke bekas ladaDg 
semula di mana kesuburan tanah belum pulih kembali. Akibatnya, 
basil panen tidak memuaskan, dalam arti tidak dapat menctdcUpi 
kebutuhan hidup mereka selama satu tahun. Siklus pendek pola 
Jadang berpindah. antara lain disebabkan : 

l. Semakin bertambahnya jumlah keluarga yang membutuhkan 
lahan tanah untuk tempat berladan~. 

2. Semakin berkurangnya lahan tanah hutan yang dicadanlkan 
untuk perladangan dan letaknya semakin jauh dari pemu· 
kiman penduduk 

3. Areal perladangan dan hutan cadangan untuk perladangan 
sebagian telah terambil untuk kepentingan proyek Transmi· 
grasi dan PIR karet. 

Masyarakat belum mengetahui dan mengenal secara baic 
bagaimana menjadi petani yang berhasil dengan cara benawah. 
Di antara warp masyarakat Daya Linuh yang mengikuti pola la­
dang menetap, yakni dengan cara bersawah. penghasilan Yllll di­
peroleh sanpt kurang dibandiqkan kalau mereka menganut pela 
ladana berpindah. Kenyataan demikian membuat mereka berpafinl 
kembali ke pola ladang berpindah. Apalagi. setelah sawah yang 
dibuat atau dicelola oleh pibak pemerintah sendiri yang mestinya 
menjadi contoh bagi masyarakat setempat dan sekitamya, temyata 
belum ada yang berhasil baik dan memuaskan, babkan dapat dist· 
but menplami kegagalan. Misalnya, 11wah-sawah yaag ctillk 
kan di lokasi transmigrasi dan dilcelola oleh warp transmi(Jraa 
yana mempunyai peqetahuan dan penplaman dalaan bena · 
tidak berhasil, bahkan cukup banyak di antara merelta yang ·me· 
ningalkan lokasi transmilrasi menari tempat hidup YUi lebih 
baik. Suatu kenyataan yang tidak dapat dihilangkan, mereka yang 
masih melaksanakan pola la.dang berpindah justru tidak kekurang­
an atau tidak membeli beras dari pasar, waJaupun mereka sudah 
tidak 1agi dapat disebut sebagai lumbung padi karena tiqkat ke· 
suburan tanah sudah mulai berkurang. Kurangnya tingkat kesu­
buran tanah disebabltan siklus pendek pola ladang berpindah di 



mana ladang yang dikerjakan itu kesuburan tanahnya belum pulih 
kembali. Oleh karena itu, masyarakat tetap beranggapan dan 
berpendapat bahwa hak kampung atas tanah yang berada dalam 
wilayahnya, yakni hak milik adat kampung a tau yang disebut hak 
~layat itu perlu dipertahankan dan dipelihara sebaik-baiknya . 

. Hak ulayat penting dipertahankan karena ma ta pencaharian pokok 
masyarakat pedalaman adalah bertani padi dengan pola ladang ber­
pindah. Pola ladang berpindah memerlukan areal lahan tanah yang 
cukup luas mengingat siklus perpindahan dalam berladang memer­
lukan waktu yang ideal antara l 0 sampai 15 tahun agar tanah yang 
ditinggalkan tetap terjaga kesuburannya. Mereka belum mempu­
nyai pengetahuan dan ketrampilan dalam teknik menyuburkan 
tanah. Cara yang dikenal dari dahulu sampai sekarang adalah 
siklus pola ladang berpindah yang semakin lama justru semakin 
baik karena tanah tersebut akan subur secara alamiah. Untuk 
memelihara siklus ladang berpindah yang ideal antara 10 sampai 
15 tahun, pertambahan jumlah keluarga baru karena perkawinan 
memerhikan pula lahan pertanian baru, maka diperlukan adanya 
lahan hutan cadangan untuk tempat berladapg guna menambah 
tanah-tanah perladangan yang sudah ada. Di samping itu diperlu­
kan pula untuk areal perkebunan, seperti perkebunan karet, kopi. 
clan berbagai jenis tanaman lainnya. Akan tetapi, menurut kete­
rangan para informan dan pemuka-pemuka masyarakat setempat, 
sekarang ini, sejak adanya perusahaa~-perusahaan yang bergerak 
di bidang perkayuan (pemegang HPH) ditambah. lagi dengan ada­
nya proyek transmigrasi dan PIR karet, hak ulay(lt dan hak milik 
adat perorangan menjadi tidak menentu kedudukannya. Oulu, 
warga Kamp.ung membuka hutan atau mengambil hasil hutan di 
hutan lindung atau hutan tutupan (tertutup) harus meminta ijin 
kepada penguasa di kampung atau di desa tersebut, baik itu Ke­
pala Kampung, atau kepada Temenggung. Sekarang, justru terba­
lik; masyarakat pemilik hak ulayat harus meminta ijin kepada 
pemegang HPH kalau mau mengambil kayu di hutan, pada hal hu­
tan"itu sejak lama termasuk ~yat/kampung setempat. 

Dengan adanya proyek transmigrasi dan PIR karet membuat 
r,uang gerak masyarakat dalam mengembangkan matapencaharian­
pya menjadi sempit, sedangkan mereka masih mempertahankan 
~eutuhan wilayahnya dengan memelihara hak-hak persekutuan 

·. dan hak perorangan. Hal ini membuktikan bahwa hak ulayat ma­
sih kuat terpelihara baik di masyarakat setempat. 
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Kedatangan transmigran sudah dirnusyawarahkan terlebih 
dahulu oleh Pemerintah Daerah den~ masyarakat setemiYat di 
sekitar lokasi proyek transmigrasi pada tahun 1978 y·ang dibadiri 
8 orang Temenggu'ng dan 70 orang K epa/a Kampung. Dari basil 
musyawarah masyarakat dengan pihak pemerintah, pada prinsip­
nya mereka: setuju menerima kehadiran transmigran , akan tetapi 
dengan permintaan, antara lain sebagai beri.kut : 

1. Hukum adat rnasyarakat asli harus dipatuhi 

2. Tidak terjadi perpecahan antara penduduk asli dengan pen­
datang 

3. Tidak mengganggu berbagai tanaman yang ada, baik buah­
buahan (tembawang), maupun kebun karet dan lain-lain 
milik persekutuan adat atau milik adat perorangan 

4. Tidak mengganggu gupung kubur, ma/i, lalau, dan /aman 

5. Tanah milik adat persekutuan dan perorangan dipergunakan 
untuk proyek dan diberi ganti-rugi sepantasnya, termasuk 
tanaman yang ada di atas tanah tersebut, yaitu karet, tengka­
wang, durian, dan buah-buahan lainnya. 

Namun kenyataannya, apa yang dijanji.kan kepada masyarakat 
membuat masyarakat menjadi kesal. Kekesalan itu terjadi karena 
banyak pelanggaran- terhadap hukum adat setempat dan tidak di­
indahkan sebagaimana mestinya sehingga melahirkan ketidak­
harmonisan hubungan antara penduduk asli dengan pendatang. 
terutama dengan para pelaksana proyek transmigrasi, PIR, dan pe­

megang HPH. Banyak hutan-hutan lindung/tutupan yang ditebang 
oleh petugas-petugas pelaksana proyek tersebut, dt'.ngan dalih 
kayu-kayu hutan yang ditebang itu akan digunakan sebagai bahan 
bangunan perumahan transmigrasi, PIR, dan pemegang HPH. 
Demikian pula tanaman yang berupa karet, tengkawang, durian, 
dan berbagai tanaman lainnya milik perorangan dan milik perse­
kutuan adat (milik kampung) banyak yang ditebang tanpa ganti 
rugi. Kalaupun ada ganti rugi hanya bersifat santunan yangjumlah­
nya jauh dari yang diharapkan. Ganti-rugi berupa santunan itu 
hanya diberikan kepada mereka yang berani mengajukan tuntutan 
ganti-rugi. Bagi mereka yang tidak mengajukan tuntutan, ganti­
rugi akan hilang lenyap begitu saja. Padahal, menurut penuturan 
warga masyarakat yang bersangkutan dan para Kepala Kampung 
serta Temenggung setempat, tanaman tersebut merupakan sumber 
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matapencaharian penduduk di samping berladang. Dalam beberapa 
tahun terakhir ini, hasil ladang mereka sudah semakin tidak me­
muaskan karena kesuburan tanah semakin menurun akibat siklus 
pola ladang berpindah yang semakin pendek. Masyarakat mengha­
rapkan pula agar kerelaan mereka menyerahkan tanah-tanah tem­
pat mereka berladang sebagai matapencaharian hidup diberi ganti­
rugi yang pantas. 

Masyarakat semakin tidak mengerti karena yang selama ini 
diakui sebagai tanah milik adat perorangan dan tanah milik adat 
persekutuan dinyatakan sebagai tanah negara , dan rakyat hanya 
dianggap sebagai orang yang menumpang bercocok tanam saja. 
Tanah perladangan yang ditinggalkan oleh pemiliknya agar kesu­
burannya pulih kembali ( tanah bawas uma) dinyatakan sebagai 
tanah terlantar. Menurut mereka, banyak terjadi berbagai kasus 
yang sebelumnya tidak dikenal seperti halnya pencurian, pelacur­
an , bahkan pembunuhan, dan berbagai macam perbuatan yang 
melanggar hukum adat masyarakat yang bersangkutan. 

Apa yang disebut gupung kubur, gupung mali dan gupung 
lalau banyak yang dimusnahkan oleh mesin Bu/dozer para petugas 
proyek. Ini sangat menusuk perasaan masyarakat yang bersang­
kutan. Mereka merasa kehilangan pegangan hidup , sedangkan 
pegangan atau pedoman hidup yang baru belum mereka miliki. 
Perasaan itu lahir karena dalam kenyataan 'hidup yang mereka 
alami tampak seolah-olah hukum adat dan adat istiadat mereka 
yang selama ini dijunjung tinggi tidak diindahkan atau dihargai 
oleh pihak pendatang atau pihak di luar masyarakat pendukung 
kebudayaan tersebut. 

Masyarakat Daya Linuh sebagai warga kampung atau sebagai 
masyarakat persekutuan adat yang memiliki wilayah (ulayat) 
merasa wajib menjaga , memelihara, dan mempertahankan ke­
utuhan serta kelestarian tanah hak persekutuan adatnya. Mereka 
berhak menguasai, memiliki, dan menggunakan tanah kampung 
tersebut sesuai adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang 
bersangk utan. 

Tanah hak milik adat perorangan dilarang dialihkan kepada 
pihak di luar warganya, kecuali dalam keadaan terpaksa karena 
suatu alasan yang tidak mungkin dihindarkan lagi, akan tetapi 
harus diketahui oleh Kepala adat atau Kepala Kampungnya. 
Kepala adat, Kepala Karnpung, dan warga masyarakat persekutuan 
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adat berwenang mencegah terjadinya peralihan hak tanah milik 
adat perorangan kepada pihak luar yang bukan warga persekutuan 
adatnya, apalagi terhadap tanah milik persekutuan adat. 

3.3. ASAL USUL PENGGUNAAN T ANAH 

3.3.1. Masa Sebelum Peajajahan 

Pada masa ini, masyarakat Daya Linuh sangat tergantung oleh 
alam di mana mereka berada, terutama kesuburan tanah tempat 
mereka berladang. Di samping itu, kekayaan alam yang berupa 
binatang buruan, seperti babi, rusa, dan berbagai binatang lainnya 
sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 
Keadaan demikian ini dapat diketahui dari asal usul kepindahan 
mereka ke daerah kecamatan Sintang dan bagaimana penyebaran 
Suku Daya Linuh di Kabupaten Sintang, ternyata dari Batu Linuh 
yang sekarang ini termasuk kecamatan Dedei tersebar ke ber­
bagai kecamatan, yakni tersebar ke kecamatan Belimbing, keca­
matan Sintang, dan kecamatan Tanah Pinoh. Menurut para Infor­
man, tersebarnya suku Daya Linuh ke berbagai tempat tersebut 
dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik , setidak-tidaknya 
mencari tempat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, 
dalam arti mereka dapat dengan mudah berburu, menangkap ikan. 
mencari bahan ramuan untuk di rumah, memperoleh dan memu­
ngut basil hutan, serta mendapatkan tanah perladangan yang 
subur. 

Dalam menentukan tempat pemukiman selalu mencari atau 
memilih lokasi di tepi sungai dan sebutan yang sekaligus menunjuk 
tempat pemukiman Suku Daya Linuh itu selalu ditambahkan di 
belakang kata-kata Suku Daya Linuh, nama sungai di mana mereka 
bermukim. Misalnya, kalau mereka tinggal di sungai ~ngkelinau , 
maka suku Daya Linuh di sini disebut Suku Daya Linuh Engkeli­
nay. Demikian pula , kalau bermukim di tepi sungai Pudau, maka 
akan disebut suku Daya Linuh Pudau, dan seterusnya. Menurut 
para informan, suku Daya Linuh berasal dari Semitau Atau. Da­
lam bahasa suku Daya ini, kata Atau berarti atas dan kata Atas 
di sini dimaksudkan bukan dalam arti lawan dari kata bawah, 
melainkan bagian perhuluan atau pedalaman dari tempat yang di­
sebutkan tersebut. Jadi, Semitau Atau berarti bagian perhuluan 
atau pedalaman Semitau. Sekarang ini, daerah tersebut termasuk 
kecamatan Semitau, kabupaten Daerah Tin:gkat 11 , Kapuas Hulu. 
Sewaktu nenek moyang Suku Daya Linuh yang ada di kabupaten 
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Sintang sekarang ini masih berada di Semitau A.tau, mereka ter­
masuk dalam pimpinan seorang Petinggi atau Pati, atau Patt 
Abung. Suku Daya ini yakin bahwa mereka adalah keturunan 
Buih Nast (Buai Nasi) anak Pukat Mengawang dan Sambung 
Mengulur, atau saudara kandung Puyang Gana (Piang Gana). 
Menurut mereka, nenek moyang mereka yang pindah ke daerah 
kecamatan Sintang sekarang ini, tersebar lagi ke berbagai keca­
matan di kabupaten Sintang di bawah pimpinan Tokam Tumbas, 
Lumbu, Sambi, Tora ', Boji, Taras. dan Murap. Kepindahan mereka 

· ini sudah seijin Patt A bung dan menurut mereka yang pindah itu 
masih mempunyai hubungan keluarga antara satu dengan yang 
lain. 

Biasanya, suatu suku kalau pindah atau mencari tempat baru 
menuju ke hulu atau semakin ke pedalaman, akan tetapi pada 
suku Daya Linuh ini justru yang dilakukan adalah menelusuri 
sungai Semitau terns ke luar ke sungai Kapuas, dan menelusuri 
sungai Kapuas. Ketika mereka sampai di Senentang (sekarang dise­
but Sintang), mereka menemui raja di daerah tersebut yang ber­
nama Deah Noor untuk berkenalan dan mencari informasi tentang 
kemungkinan adanya tempat yang lebih baik untuk dijadi.kan 
tempat tinggal. Dalam pertemuan tersebut ternyata mereka dan 
raja Deah Noor adalah satu keturunan sebab raja Deah Noor 
menurut silsilah yang dituturkannya adalah keturunan dari Pu tung 
Kempat. sedangkan Putung Kempat ini adalah kakak atau saudara 
kandung dari Buth Nast. Setelah mendapatkan gambaran dari raja 
tersebut, berangkatlah mereka masuk sungai Melawi dan berhenti 
di Tanjung Pelai, tempat yang sekarang termasuk kecamatan 
Dedai. Di Tanjung Pelai' ini terdapat sebuah batu yang terletak 
di sebelah kanan sungai Melawi kalau menghadap ke hulu. Batu 
tersebut bernama Batu Linuh. Mereka sepakat bermukim di daerah 
Tanjung Pelai' karena sumber matapencaharian di daerah tersebut 
memungk.inkan mereka dapat mempertahankan hidup. Karena 
mereka tinggal di daerah yang ada batu bemama Linuh, maka 
mereka menyebut dirinya sebagai suku Daya Linuh. Keluarga 
mereka terus bertambah sehingga daerah Tanjung Pelai' tidak da­
pat menampung semua keluarga yang ada. Oleh karena itu, seba­
gian mereka pindah mencari tempat yang baru, yakni ke daerah 
bu.kit Menyalin. Dari sini sebagian pindah ke sungai Dakan Candis. 
Ketika sampai di kuala anak sungai, yakni Sungai Soma, mereka 
berhenti dan membuat rumah panjang (betang). Suku Daya Linuh 
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di sini dipimpin oleh Domung Rama dan disebut suku Daya Linuh 
Dakan Gandis. Karena penduduknya semakin bertambah, sebagian 
pendudulmya pindah mencari tempat yang baru, dan seterusnya. 
Selain ke sungai Dakan Gandis, ada pula yang pindah ke sungai 
Pudau yang dipimpin oleh Kenuruh Engkasa Bara' Menyala yang 
lalu disebut Suku Daya Pudau. Selanjutnya sebagian mereka· pin­
dah ke sungai Engkelinau yang kemudian disebut Suku Daya 
Linuh Engkelinau di bawah pimpinan Kenuruh Ngadan. Demikian 
pula selanjutnya, suku Daya Linuh ini dari berbagai tempat terse~ 
bar lagi kemana-mana di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sintang sekarang sehingga di kecamatan Sintang meliputi 23 kam­
pung yang terdiri dari 3 Ketemenggungan, yakni: 

a. Ketemenggungan suku Daya Linuh Dakan Gandis terdiri 
dari 7 kampung : 
1. Kampung Nobal 
2. Kampung Baya 
3. Kampung Sabangsurai 
4. Kampung Betong 
5. Kampung Gurung Mali 
6. Kampung Bonet Lama 
7. Kampung Bonet Engkabang 

b. Ketemenggungan suku Daya Linuh Pudau terdiri dari 11 
kampung: 
1. Kampung Rarai 
2. Kampung Sepan Linuh 
3. Kampung Sokik 
4. Kampung Laman Natai 
5. Kampung Pudau Keladan 
6. Kampung Melayang Sari 
7. Kampung Penjernang Hilir 
8. Kampung Penjernang Hulu 
9. Kampung Lebak Ubah 

10. Kampung Riam Kijang 
11. Kampung Sarai 

c. Ketemenggungan Suku Daya Linuh Engkelinau terdiri dari 
5 kampung: 
1. Kampung Bancoh 
2. Kampung Tengadak 
3. Kampung Luhin 
4. Kampung Perembang I 
5. Kampung Perembang II 



Suku Daya Linuh ini, selain di kecamatan Sin tang bermukim 
di lokasi: 

l. Suku Daya Lin uh Rabu dan suku Daya Linuh Jam bu di ke-
camatan Belimbing 

2. Suku Daya Linuh Sempayan di kecamatan Dedai 
3. Suku Daya Linuh Taum di kecamatan Tanah Pinoh 

Jadi, suku Daya Linuh ini menggunakan nama 6 buah sungai, 
yakni Dakan Gandis, sungai Pudau, sungai Engkelinau. sungai 
Jambu, sungai Sempayan, sungai Taum, dan satu buah nama 
sebuah bukit, yakni Bukit Rabu. 

Dilihat dari perpindahan atau penyebaran suku Daya Linuh, 
baik dari Semitau Atau, maupun dari Batu Linuh, atau dari 
Tanjung Pelai', tanah sangat penting kedudukannya ·bagi mereka, 
yakni antara lain dipergunakan untuk : 

1. Tempat pemukiman 
2. Tempat berladang berpindah dan bercocok tanam lainnya, 

seperti umbi-umbian 
3. Tempat berburu dan menangkap ikan 
4. Tempat mengambil ramuan bahan rumah 
S. Tern pat kuburan 
6. Tempat tembawang 

Suku Daya Linuh ini sangat tergantung pada kondisi alam 
di sekitarnya sehingga apabila tanah yang ada sudah mulai tidak 
subur dan sudah terasa sempit karena pertambahan jumlah ke­
luarga, maka sebagian dari mereka itu mencari tempat pemukiman · 
yang baru. 

Pada masa sebelum penjajahan, dalam kenyataannya tanah 
hutan yang terletak dekat tepi sungai masih luas sehingga perpin­
dahan dari suatu lokasi ke lokasi yang baru dapat dilakukan 
kapan dan di mana saja.Biasanya, yang pindah mencari lokasi baru 
tidak seluruh keluarga, tetapi keluarga-keluarga yang masih dekat 
hubungan darah saja yang pindah mencari tempat pemukiman 
dan tanah perladangan yang baru. Kepindahan mereka itu teror­
ganisasi, dalam arti selalu ada yang memimpin. Di tempat yang 
baru ia dipilih sebagai kepala kampungnya atau kepala adat. 
Tempat yang mereka tinggalkan biasanya ada peninggalari yang 
tidak mudah lenyap, yakni apa yang disebut Temawang (Temba-



wang). Bagi mereka, tembawang itu tetap milik bersama orang 
yang meninggalkan tempat tersebut, kecuali tanah-tanah bekas 
perladangan dalam wilayah kampung yang ditinggalkan oleh 
mereka, dengan sendirinya menjadi liak ulayat kampung yang 
ditinggalkan. 

Mereka sangat tergantung pada alam, tanda-tanda alam sesuai 
ajaran Puyang Gana, yakni dengan melihat posisi bintang di langit, 
mendengar bunyi burung, dan melihat serta mendengar berbagai 
tanda alam lainnya yang menurut kepercayaan mereka mempunyai 
arti dan makna dalam hal keberhasilan usaha, serta keselamatan 
jiwa dan badan. Mereka juga memperhatikan musim berdasarkan 
pengalaman dari generasi ke generasi. Mereka dapat memperhati­
kan bilamana mulai menebang dan menebas, serta kapan sebaiknya 
membakar ladang dan menugal padi (menanam benih padi). Di 
samping itu, mereka juga mengetahui. kapan pohon buah-buahan 
berbuah, serta kapan musim babi hutan berpindah tempat dengan 
menyeberangi sungai. Dengan mengetahui musim-musim tersebut, 
mereka mendapat kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hi­
dupnya, misalnya kalau musim babi hutan berpindah tempat 
dari tanah sebelah kanan sungai ke sebelah kiri sungai, rombongan 
babi itu harus berenang melewati sungai. Pada saat itu, mereka le­
bih mudah membunuh babi-babi tersebut. Di samping itu, resiko 
kena gjgitan atau mendapat perlawanan dari babi sangat tipis 
karena babi tidak berdaya di air seperti itu. Untuk membunuh 
babi-babi tersebut, biasanya dipergunakan tombak, sedangkan un­
tuk mengejar babi yang seclang menyeberang, mereka mempergu-
nakan sampan dan dayung yang dibuat sendiri. · 

Pada waktu musim panen padi, ladang mereka sering dida­
tangi babi-babi hutan. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya oleh 
penduduk memasang be/antis atau suda' di jalan yang' dilewati 
babi-babi hutan. Biasanya Suda' dipasang dirintangan kayu yang 
tumbang agar babi yang melompati kayu yang melintang di atas 
jalan langsung jatuh ke atas suda' (tombak dari bambu yang ditan­
capkan di tanah). 

Peralatan yang dipergunakan mereka pada masa ini, baik 
berladang, maupun berburu dan menangkap ikan masih seder­
hana, yakni: beliung, parang, kapak, tombak, sumpit, suda', bubu, 
tempuling, dan serapang. 



Tanah pada masa ini sudah dipergunakan bercocok tanam, 
terutama padi dan ubi-ubian, akan tetapi masih bersifat seder­
hana. Di samping itu, tanah dipergunakan untuk tempat tinggal, 
walaupun sering berpindafi-pindah. Tempat tinggal mereka biasa­
nya memilih dekat tepi sungai dan dekat lahan perladangan yang 
tanahnya subur, serta hutan yang banyak dihuni oleh binatang 
buruan sebagai sumber matapencaharian hidup mereka. Apabila 
sumber makanan sudah mulai berkurang, maka mereka pindah ke 
tempat yang baru di mana sumber makanan dapat diperoleh untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana telah dialami mereka 
sebelum menetap di kecamatan Sintang. Pada masa ini, baik sebe­
lum, maupun setelah pindah di kecamatan Sintang sekarang ini, 
tanah dipergunakan hanya untuk menunjang kehidupan dan luas 
yang dikerjakan terbatas pada kemampuan tenaga setiap keluarga 
yang_ mengerjakannya , apalagi jika peralatan yang dipergunakan 
masih sederhana. 

Pelaksanaan pola ladang berpindah pada masyarakat Daya 
Linuh iri ada berbagai tahapan yang perlu dikerjakan sampai de­
ngan musim panen padi, yakni : 

I. Pada malam hari, mereka melihat dulu posisi bintang yang 
disebut bintang tiga. Hal ini biasanya dilakukan pada bulan 
Maret yang disebut bulan satu. Melihat posisi bintang tiga di 
langit disebut Nge/ola' bintang-bulan. 

2. Mencari firasat yang baik , biasanya melalui mimpi pada wak­
tu malam hari. Pada saat ini, mereka mengharapkan mimpi 
yang baik sesuai taf siran mereka yang disebut Ngogak Prasa. 

3. · Setelah melihat posisi bintang dan telah memperoleh firasat 
yang baik, barulah mereka pergi ke tanah yang akan dijadikan 
tempat perladangan. Sejak hari pertama sampai dengan hari 
ketiga, mereka menebas tanah yang akan dijadikan ladang. 
Perbuatan menebas selama tiga hari berturut-turut itu disebut 
Ngorik Orang. Setelah tiga hari berturut-turut menebas di 
tanah yang akan dijadikan ladang, pada hari ke empat mereka 
beristirahat yang disebut diam pupuh. 

4. Pada hari ke lima mereka mulai kembali menebas ladang dan 
membawa saji-sajian ( pedarak) untuk dipersembahkan ke­
pada mahluk halus pemilik/penghuni tanah , terutama diper­
sembahkan kepada Puyang Gana dengan maksud meminta 
ijin berladang di atas tanah tersebut. Sesajen yang dipersem-
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bahkatl itu, antara lain berupa telur ayarn rebus 1 butir, 
ayam pangang I ekor, serabi' ata, pinang sirih satu gilin, 
clan rokok gulung. Sesajen ini dimasukan dalatn suatu lobang. 
dengan diiringi ucapan-ucapan permintaan ijin agar da1am 
berladang di atas tanah tersebut memperoleh hasil yang ber­
lipat ganda. Lobang itu kemudian ditutup kembali dengan 
tanah dan setelah itu di atasnya diletakkan batu asah (batu 
tempat mengasah peralatan yang dipergunakan berladang). 
Sejak hari ke lima itulah secara terus menerus dilakukan pe­
nebasan pada sebidang tanah sampai selesai. Setelah"itu mene­
bang pohon atau memotong dahan pohon yang diharapkan 
dapat segera hidup kembali setelah habis panen. 

5. Setelah pekerjaan menebas dan menebang pohon selesai, 
biasanya bekas tebasan dan tebangan itu dibiarkan sampai 
kering. Bilamana dalam beberapa hari tidak hujan dan kayu 
serta rumput sudah kering, maka penduduk melakukan pem­
bakaran ladang yang disebut Nunu Uma. Biasanya keluarga­
keluarga dari areal yang sama bersepakat pada hari itu rnern­
bakar ladang secara bersarna-sarna. Akan tetapi, sebelurn 
mernbakar ladang dilakukan upacara yang disebut upacara 
Puyak, yakni memberikan sesajen seperti pada upacara Pe­
darak, akan tetapi ada tambahan bahan, antara lain berupa 
liak diiris, beras putih , kepala diikat dengan kain merah, dan 
mernbawa gong kecil atau tawak. Beras putih ditaburkan di 
atas kepala sernua anggota keluarga setelah ia pulang dari 
pekerjaan membakar Jadang dengan maksud untuk kesela­
matan keluarga dan memperoleh hasil panen yang berlirnpah. 
Gong kecil atau tawak yang dibawa ke ladang pada waktu 
rnernbakar ladang dimaksudkan agar api yang dinyalakan 
berkobar-kobar dan dengan bunyi yang gemuruh membakar 
habis kayu dan rumput. Pulang dari membakar ladang, me­
reka rneminum tuak seperlunya untuk acara selamatan ke­
luarga dengan melakukan Natak Po/uh, yakni menuangkan 
minuman tuak yang telah dirninum sebagian ke ta'nah dengan 
diiringi doa untuk keselamatan keluarga. Pada malam hari, 
semua peralatan yang dipergunakan mengerjakan ladang di­
bawa ke luar rumah dan digantu.an. Setelah itu, ditaburi 
dengan beras untuk memanggil . Kuang kit, yakni pemilik 
semua peralatan yang merek.a pakai berladang dengan maksud 
agar memudahkan kerja ladang (u1114). Setelah membakar 
ladang, rnereka beristirahat satu hari di rumah. Setelah itu 



baru boleh ke . ladang Jagi. Perbuatan ini disebut Angkung 
Royan ( semangat semut), maksudnya untuk menghormati 
kematian binatang-binatang yang ikut terbakar agar tidak 
membalas dendam kepada manusia karena mati ketika pem­
bakaran ladang. 

6. Manuk Uma, yakni membakar kembali kayu-kayu bekas yang 
tidak habis terbakar pada waktu membakar ladang. 

7. Nugal adalah perbuatan menanam benih padi setelah terlebih 
dahulu mengerjakan Manuk Uma. Untuk menurunkan be­
nih dilakukan upacara panurunan benih, yakni dengan mem­
persembahkan seekor ayam (manuk) untuk penyabun benih 
atau selamatan benih serta untuk mayar pati nyawa. Mayar 
pati nyawa maksudnya untuk membayar nyawa para pekerja 
ladang agar dalam menugal tidak terjadi kecelakaan yang 
mungkin dapat menyebabkan kematian, misalnya kaki kena 
tugal oleh teman sekerja atau oleh dirinya sendiri. Dipersem­
bahkan juga bunga dan air kelapa dengan maksud untuk 
perecoh benih, artinya supaya padi dalam keadaan dingin 
sehingga dapat tumbuh dengan subur dan berbuah seperti 
bunga tersebut. 

8. Mabau (merumput) adalah menyiangi padi dengan memotong 
atau mencabut rumput yang tumbuh di sela-sela padi agar 
tidak mengganggu kesuburan padi itu sendiri. R1:1mput­
rumput tersebut dibiarkan berada di sela-sela padi dan di­
potong-potong agar cepat membusuk sehingga menjadi pu­
puk untuk padi. Memotong rumput disebut juga mepat rum~ 
put atau banyu arang. Setelah padi berumur 3 bulan, diada­
kanlah acara diam colap selama sehari. Diam colap berarti 
membalik tugal, yakni mencari daun-daun dan buah-buahan 
tertentu untuk dibawa ke rumah. Daun-daunan dan buah­
buahan tersebut diiris dan dicuci dengan air beras. Batu-batu 
dudul (batu asah) direndamkan di dalam air beras bekas men­
cuci daun-daun dan buah-buahan dengan maksud melambang­
kan bahwa mereka teJah bebas dari segala pantangan (pemali) 
dan dapat melaksanakan qawai (pesta). Air yang digunakan 
untuk mencuci dan merendam tadi dibawa ke ladang untuk 
disiramkan ke arah matahari terbenam dan ke arah mata­
hari terbit agar padi tumbuh subur dan tidak diserang hama. 
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9. Masa padi dalaln keadaan setengah masak. Pa4' .-. iDi, 
padi ,.., sudah dapat diolah me!Uadi emp,ill. lni befarai 
penduttuk sudah mulai merasakan Basil ladanpJla pertama 
kali. Untlik itu, mereka melak.uk:an upacara Gawtli 1ne:mt1"'6 
dan sete.lah itu menyelenggarakan selamatatt makan pull 
baru. Gawai mematah dilakukan dengan cara mengambil 
daun timun yang diikat dengan akar yang disebut a/car 
sempenin. Setelah itu, barang tersebut dapat digantungkan: 

I. Di atas parak a tau perapian 
2. Di gantungan nasi 
3. Di telinga tempayan 
4. Di muka pintu 

Maksudnya digantung agar toh-roh jahat tidak masuk ke 
dalam rumah yang 'menurut kepercayaan mereka dapat men­
datangkan keborosan dalam kehidupan mereka. Roh-roh 
jahat ini disebut Rosau Raus (roh yang membawa sifat boros). 

l 0. Panen padi atau nganyi. Pada saat padi sudah masak, padi 
boleh diketam, dan selama tiga hari berturut harus membawa 
api yang dinyalakan atau dibakar di tengah ladang untuk 
melakukan ngintai burung. Adapun yang dirnaksud dengan 
Ngintai burung adalah diam dan tenang selama tiga hari 
mencoba mendengarkan dan memperhatikan kalau-kalau ada 
bunyi burung a tau binatang, atau tanda-tanda alam atau mim­
pi yang jelek yang menurut kepercayaan mereka tidak baik 
untuk keselamatan keluarga dan keberhasilan panen karena 
dapat mendatangkan mala petaka. 

Bahan yang dibawa dalam rangka melakukan acara 
Ngintai burung selama tiga hari berturut-turut itu adalah 
nasi satu bakul kecil untuk dipersembahkan kepada nenek 
Bantai Bulung disertai permohonan doa agar hasil panen 
mereka berlipat ganda. Selama tiga hari berturut melakukan 
acara Ngintai Burung belum boleh melakukan pekerjaan 
mengetam padi. Setelah itu harus istirahat selama satu hari, 
artinya tidak boleh ke ladang dalam satu hari untuk melepas­
kan a tau membuang burung jahat. Yang dimaksud burung 
jahat adalah keadaan ketidakberuntungan, baik untuk kesela­
matan jiwa/badan, maupun benda atau barang milik keluarga 
yang telah ditunjukan melalui tanda-tanda alam atau lewat 
mirnpi. Mereka juga melakukan acara pengikat padi sebanyak 
tiga rumpun dan hanya boleh diketam pada akhir panea an-



tuk dijadikan benih dan tidak boleh dimakan. Mengikat padi 
tiga rumpun disebut Ngobat padi dengan maksud agar nenek 
Bantai Bulung memberikan berkat dan hasil panen yang 
berlimpah. Padi tiga rumpun yang diikat, agak pennulaan 
mau mengetam dan setelah diketam dibwa pulang ke rumah 
dan ditepas atau dikipas dengan seekor ayam yang masih 
hidup dengan maksud menghilangkan segala sesuatu yang 
mungkin dapat mendatangkan ketidakberuntungan. Benih 
itu dapat menjadi benih yang baik yang nantinya diharapkan 
menghasilkan buah yang banyak pada masa berladang selan­
jutnya. 

11. Setelah segala kegiatan di atas dilakukan , mereka melakukan 
penutup tahun masa berladang deqgan melaksanakan sela­
matan yang disebut Pegawai Naik Benih. 

Pada masyarakat Daya Linuh, yang mengatur kegunaan ta­
nah dalam wilayah kampung milik adat kampung adalah Kepala 
Kampung atau Kepala Persekutuan Adat. Milik adat perorangan 
diatur oleh pemilik tanah itu sendiri, akan tetapi dalam hal-hal 
tertentu yang penggunaannya ada hubungannya dengan kepen­
tingan orang banyak atau ada yang dapat membahayakan orang 
lain perlu diketahui Kepala Kampung atau Kepa/a Adat, misalnya 
seorang pemilik tanah akan memasang belantik di atas tanah 
miliknya untuk membunuh binatang buruan yang sering meng­
ganggu tanaman yang ada di tanah tersebut, maka pemilik tanah 
harus memberitahukan kepada Kepala Kampung untuk mendapat 
ijin dan mengumumkannya kepada orang banyak, baik oleh diri­
nya sendiri, mau pun oleh Kepala Kampung setempat. Di samping 
itu, ia hams memasang tanda-tanda atau simbol yang telah umum 
dipakai dan dapat mengartikan bahwa di atas tanah itu dipasang 
be'/a.ntik. Seandainya masih ada yang terkena belantik yang dipa­
sang, maka yang memasang belantik tidak lagi dapat dipersalah· 
kan karena telah melukai atau bahkan menghilangkart nyawa orang 
lain. Namun, dalam kasus yang demikian dilaksanakan peradilan 
adat untuk mencari kebenaran dan keadilan melalui pembuktian 
apakah pemilik tanah tersebut memasang belantik dengan meme­
nuhi persyaratan dan ketentuan sesuai kebiasaan masyarakat Daya 
Linuh dalam melakukan pemasangan belantik. 

Pada masa sebelum penjahahan, masyarakat Daya Linuh hi­
dup berkelompok dan berpencar membentuk kelompok baru se-
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bagairnana teJah dikemukakan sebelumnya. Yang berpencar mem­
bentuk kelompok baru biasanya masih daJam ikatan f amili atau 
sanak keluarga dan seterusnya sehingga setiap tempat membentuk 
kelompok yang meJahirkan sebuah kampung. Kadangkala kam­
pung itu ditinggalkan sama sekali sehingga yang tertinggal disebut 
gupung tembawang. Mereka seJalu memilih pemukiman di dekat 
sungai dan tanah perladangan mereka tidak jauh dari tempat ting­
galnya. 

Corak penghidupan mereka masih sangat tergantung pada 
aJam. Kehidupan mereka masih sederhana dan tradisional, baik 
dalam teknologi, maupun dalam gaya hidup. Pola pikirnya pun 
masih dalam suasana religio magis. Mereka hidup dalam suasana 
penuh kebersamaan (komunal) dan terbuka satu dengan yang lain . 

3.3.2. Masa Belanda 

Tanah dalam wilayah kampung masyarakat suku Daya Linuh 
penggunaannya tidak berbeda dibandingkan dengan penggunaan 
tanah pada masa sebelum penjajahan Belanda. 

Perpindahan dalam rangka pembentukan kelompok baru ke 
tempat yang baru sudah semakin berkurang karena lahan tanah 
sudah semakin jauh. Mereka sudah mulai berpola pikir hidup 
menetap di daerah tertentu. Apa)agi kalau sudah memiliki tanah 
perkebunan atau tanah perladangan yang subur, mereka merasa 
sayang meninggalkannya. Pada masa ini, mereka telah dianjurkan 
berkebun, yak.ni menanam pohon karet, kopi, memelihara/mela­
rang menebang pohon tengkawang yang ada sebagai sumber mata 
pencaharian penduduk setempat. Dengan demikian , penggunaan 
tanah pada masa ini, selain yang pernah dikemukakan pada masa 
sebelum penjajahan, juga diarahkan agar rakyat menggunakan 
tanah untuk tempat berkebun, terutama kebun karet. Di samping 
itu, tanah juga dianjurkan untuk dipergunakan sebagai tempat 
betemak babi, sapi, ayam, dan berbagai temak lainnya. 

Cara pengolahan tanah pada masa ini sama dengan masa 
sebelumnya, yakni masih bersif at sederhana dan menggunakan 
peralatan yang masih tradisional. Semua pekerjaan dalam berbagai 
tahapan selalu ditandai dengan upacara-upacara adat yang sifatnya 
religius magis clan hidup dalatn suasana kebersamaan, kekeluarga­
an, serta beqotong royong, da1am mengerjakan pekerjaan, baik 
yang berat, maupun yang ringan. 



Persatuan dan kesatuan anggota kelompok dan anggota per­
sekutuan sangat diutamakan. Kehidupan mereka masih ditandai 
dengan sikap yang terbuka dan sudah mulai terikat dengan tempat 
tinggal, di samping keterikatannya dengan sesama warga dalam 
kelompoknya. 

Dalam berladang, mereka masih menganut pola ladang ber­
pindah dalam siklus yang sama, yakni berkisar antara 10 sampai 
dengan 15 tahun. 

Penggunaan tanah pada masa ini diatur oleh Kepala Kampung 
atau Kepala persekutuan Adat (Temenggung), terutama yang me­
nyangkut kepentingan bersama mereka. Kalau anggota keluarga 
mau membuka tanah hutan baru untuk berladang harus meminta 
ijin lebih dahulu kepada Kepala Kampung setempat dan harus 
mengikuti semua ketentuan atau kebiasaan dalam membuka hutan 
baru secara turun temurun. 

Pada masa ini, bahkan sebelum masa Belanda, tanah masya­
rakat suku Daya Linuh berfungsi Sosial. Hal ini dapat dilihat dari 
dibolehkannya tanah ladang suatu keluarga dipakai berladang oleh 
anggota keluarga yang lain. Kebetulan tanah tersebut berada di 
lokasi yang sama dan dipilih sebagai tempat berladang oleh semua 
warga kampung setempat dalam tahun itu . 

Tanah ladang yang dipakai tidak pernah disewakan dan tidak 
cl'iadakan janji bagi basil. Bagi pemilik tanah yang penting tanah 
tersebut diperhatikan dan dipelihara batas-batasnya dengan tanah 
hid~g orang lain. Biasanya, semua warga kampung mengadakan 
kesepakatan bersama dan atas ajakan Kepala Kampung .memilih 
suatu lokasi tertentu sehingga mereka tidak berpencar-pencar 
dalam berladang. Di samping untuk kepentingan persatuan dan 
kesatuan masyarakat kampung setempat, mereka mudah meng­
halau berbagai ancaman hama, burung, dan binatang-binatang 
yang dapat merusak tanaman yang ada di ladang mereka. 

Pada masa ini, ladang tidak diberi pagar, termasuk pada masa 
sebelum Belanda, akan tetapi di mana ada bekas jalan binatang, 
baik babi hutan, maupun rusa, di situ mereka memasang belan­
tik, jerat, dan suda' sebagai alat pembunuh binatang atau untuk 
menghalau binatang-binatang tersebut agar tidak mengganggu padi 
atau tanaman lainnya. Di samping tanah ladang dapat dipakai 
orang lain untuk sekali panen, orang lain dibolehkan pula mendiri-



kan rumah di atas tanah milik seorang atau tanah itu dijadikan 
tempat pekuburan bersama. 

3.3.3. Masa Jepang 

Pada masa J epang, asal usul penggunaan tanah pada dasarnya 
sama dengan masa-masa sebelumnya, yaitu untuk memenuhi ke­
butuhan hidupnya. Pemukiman mereka tidak lagi berpindah­
pindah. Mereka sudah mulai bermukim menetap karena mereka 
telah mempunyai tanah perkebunan karet dan berbagai tanaman 
lain yang mengikat mereka untuk tidak berpindah-pindah tempat 
tinggal lagi. 

Dalam berladang, mereka masih menganut pola ladang ber­
pindah dalam batas wilayah kampungnya. Mereka juga membuka 
tanah hutan baru di hutan cadangan untuk tempat berladang me­
nurut kebiasaan pada masa-masa sebelumnya. Apabila terjadi per­
tambahan jumlah anggota keluarga karena suatu perkawinan atau 
karena keluarga bertambah banyak karena kelahiran, mereka me­
merlukan tanah ladang yang cukup luas. Yang agak ditekankan 
pad a masa J epang adalah penggunaan tanah untuk kepentingan 
tanaman padi dan palawija. Semua adat istiadat dalam penggunaan 
dan pengerjaan tanah pada masa J epang tetap berjalan sebagai-
mana biasanya dilakukan oleh masyarakat adat setempat sejak 
dari dulu. 

3.3.4. Masa Kemerdekaan 

Penggunaan tanah pada masa kemerdekaan sama dengan 
waktu masa-masa sebelumnya. Tanah terutama digunakan untuk 
tempat berladang dengan pola ladang berpindah dan untuk pemu­
kiman. Di samping itu, tanah dipergunakan untuk tempat tanaman 
karet, kopi, buah-buahan dan berbagai tanaman lain yang dapat 
hasilkan sumber penghasilan bagi mereka, dan sekedar memenuhi 
kebutuhan mereka sendiri. 

Tanah bekas ladang yang akan dipergunakan untuk tanah 
perladangan disebut tanah bawa uma yang terdiri dari bawas uma 
baru, bawas uma muda, dan bawas uma tuha (agung). Menurut 
mereka, yang paling baik untuk ladang adalah bawas uma Tuha 
sebab bawas uma tersebut kesuburannya sudah pulih kembali. 
Dengan kata lain, bawas uma tersebut sudah matang atau sudah 
siap diolah kembali. Tanah bawas uma muda dan tanah bawas 
baru menurut mereka masih kurang subur. Tanah tersebut boleh 
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diladangi bila tidak ada lagi bawas·uma tuha .. Bcrdasarkan penga­
laman secara turun temurun, hasilnya akan berbeda bila dibanding­
kan dengan hasil ladang bawas uma Tuha. karena tingkat kesubur­
an tanahnya berbeda. Oleh karena itu, mereka sangat membutuh­
kan areal tanah perladangan yang luas untuk memungkinkan me­
reka mendapatkan tanab perladangan yang tergolong bawas uma 
Tuha.. 

Di samping penggunaan tanab tersebut, tanab dipergunakan 
untuk mendapatkan basil butan dan basil buruan. Oleb karena itu , 
mereka tidak akan menghabiskan hutan yang ada di wilayah kam­
pung untuk areal perladangan, misalnya dari hutan lindung mereka 
dapat mengambil bahan-bahan untuk keperluan rumah , berburu , 
memungut basil buah-buahan, seperti tengkawang, cempedak , 
dan mungkin ada la/au madu, serta berbagai keperluan masyarakat 
setempat. Jadi, pada hakekatnya masyarakat di sini sejak dahulu 
sudah mengenal bagaimana memelihara kelestarian alam dengan 
cara-cara yang bersifat alamiab dan tradisional karena teknologi 
modern belum dikenal oleb mereka. Tanah juga dipergunakan 
sebagai harta warisan buat anak cucu atau untuk dipinjamkan 
tanpa sewa atau bagi hasil pada orang yang mau meminjam untuk 
sekali panen. 

Pada masa kemerdekaan, baik sebelum, maupun sesudab 
UUP A, mereka telab mempunyai pemukiman yang menetap , akan 
tetapi masih menganut pola ladang berpindah dalam batas wilayab 
kampung setempat. 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama sejak masuknya 
berbagai proyek, seperti proyek PIR dan transmigrasi , penggunaan 
tanah perladangan semakin pendek siklusnya karena tanah bawas 
uma yang dipersiapkan untuk tanah perladangan banyak yang 
terambil untuk kepentingan proyek tersebut. Di samping itu , 
butan yang selama ini disiapkan untuk cadangan membuka hutan 
baru, tennasuk wilayah hutan lindung tempat mereka memungut 
hasil hutan, seperti tengkawang, rotan, bahan rumab, dan sebagai­
nya telah dinyatakan oleh pemegang HPH sebagai miliknya dan 
orang kampung dinyatakan tak berhak lagi atas hutan tersebut. 
Karena mereka berada di pihak yang lemah dan suka mengalah, 
mereka tidak dapat berbuat apa-apa, pasrah terhadap nasib. Apa­
lagi mereka takut kalau dikatakan sebagai penghambat pemba­
ngunan, walaupun hasil pembangunan itu sendiri belum mereka 
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nikmati. Menurut informan dan masyarakat sekarang ini. hidup 
mereka semakin s.usah karena sering kehabisan padi sebelum waktu 
panen berikutnya. Padahal sebelum tanah-tanah mereka dipakai 
untuk proyek PIR, transmigrasi, dan areah HPH. mereka tidak 

' pernah kehabisan padi, bahkan mereka dapat menjual hasil pa­
nennya untuk membeli barang kebutuhan keluarganya. Sekarang 
ini, mereka bukan menjual padi, melainkan membeli padi atau 
beras dari orang lain. atau dari pasar. 

Di lain pihak, tanah yang digunakan untuk persawahan yang 
dikelola oleh para transmigrasi ternyata tidak berhasil dengan baik. 
bahkan ada transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi 
terse but. 

Masyarakat menyerahkan tanahnya untuk proyek tranmi­
grasi dan PIR karena adanya penjelasan dari yang berwenang 
bahwa mereka nanti akan menikmati hidup yang lebih baik dari 
yang sebelumnya. Karena masyarakat mendambakan suatu kehi­
dupan yang demikian. maka rakyat melalui para Kepala Kampung 
dan Temenggung menyerahkan tanahnya untuk proyek tersebut, 
baik tanah kampung. maupun tanah perorangan. 

Tingkat tehnologi atau peralatan yang dipergunakan oleh 
masyarakat Daya Linuh dalam berladang, berkebun. berburu dan 
menangkap ikan masih sederhana. Jenis usaha dan pengelolaannya 
ini masih sederhana sehingga hasilnya hanya untuk memenuhi 
kebutuhan hidup secara sederhana. 

Kehidupan mereka masih diliputi oleh suasana religio magis, 
terutarna mereka yang masih tetap berpegang pada kepercayaan 
atau agama nenek moyang. 

Hidup dalam kebersarnaan dengan suasana kekeluargaan tetap 
dipertahankan dan dipelihara dengan baik melalui kerja gotong 
royong dan sating membantu antara satu dengan yang lain dalam 
melakukan usaha atau pekerjaan di tanah milik mereka. 

Data mengenai penggunaan tanah di kecamatan Sintang 
tahun 1984 yang diperoleh dari Kantor Kecarnatan Sintang se­
bagai berikut: 

1. Sawah, luas 5 60 ha terdiri dari : tehnis 180 ha, l /2 tehnis 
360 ha, dan sederhana 100 ha . 

2. Pekarangan, luas 3510 ha 
3. Kebun, luas 6.500 ha. 
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4. . Hutan, luas 12.750 ha. 
5. Ladang, luas 40 .000 ha. 

Tanah yang digunakan untuk perkebunan : 
1. Karet , luas 3.450 ha, berisi 500.600 pokok dan hasil produk­

sinya 2,5 ton. 
2. Durian luas 1.000 ha, berisi 210.150 pokok dengan hasil 

1.5 ton. 
3. Rambutan , luas 500 ha, berisi 50.000 pokok dengan hasil 

2 ton. 
4. Kopi, luas 700 ha, berisi 90.000 pokok kopi dengan hasil 

produksi 1.5 ton . 

Penggunaan tanah untuk tanaman Hortikultura sebagai berikut : 
I. J eruk , luas 7 ,5 ha, berisi 3 .000 pokok dengan hasil 3 ton . 
2. Nenas, luas 24 ha , berisi 25 .000 pokok dengan hasil 2 ton. 
3. . Pisang luas 26 ha, berisi 35 .000 pokok dengan hasil prduksi 

2 ton. 
4. Ubi kayu, luas areal 50 ha, berisi 60.000 pokok dengan· pro-

duksi 3 ton. 

Penggunaan tanah untuk peternakan : 
1. Kerbau 15 ekor. 
2. Sapi 125 ekor. 
3. Ayam 35 .000 ekor. 
4. Babi 700 ekor. 

Penggunaan tanah untuk tambak perikanan : 
1. Ikan jelawat, luas 150 ha, berisi 100.000 ekor dengan hasil 

produksi 1,5 ton. 
2. · lkan nila, luas 50 ha, berisi 50.000 ekor dan hasil produksi­

nya 1 ton. 
3. lkan mas, luas 25 ha , berisi 25,000 ekor dengan hasil produk-

si 1,5 ton. 

Data tersebut merupakan data keseluruhan wilayah kecamatan 
Sintang yang meliputi 111 buah desa dan 6 buah kelurahan. Di 
kecarnatan Sintang ini tinggal berbagai suku bangsa, yakni suku 
bangsa Daya, Melayu, Cina , J awa , Batak, Madura. dan suku lain­
nya. 

Penduduk yang heterogen pada umumnya berada di lbu.Kota 
Kabupaten/Kecamatan, sedangk.an di pedalaman tinggal suku Daya 
Linuh dan suku Daya Desa, kecuali daerah yang telah dijadikan 



proyek transmigrasi dan PIR, penduduknya heterogen, yaitu 
transmigran/peserta PIR sisipan dari penduduk asli setempat. 

Struktur tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang di­
lihat dari keadaan fisik tanah tidak terdapat gunung berapi; te,... 
tapi di daerah sebelah utara membentang tanah dataran. sedangkan 
menjurus ke arah sungai Melawi dan sekitarnya banyak terdapat 
tanah berbukit-bukit yang banyak digunakan untuk tempat ber­
ladang oleh penduduk setempat. Jenis tanahnya termasuk tanah 
podsolik merah kuning yang kurang subur untuk daerah pertanian. 

Menurut data Registrasi Penduduk I Januari 1984 yang di­
buat oleh Mantri Statistik Kecamatan Sintang, luas wilayah dan 
penduduk di 23 kampung terdapat pemukiman. suku Daya Linuh 
dapat dibuat tabel sebagai berikut : 
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No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 . 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

TABEL I : 
WAS DESA DAN JUMLAH PENDUDUK SUKU DAY A LINUH 

DIKECAMATAN SINTANG 

D e s a Luas BanyaknyaPenduduk 
Wilayah 

' Jlh. (Km2) R.T. l.k-LK Pr. 

Perembang Satu 8 36 64 57 121 
· Perembang dua 13 343 899 816 1715 
Luhin 11 25 66 57 

I 
123 

Bonet Lama 13 215 414 388 802 
Gurung Mali 13 233 354 335 I 689 
Sokik 8 500 1327 I 1297 2624 
Laman Natal 14 623 1254 i 1196 2450 
Rarai 14 163 135 I 118 253 
Sepan Llnoh 8 

I 
25 54 I 54 108 

Pudau Keladan 17 47 111 1 90 201 
Melayang Sari 20 

I 
64 122 l 141 I 263 I 

Penjerenang Hilir 13 I 45 91 I 80 171 
I 

Penjerenang Hulu 17 55 112 ! 98 210 
I 

Lebak Ubah 14 60 153 I 156 309 
Sarai 8 

I 
46 114 l 128 242 

RiamKijang 12 49 95 I 82 177 
Bancoh 14 I 48 107 93 I 200 
Tengadak 18 I 44 146 1 126 272 

i 
Nobal 12 69 150 I 147 297 
Bay a 14 18 53 63 116 
Sabang Surai 14 25 69 61 130 
Betong 15 65 163 157 320 
Bonet Engkabang 10 44 78 78 156 

Jumlah 300 2842 6131 5818 11949 
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BAB IV 

POLA PENGUASAAN TANAH 

4.1. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM 
PENGUASAAN TANAH 
Pada masyarakat Daya Linuh ini yang berkuasa atas tanah 

adalah : 

a. Untuk tanah hak milik adat perorangan adalah pemilik tanah 

itu sendiri. 

b. Untuk tanah hak milik adat kampung (ulayat kampung) ada­
lah Kepala Kampung. 

c. Untuk tanah persekutuan adat dalam wilayah ketemenggung­
an adalah Temenggung (Kepala adat). 

Kedudukan pemilik tanah adat perorangan dibatasi oleh hak 
ulayat dan fungsi sosial tanah. Seorang yang memiliki sebidang 
tanah berkedudukan sebagai pemegang hak perorangan . Oleh 
karena itu , ia berwenang mengatur penggunaan tanah yang dimili­
kinya sepanjang tidak bertentangan atau tidak merugikan hak-hak 
persekutuan tanah dalam wilayah kampung atau ketemanggungan. 

Pernilikan se bdang tanah oleh warga kampung atau perseku­
tuan masyarakat di sini berarti pemilik berhak dan berkuasa se­
penuhnya atas tanah yang dimilikinya A.kan tetapi. ia berkewa­
jiban memperhatikan dan menghormati hak-hak kampung (hak 
ulayat), kepentingan pemilik tanah yang berbatasan dengannya. 
dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat yang 
berhubungan dengan penggunaan tanah milik perorangan tersebut. 

Hubungan perseorangan antara seorang warga persekutuan 
dengan tanah dimulai sejak pertamakali mengerjakan tanah. 
Hubungan perorangan itu hams bersifat terang, artinya sepengeta­
huan dan seijin Kepala Kampung atau Kepala adatnya dan telah 
memberikan tanda-tanda yang dapat dimengerti oleh seluruh war­
ga masyarakat setempat. J adi. suatu keluarga a tau seseorang warga 
persekutuan berhak membuka tanah dan mengerjakan tanah terse­
but untuk tempat berladang atau untuk tempat menanam berbagai 
tanaman.di atasnya sekaligus pemilik tanah tersebut. Dengan demi­
kian , orang.lain tidak boleh mengganggu atau mengerjakan tanah 
tersebut, kecuali kalau ia telah meminjam dan dipinjami oleh pe­
rnilik tanah tersebut. 
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Menurut kebiasaari masyarakat di sini. tanah hanya dipinjam- · 
kan untuk kepentingan berladang dan untuk sekali panen tanpa 
membayar sewa atau bagi hasil. Pemilik tanah berhak mengalihkan 
haknya kepada orang lain melalui jual beli. tukar menukar, dihi­
bahkan. dan diwariskan kepada ahli warisnya. 

Tanah kampung atau tanah persekutuan dalam wilayah kete­
manggungan dikuasai oleh masyarakat persekutuan dan pengatur­
an serta penggunaannya dilakukan oleh Kepala Kampung atau 
Temenggung. Warga persekutuan tidak dibenarkan membuka hu­
tan dahulu wilayah kampung atau ketemenggungan tanpa terlebih 
dahulu meminta ijin dan diijinkan oleh Kepala Kampung atau 
Temenggung. 

Kepala adat atau Kepala Kampung bertindak sebagai pengu­
rus, pengatur, pengawas pemakaian tanah, dan pemungutan hasil 
hutan serta bahan ramuan rumah dalam wilayahnya untuk meng­
hindarkan terjadinya perselisihan tentang tanah. hasil hutan. dan 
dalam pengambilan bahan ramuan tersebut . 

Pada prinsipnya yang bukan warga persekutuan atau warga 
kampung tidak dibolehkan turut mengerjakan tanah yang ber­
ada dalam suatu wilayah persekutuan atau kampung, apalagi me­
miliki tanah persekutuan tersebut. Orang Juar hanya boleh meng­
garap tanah dalam wilayah persekutuan atau kampung setelah 
me min ta ijin dan diberi ijin oleh persekutuan melalui K epala Per­
sekutuan Adat atau Kepala Kampung dan ijin hanya diberikan 
untuk sekali panen tanpa ada kewajiban melakukan pembayaran 
apa-apa kepada persekutuan. Kepala Persekutuan Adat atau Ke­
pala Kampung menetapkan batas wilayahnya dengan persekutuan 
atau kampung lainnya dengan menggunakan batas alam, misalnya 
sungai, kaki bukit, rawa-rawa , batu besar, atau pohon-pohon besar. 

Pada masyarakat Daya Linuh ini tidak dikenal tanahjabatan 
yang selama masa jabatannya dipergunakan oleh pejabat yang 
bersangkutan untuk sumber matapencaharian sebagaimana yang 
dikenal dengan sebutan tanah bengkok di mana Kepala Perseku­
tuan atau pejabat di suatu desa mempunyai hak atas penghasilan 
tanah itu dan berhak menikma ti hasil tanah itu karena jabatannya. 

Bentuk penguasaan tanah pada masyarakat suku Daya Limih 
adalah: 
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Penguasaan secara komunal terhadap tanah hutan lindung j 
dan hutan .cadangan untuk tempat berladang serta berbagai 
tanah gupung, seperti gupung tembawang, gupung la/au, 
gupung kubur, dan gupung mali. Wilayah kekuasaan perseku-
tuan merupakan milik persekutuan yang sifatnya tetap. da-
lam arti tidak dibolehkan terjadi peralihan hak milik atas 
wilayah tersebut. baik oleh warga masyarakat, maupun oleh 
kepala Persekutuan. 

Penguasaan secara perorangan atas sebidang tanah atau lebih 
untuk dikerjakan guna menghidupi dirinya dan keluarga se­
cara terus menerus baik untuk tempat berladang maupun 
untuk tempat mereka berkebun. Bentuk penguasaan per­
orangan ini dapat dialihkan kepada ahli warisnya walaupun 
tidak berada di kampung di mana tanah tersebut berada. 
Akan tetapi pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli 
waris dan bukan warga kampung setempat pada prinsipnya 
tidak dibolehkan. Dengan demikian berarti pula penguasaan 
atas tanah secara perorangan tetap berada di bawah penga­
wasan komunal melalui Kepala Kampung atau Temenggung 
bahkan sesama warga masyarakat berhak untuk melaporkan 
kepad~ Kepala Persekutuannya tentang adanya peraliHan 
hak kepada orang luar yang bukan warga kampung tersebut. 
Penguasaan perorangan ini ada yang sifatnya sementara yaitu 
terhadap mereka yang hanya meminjam tanah perladangan 
( Numpang buma) hanya unmk sekali panen saja dan bagi 
mereka yang menumpang membuat rumah di atas tanah 
orang lain (Numpang Langkau). Kekuasaan raja dan pemerin­
tahan Belanda mempunyai pengaruh positip terhadap hak 
ulayat dan hak perorangan atas tanah di mana hak-hak terse­
but mendapatkan perlindungan dan diakui keberadaannya. 
Rakyat dibiarkan dan diberikan kebebasan untuk mengerja­
kan tanahnya dan justru tanah mereka tersebut dimanfaat­
kan sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat di samping 
juga untuk kepentingan rzja dan pemerintah Belanda pada 
masa itu. Menurut kepercayaan masyarakat Daya Linuh yang 
diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya bahwa yang 
berkuasa atas tanah adalah Puyang Gana saudara tertua dari 
Buih Nasi sebagaimana telah diketengahkan pada Bab sebe­
lumnya. Puyang Gana ini mempunyai kedudukan tersendiri 
dalam kehidupan masyarakat Daya Linuh. Kalau warga ma-
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syarakat mau berladang apakah dengan membuka hutan baru 
atau mengulangi kembali bekas ladangnya yang disebut 
bawas uma selalu melakukan upacara adat yakni upacara 
persembahan (Pedarak) kepada terutama Puyang Gana an­
tara lain ada yang disebut "Persembahan Pangkal Benih". 
Maksudnya untuk meminta ijin pada Puyang Gana bahwa ta­
nah di mana dilakukan pemberian berupa sesajen tersebut 
akan dijadikan ladang tempat menanam padi. Disertai pula 
dengan doa-doa agar benih padi yang akan ditanam nantinya 
di tempat tersebut mendapat hasil yang berlimpah. Kalau 
masyarakat tidak melakukan persembahan kepada Puyang 
Gana akan membawa akibat kemungkinan terjadi suatu mala 
petaka bagi keluarga tersebut atau benih padi yang ditanam 
di ladang tersebut tidak mendatangkan hasil yang memuas­
kan. Jadi dalam keberhasilan dan kebaikan nasib suatu ke­
luarga dalam mengerjakan ladang ditentukan dan tergantung 
pada apa yang telah dilakukan oleh keluarga tersebut terha­
dap Puyang Gana. Di samping itu masih terdapat berbagai 
upacara adat yang sifatnya religius magis dalam proses ber­
ladang dari permulaan mengerjakan ladang sampai pada se-

• lesai panen, padi seperti apa yang sudah pula dijelaskan sebe­
lumnya yakni ada upacara puyak. acara angkung Royan , 
acara ngintai burung, acara ngobat padi sampai pada acara · 
terakhir yang mereka sebut Pegawai naik benih Acara ter­
akhir ini merupakan acara yang lebih dititikberatkan pada 
selamatan dan ucapan terima kasih atas keberhasilan dalam 
berladang kepada semua mahluk halus atau roh-roh halus 
dan roh para leluhurnya yang terlibat dalam kehidupan ber­
ladang tersebut dan sekaligus pula mohon agar pada tahun 
berikutnya akan memperoleh hasil panen yang lebih banyak 
lagi dari yang mereka dapatkan sekarang. 
Hubungan antara tanah dengan persekutuan atau dengan per­
orangan sangat erat sekali dan merupakan hubungan yang 
bersifat religio magis. Hubungan yang erat dan yang bersifat 
religo magis inilah yang memberikan hak pada persekutuan 
atau perorangan untuk menguasai tanah tersebut sehingga 
dapat digunakan mereka untuk tempat sumber mata penca­
harian. 
Yang berkuasa atas tanah adalah kepala Persekutuan bagi 
tanah persekutuan dan perorangan bagi tanah perorangan. 



-·--------------~-----~--~---------

Kepala persekutuan mengatur agar semua warga ma.syarakat 
dapat menikmati hasil-hasil hutan secara merata. Misalnya 
semua warga kampung dapat mengambil rotan, memungut 
buah tengkawang, mengambil bahan ramuan ·rumah, berburu 
di hutan lindung atau semua mempunyai kesempatan yang 
sama untuk membuka hutan baru pada hutan yang memang 
dicadangkan untuk tanah perladangan. Juga terhadap_gupung 
la/au yang dikuasai bersama, hasilnya dibagi untuk kepenting­
an bersama pula. Terhadap pihak luar yang melakukan pene­
bangan pohon tengkawang, gupung la/au, pohon cempedak 
yang terdapat di hutan lindung mereka maka tindakan yang 
mereka ambil adalah meminta ganti kerugian yang pantas 
kepada pihak yang menebangnya tersebut. Mereka tidak akan 
membiarkan begitu saja pohon-pohon tersebut ditebang oleh 
pihak luar persekutuan bahkan kalau dari warga persekutuan 
yang melakukan penebangan di samping ia harus mengganti 
kerugian juga harus membayar saBksi adat sesuai dengan 
Hukum Adat mereka yang berlaku. 
Demikianpun terhadap tanah yang dikuasai oleh perorangan 
diusahakan untuk memperoleh hasil. guna menghidupi diri­
nya dan keluarga paling tidak hasil usahanya dapat meme­
nuhi kebutuhan hidup mereka yang masih sederhana. Tanah 
yang dikuasai oleh perorangan ini dapat ditukar dengan se­
ekor sapi dan dengan demikian kekuasaan atas tanah ber­
pindah pada orang yang menyerahkan sapi tersebut. Pengam­
bilan tanah yang dikuasai seseorang untuk kepentingan suatu 
proyek misalnya saja untuk kepentingan proyek Transmigrasi 
atau PIR, yang menguasai tanah tersebut tetap akan meminta 
ganti rugi yang sepantasnya oleh karena tanah tersebut me­
rupakan sumber penghasilan untuk menghidupi dirinya dan 
keluarga. 

4.2. BENTUK PENGUASAAN T ANAH 

Pada masyarakat Daya Linuh ini bentuk penguasaan tanah 
secara tradisional itu adalah : 

1. Tanah hutan (rimba) yang dibuka atau dikerjakan sendiri 
oleh seseorang atau oleh leluhurnya yang·dilakukan menurut 
kebiasaan setempat. 
Tanah hutan (rimba) bebas yang dicadangkan untuk tanah 
perladangan di mana para warga desa dapat membuka tanah 
hutan tersebut dengan ijin kepala adat. 
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3. Tanah hutan (rimba) lindung yang dicadangkan untuk tempat 
mengambil bahan ramuan rumah, berburu, dan memungut 
hasil hutan berupa rotan, tengkawang, cempedak dan sebagai­
nya di mana warga kampung (desa) dapat memperoleh ke­
sempatan yang sama untuk memanfaatkan hutan lindung ter­
sebut. Akan tetapi kesempatan untuk memanfaatkan hutan 
Iindung tersebut hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan 
hidupnya agar warga yang lainnya dapat ikut serta secara 
merata menikmati manfaat hutan lindung itu . Jadi tidak 
dibolehkan hanya segelintir orang yang hanya dapat menik­
mati manfaat hutan lindung tersebut. 

4. Tanah bawas yaitu tanah bekas perladangan dari suatu ke­
l'uarga atau seseorang terdiri atas bawas baru. bawas muda 
dan bawas tuha akan tetapi tanah bawas ini sudah termasuk 
tanah dalam penguasaan perorangan. 

5. Tanah gupung yaitu tanah yang di atasnya sudah ada objek 
hak persekutuan atau perorangan seperti gupung Laman, gu­
pung tembawang, gupung la/au, gupung kubur dan gupung 
mali. 

6. Tanah kebun yaitu tanah yang dikuasai oleh perorangan atas 
suatu keluarga di mana di atasnya telah ada tanaman pohon 
berupa pohon karet, kopi. lada, durian, pisang dan sebagai­
nya. 

Bentl;lk penguasaan tanah di atas dapat dikelompokan menjadi : 

I. Penguasaan Komunal atas tanah. 
2. Penguasaan Perorangan atas tanah. 

Penguasaan Perorangan atas tanah akan berakhir atau lenyap 
bilarnana yang bersangkutan pindah untuk selamanya dan tidak 
ada ahli waris di lokasi tanah yang dikuasainya tersebut yang ia 
tinggalkan itu. Dengan demikian penguasaan perorangan atas 
tanah itu kembali pada penguasaan persekutuan sehingga semua 
warga berhak untuk mengerjakan tanah yang menjadi hak perseku­
tuan itu kembali. 
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BAB V 

POLA PEMILIKAN TANAH 

5.1. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM 
PEMILIKAN TANAH 

Tanah pada masyarakat Daya Linuh dimiliki oleh perseku­
tuan dan warga persekutuan. Setiap warga persekutuan berhak 
memiliki tanah persekutuan dengan ketentuan memenuhi adat 
kebiasaan dalam proses pemilikan tanah. Hak milik adat perorang­
an diakui oleh masyarakat sejak ia pertamakali mengerjakan tanah 
tersebut. Tanah itu semula berupa hutan rimba yang belum per­
nah dikerjakan oleh orang lain dan berada dalam wilayah/lokasi 
yang dicadangkan . 

Seorang warga termasuk para Kepala Kampung atau Kepala 
Persekutuan tidak bole h membuka hutan lindung untuk dijadikan 
objek hak perorangan. J adi. pada masyarakat suku Daya Lihun, 
sekali ia mengerjakan dan memberi tanda batas di sebidang tanah 
hutan dengan setahu dan seijin Kepala Persekutua11, selama itu 
pula tanah tersebut miliknya dan tidak boleh diganggu atau diker­
jakan oleh orang lain . Kalau ada yang mengganggu atau mengerja­
kannya, maka jelas yang mengganggu tersebut bersalah dan pasti 
dikenakan sanksi adat atas perbuatannya merampas tanah milik 
orang lain . Apabila tanah tersebut menghutan kembali bukan per­
soalan , sebab memang disengaja dihutankan kembali agar kesu­
buran tanah pulih kembali. Jadi. karena untuk kepentingan keles-
tarian alamlah tanah tersebut dibiarkan seolah-olah ditelantarkan. 
ltu merupakan sistem perladangan masyarakat pedalaman tradi­
sional yang dilakukan karena belum mengenal sistem yang baru. 
Kalau sistem atau pola ladang berpindah itu dihentikan karena di­
anggap bertentangan dengan hakekat pembangunan . Hal itu ber­
arti menghancurkan kehidupan mereka sebelum mereka mengenal 
atau diberikan contoh yang berhasil tentang pola berladang mene­
tap yang tidak tradisional. 

Tanah persekutuan dan tanah milik perorangan mempunyai 
batas-batas yang telah disepakati bersama oleh persekutuan lain 
atau orang lain yang tanahnya berbatasan langsung. Yang dijadikan 
batas sifatnya tahan lama dan tidak mudah hilang, misalnya meng­
gunakan batas alam, batas yang ditanam atau diletakkan bersama. 
Batas tanah persekutuan atau tanah kampung biasanya mengguna-
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kan batas alam atau tumbuh-tumbuhan yang bisa bertahan pu­
luhan, bahkan ratusan tahun. Batas tanah perorangan biasanya 
menggunakan tanaman atau pohon-pohon tertentu . Selain itu da­
pat. pula menggunakan batu yang diletakkan bersama dan disaksi­
kan oleh Peturus dan orang yang tanahnya berbatasan langsung. 

Pemilikan tanah juga diperoleh melalui pewarisan . tukar me­
nukar, hibah, jual-beli , dan dengan cara membuka hutan seperti 
terurai di atas. Dalam hal pewarisan tanah , tidak semua tanah da­
pat diwariskan karena tanah tersebut menurut sifatnya tidak dapat 
dibagi-bagi. Tanah yang dimaksud · berupa tanah gupung temba­
wang, gupung lalau , gupung kubur. dan gupung mali. Semua gu­
pung yang disebut di atas adalah milik bersama dari generasi ke 
generasi selanjutnya dan ahli waris gupung tersebut semakin ber­
tambah. Semua ahli waris berhak atas gupung tembawang dan 
gupung la/au. Kalau musim buah-buahan atau musim la/au. semua 
ahli waris pemilik gupung tersebut berkumpul dan membagi hasil 
untuk dinikmati bersaina secara adil. 

Pada masyarakat ini, membagi harta warisan terlebih dahulu 
dimusyawarahkan oleh orang tua dan anak-anaknya , serta dihadiri 
oleh kaum keluarga yang terdekat. Orang tua sebagai pengambil 
keputusan terakhir mengenai barang atau tanah yang akan diwaris- · 
kan kepada anak tertua (pertama), kedua , ketiga dan seterusnya 
sampai kepada anak yang bungsu. Seandainya ada di antara sauda­
ranya yang sangat menyenangi barang atau tanah tertentu karena 
alasan tertentu, maka semua saudaranya dengan lapang dada me­
nerima permintaan salah seorang saudaranya dan orang tua pasti 
langsung menyetujui permintaan tersebut. Sangat jarang terjadi 
ada kasus atau perselisihan yang berkaitan dengan masalah warisan 
pada masyarakat suku Daya Linuh ini. 

Bentuk pemilikan tanah yang ditemukan pada masyarakat 
suku Daya Linuh adalah milik perorangan turun temurun dan 
milik komunal. Yang menjadi milik perorangan turun temurun 
adalah tanah bawas uma dan tanah kebun , sedangkan yang terma­
suk milik komunal adalah rimba (hutan) cadangan untuk lahan 
perladangan, hutan lindung, dan tanah gupung. 

Semua keluarga masyarakat ini mempunyai tanah milik per­
orangan dalam arti milik adat, hanya berbeda dalam jumlah bidang 
tanah yang dimiliki oleh masing-masing keluarga atau warga kam­
pung tersebut. 
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Siklus pola berladang berpindah yang ideal berkisar antara 
l 0 sampai 15 tahun. J adi. setiap keluarga minimal harus mempu­
nyai 10 bidang tanah yang luasnya cukup mendatangkan hasil 
untuk memenuhi kebutuhan hid up keluarganya selama satu tahun. 

Dalam kehidupan sesungguhnya, tanah dimiliki, baik oleh 
perorangan , maupun oleh komunal. Akan tetapi dalam kehidt·pan 
kepercayaan mereka. tanah yang dimiliki dikuasai oleh penguasa- · 
penguasa di alam gaib , terutama penguasa Puyang Gana. Untuk 
memelihara hubungan yang harmonis antara manusia dengan 
penguasa alam gaib, sesuai dengan pesan Puyang Gana sendiri, 
orang itu wajib meminta ijin kepada Puyang Gana bila ia mau 
menggunakan tanah tempat usahanya dengan memberi persem­
bahan bermacam-macam sesajen yang berfungsi sebagai upeti 
untuk Puyang Gana. J ika telah melakukan upacara pemberian 
sesajen atau pedarak kepada Puyang Gana pada saat membuka 
tanah, sesuai dengan pesan Puyang Gana kepada Buih Nast, baru­
lah tanah itu sepenuhnya menjadi milik orang yang mengerjakan 
tanah tersebut. Akan tetapi , perbuatan itu harus dilakukan ber­
ulang-ulang. setiap kali tanah dipergunakan. setiap kali pula dila­
kukan pemberian sesajen kepada Puyang Gana. sebab kalau tanah 
itu sudah ditinggalkan oleh yang mengerjakannya berarti pemilik­
an tanah kernbali kepada Puyang Gana. Jadi. orang tersebut hanya 
menggunakan hak pakai terhadap tanah, sedangkan yang berhasa/ 
pemilik tanah tersebut adalah Puyang Gana. 

T anah milik komunal dan tanah milik perorangan turun te­
murun diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan hidup perorang 
dan keluarga, serta anggota persekutuan secara keseluruhan. Oleh 
karena itu , setiap tindakan yang sifatnya merusak atau mengambil­
alih pemilikan tanah komunal dan perorangan, tidak dibenarkan 
tanpa ganti rugi dalam ukuran yang patut dan atas dasar musya­
warah yang sating menguntungkan kedua pihak. Mereka tidak mau 
kalau hak milik persekutuan dan perorangan turun temurun yang 
selama ini tunduk pada Hukum Adat yang mereka patuhi dan per­
tahankan itu diambil begitu saja, sebab tanah-tanah tersebut me­
rupakan sumber matapencaharian mereka dalam batas pengeta­
huan , ketrampilan, dan teknologi yang dimiliki sekarang ini. 

5.2. BENTUK PEMILIKAN TANAH 
Tanah yang terpenting bagi masyarakat suku Daya Linuh 

sekarang ini bukan sawah, melainkan tanah perladangan dengan 

69 



.JX1la berpindah dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain dan dalam 
siklus waktu tertentu akan kembali ~e tempat yang pertamakali 
dikerjakan. Semakin lama mereka tidak kembali ke tempat semula. 
kesuburan tanah semakin baik. Sebaliknya, semakin dekat siklus 
waktu mereka kembali ke tanah semula, semakin tidak mengun­
t\Jngk.an karena taliah tersebut kesuburannya masih belum pulih. 
Kesuburan tanah diserahkan sepenuhnya secara alamiah karena 
mereka belum mengenal cara menyuburkan tanah dengan menggu­
nakan pupuk, baik pupuk alam, maupun pupuk buatan. Sebagai 

· petani, mereka mementingkan ladang daripada sawah karena, 
antara lain : 

I. Tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang sa-
Wah . 

2. Tidak ada contoh yang konkrit tentang keberhasilan bersa­
wah 

3. Hasil ladang jauh lebih banyak daripada hasil saw ah, menurut 
mereka yang pernah bersawah 

4. Biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang di­
peroleh 

5. Perbedaan rasa padi ladang dengan padi sawah 

Bentuk pemilikan tanah yang dikenal pada masyarakat Daya 
Linuh adalah milik perorangan dan milik komunal. Tanah milik 
perorangan dimulai dengan membuka hutan milik komunal atau 
persekutuan dengan kewajiban memenuhi semua persyaratan yang 
harus dilakukan sesuai adat kebiasaan masyarakat Daya Linuh ter­
sebut, misalnya, seorang yang akan membuka hutan, pertarna-tarna 
ia harus memberitahu/meminta ijin terlebih dahulu kepada K epala 
Persekutuan Adat dan lokasinya bukan di hutan lindung. Pelang­
garan terhadap ketentuan ialah masyarakat tidak mengakui ke­
absahan pemilikan tanah tersebut, walaupun mungkin ia telah se­
luruhnya atau sebagian mengerjakan tanah tersebut. Akan tetapL 
kasus demikian tidak pemah ditemukan pada masyarakat ini sebab 
di samping tidak akan diakui, ia pasti dikenakan sanksi adat atas 
perb.uatannya melanggar larangan membuka hutan di atas tanah 
hutan lindung. 

Tanah milik perorangan ini lahir sejak tanah tersebut pertarna 
kali dikerjakan olehnya. Oleh karena itu, ia dapat mewariskan ta­
nah. tersebut kepada anaknya sebagai ahli waris sebelum ia mening­
gal. Ia juga dapat menukarkan/menghibahkan atau menjual tanah 
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tersebut kepada orang lain seandainya ada suatu kepentingan 
yang mendesak atau pertimbangan lain yang lebih menguntung­
kan baginya. Pengalihan hak tersebut diusahakan tidak kepada 
orang luar yang bukan warga kampung setempat atau bukan ketu­
runan warga persekutuannya. 

Tanah yang menjadi milik perorangan dan bisa diwariskan 
kepada perorangan secara turun temurun adalah tanah bawas uma, 
tanah kebun, dan gupung laman. Yang termasuk tanah milik ko­
munal adalah tanah yang dimiliki bersama oleh persekutuan (ta­
nah persekutuan), seperti hutan (rimba) bebas, rimba lindung, 
gupung tembawang, gupung la/au . dan gupung kebun. Gupung 
mali sebenarnya tidak mempunyai manfaat bagi mereka. Tempat 
tersebut . tidak boleh_ diusahakan karena kepercayaan masyarakat 
setempat, misalnya di situ pernah ada yang mati kena belantik, 
kena timpa kayu, atau Iuka di tempat itu sehingga mati. 

Tanah komunal yang berupa hutan cadangan (hutan bebas) 
untuk areal perladangan , jika telah dikerj~kan atau dibuka oleh 
seorang, maka pada saat itu tanah yang telah dikerjakan dalam 
batas-batas tertentu dan telah diberi tanda-batas. bukan milik 
komunaL melainkan beralih menjadi milik perorangan. Seandainya 
tanah tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya untuk selamanya 
dan tidak ada ahli warisnya , serta tidak pula dihibahkan kepada 
orang lain , rnaka tanah tersebut diserahkan kepada Kepala Perse­
kutuan Adat. Sejak itu pula tanah tersebut kembali menjadi 
tanah komunal. Tanah rnilik persekutuan atau komunal dan tanah 
milik perorangan dengan perkenan Kepala Persekutuan atau pe­
milik perorangan dapat dipinjarn untuk dipakai sementara olet 
orang lain yang memerlukannya dalam bentuk yang disebut num­
pang buma dan numpang belangkau. Kalau numpang buma (dipa­
kai untuk berladang), hanya diperkenankan untuk sekali panen; 
Numpang belangkau (menumpang mendirikan rumah) selama ru­
mah itu belum roboh dan atau selama pernilik rumah mau tinggal 
di rurnah tersebut. Dibolehkannya seorang numpang buma dan 
numpang belangkau di atas tanah milik orang lain ini merupakan 
bukti bahwa tanah pada rnasyarakat di sini berfungsi sosial. 

Dalam membuka tanah hutan milik komunal harus diketahui 
oleh Kepala Persekutuan Adat atau Kepala Kampung berapa bi­
dang tanah bawas yang telah dimiliki dan apakah sudah selayaknya 
ia membuka hutan baru setelah jumlah bidang tanahnya diketahui. 
J adi, pada masyarakat di sini tidak dibenarkan ada warga masyara-
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kat yang rnerniliki tanah berlebihan sementara ada yang kekurang­
an, kecuali yang kurang jurnlah bidang tanahnya itu tidak rnau 
rnernbuka hutan baru. Kesernpatan rnernbuka hutan diberikan le­
bih dahulu kepada rnereka yang betul-betul perlu penarnbahan 
jurnlah bidang tanah ternpat berladang. Tanah komunal tidak da­
pat . dan tidak rnungkin diwariskan , ditukarkan , dihibahkan, a tau 
diperjualbelikan kepada seorang atau suatu persekutuan lain , baik 
oleh perseorangan, rnaupun oleh Kepala Persekutuan Adat. Yang 
dapat dialihkan adalah tanah rnilik perorangan turun ternurun , 
dan terbatas pada searna warga persekutuan saja (dilarang dialih-

. kan kepada orang dari luar persekutuan). 

Tanah rnilik perorangan dan milik komunal (persekutuan) 
di 23 kampung pemukiman suku Daya Linuh di kecamatan Sin­
tang ini tidak diternukan data yang pasti mengenai : 

l , Luas tanah perorangan 
2. . Luas tanah perladangan 
3. Luas tanah perkebunan 
4. Luas tanah gupung 
5. Luas tanah hutan bebas (hutan cadangan) 
6. Luas tanah hutan lindung 

Dari wawancara yang dilakukan dengan para inforrnan dapat 
digambarkan sebagai berikut : 

I. Sernua warga kampung atau setiap keluarga rnerniliki tanah 
perladangan, hanya jurnlah bidang tanahnya sekarang ini 
bervariasi, yakni berkisar antara 4 sarnpai dengan 8 bidang 
tanah, rnasing-masing berkisar I /2 ha sampai dengan 2 ha. 

2. Tidak semua warga kampung rnemiliki tanah kebun 
3. Setiap kampung pasti rnerniliki 6 rnacarn tanah tersebut di 

atas. 



BAB VI 
POLA PENGGUNAAN TANAH 

6.1. PRANATA·PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DAUM 
PENGGUNAAN TANAH 
Tanah yang terletak dalam wilayah suatu kampung atau yang 

termasuk wilayah suatu persekutuan suku Daya Linuh, prinsipnya 
hanya boleh digunakan oleh warga kampung setempat atau perse­
kutuan adat tersebut. Warga kampung yang dapat menggun~an 
tanah di situ pada dasarnya harus berasal dari keturunan Daya 
Linuh. Orang lain yang bukan warga kampung atau keturunan 
suku Daya Linuh dapat menggunakan tanah dalam wilayahnya 
kalau meminta ijin dan diberi ijin oleh Kepala Kampung atau Ke­
pala Persekutuan Adat. termasuk memungut hasil hutan di wilayah 
kampungnya. 

Penggunaan tanah yang sudah berupa tanah bawas jelas terle­
bih dahulu harus meminta izin atau meminjam tanah bawas itu 
kepada pemiliknya. Setelah itu, andaikan pemiliknya mau memin­
jamkan tanah tersebut barulah memberitahukan maksudnya ke­
pada Kepakr Kampung atau Kepala Persekutuan Adat agar dapat 
diijinkan berada di kampung tersebut untuk mengerjakan tanah 
tersebut yang dipinjam dari seorang warga kampung setempat. 
Dalam hal demikian, Kepala Kampung atau Kepala Persekutuan 
Adat berwenang tidak mengizinkan yang bersangkutan. apabila 
ada alasan-alasan yang diperkirakan dapat mengganggu atau me­
rugikan kepentingan persekutuan. Demikian pula masyarakat 
dapat mengajukan keberatan terhadap izin yang diberikan oleh 
Kepala Kampung atau Kepala Persekutuan kepada orang yang bu­
kan warga kampung atau persekutuannya. 

Jika Kepala Kampung mengijinkan seorang mengambil bahan 
ramuan rumah di hutan lindung, secangkan bahan ramuan rumah 
yang ada hanya dapat mencukupi konsumsi warga kampung atau 
persekutuan, maka warga kampung atau persekutuan tersebut 
dapat mengajukan keberatan atas diberikannya izin tersebut. 
Seandainya kayu untuk bahan ramuan rumah itu masih cukup 
banyak, Kepala Kampung atau Persekutuan yalmi hanya meng­
izinkan boleh mengambil sebanyak yang diperlukan untuk kepen­
tingan rumah tangganya saja. Jadi, bukan untuk diperjualbelikan. 
Pembatasan ini dilakukan untuk kepentingan generasi selanjutnya, 
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jangan sampai mengalami kesUlitan:dalam mencari bahan ram.uan 
. I 

rumah. . . 

Dalam hal penggunaan tanah bawas oleh orang luar yang bu­
km wHga kampung atau persekutuan dan bukan pula. keturunan 
suku Daya Linuh yang berada di kampung hu, hanya boleh di­
pinjamkan menumpang berladang (Numpang buma) untuk sekali 
panen. Orang tersebut tidak dibolehkan menggunakan tanah yang 
dipinjamkan itu untuk tempat perkebunan atau menanam tanam­
an yang umumya lebih dari setahun. Ia boleh menguasai tanah itu 
selama satu kali panen dan hanya diperkenankan menanam padi 
atau sayuran. Tanah yang dipergunakan itu harus berada dalam 
lokasi yang sama dengan penduduk setempat, yakni lokasi di mana 
penduduk pada tahun itu berladang bersama dalam satu lokasi 
yang telah dijadwalkan atau direncanakan secara bertahap sesuai 
dengan siklus pola ladang berpindah. Berakhirnya masa pemin­
jaman tanah adalah pada saat panen selesai, tanpa perlu dilakukan 
penyerahan resmi kepada pemilik pertama. Penguasaan tanah oto­
matis kembali kepada pemilik tanah seusai panen. 

Dalam adat kebiasaan masyarakat Daya Linuh tidak dikenal 
pembayaran dalam bentuk apapun untuk numpa~ buma ini. 
Tanah dipinjamkan dengan cuma-cuma, hanya yang mer:iinjam 
harus memelihara tanah itu sebaik-baiknya, terutama batas-batas 
tanah tersebut dengan tanah orang lain yang berbatasan langsung 
dan tidak boleh menanam tanam-tanaman apa saja di atas tanah 
tersebut. 

Tanah dalam wilayah persekutuan pada masyarakat di sini 
dipergunakan secara perorangan dan secara bersama-sama. Tanah 
yang dipergunakan secara perorangan adalah tanah yang dimiliki 
secara perorangan. Begitupun tanah yang dipergunakan bersama 
adalah tanah yang dimiliki bersama pula. Penggunaan tanah per­
orangan, antara lain untuk tempat berladang, berkebun, mendiri-

. kan rumah, menanam pohon buah-buahan, dan berbagai keperluan 
keluarga yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
perorangan dan keluarga. 

Tanah perorangan dapat dihibahkan untuk tempat kuburan 
warga kampung setempat yang disebut gupung kubur. Di atas 
~ perorangan dapat pula didirikan rumah-rumah tempat ting­
ial warga kampung yang bukan pemilik tanah tersebut, baik ru­
ntah sendiri-sendiri, maupun rumah panjang. Kebiasaan pada ma-
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syarakat ini, halaman rumah ( gupung Laman) masing-masing selalu 
ditanami berbagai jenis buah-buahan. Jika mereka membuat pe­
mukiman baru, mungkin tidak jauh dari tempat yang semula, 
bekas pemukiman mereka yang berisi berbagai jenis buah-buahan 
menjadi gupung tembawang. Buah-buahan yang ditinggalkan itu 
tetap milik masing-masing pemilik gupung Zaman itu. Kelak di­
kemudian hari, bila pemilik pertama sudah banyak anak cucu-cicit 
dan buyut, maka tanaman buah-buahan itu menjadi milik bersama 
semua keturunannya. 

Masyarakat suku Daya Linuh ini sedikit yang berkebun karet. 
Tanaman lainnya ditanam hanya sekedar untuk memenuhi kebu­
tuhan sendiri. Cara menanamnya masih belum teratur dan belum 
menggunakan bibit unggul. Pemeliharaan dan pengambilan hasil­
nya masih bersifat temporer, yakni kalau sedang tidak mengerja­
kan ladang, tidak memelihara kebun, dan tidak menanam tanaman 
baru. mereka menoreh karet. Di samping itu, tanah dipergunakan 
untuk tempat memelihara ternak sapi. kerbau, babi. dan ayam. 
Usaha ini hanya sambilan dan ternak-ternak itu dibiarkan lepas 
mencari makan sendiri. 

Penggunaan tanah pada masyarakat di sini belum digunakan 
· sebagai tempat usaha secara maksimal, dalam arti belum diolah 
dan dimanfaatkan secara sempurna sehingga berdaya guna dan 
berhasil guna untuk peningkatan penghasilan rakyat. Masyarakat 
sangat merindukan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengolah 
dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada guna merobah ke­
adaan kehidupan ke tingkat yang lebih baik. 

Dalam beberapa tahun yang lewat, tanah milik perorangan 
dan milik komunal sebagian sudah diambil untuk digunakan seba­
gai lokasi proyek transmigrasi dan PIR. Dengan demikian, areal 
lahan yang mereka pergunakan untuk perladangan semakin sempit 
dan akibatnya tanah b"awas yang belum waktunya digunakan 
untuk berladang akibatnya hasil panen tidak lagi dapat meme­
nuhi kebutuhan suatu keluarga untuk satu tahun sejak dari masa 
panen pertama ke masa panen berikutnya karena tanah itu belum 
pulih tingkat kesuburannya. 

Tanah milik perorangan yang diambil untuk kepentingan 
proyek transmigrasi dan PIR tidak mendapat ganti rugi dengan 
alasan tanah tersebut adalah tanah kosong dan telah ditelantarkan 
(tidak dikerjakan secara terus menerus). Masyarakat mernpunyai 
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konsep lain , yakni tanah itu adalah tanah milik berdasarkan hu­
kum setempat adat yang diakui sebagai tanah milik perorangan. 
T~ah tersebut ditelantarkan cukup lama agar tanah itu subu 
kembali secara alami. Hal ini dilakukan karena dahulu belum 
mengenal pupuk , lagi pula tidak ada pupuk. Kalau sekarang ada 
ptipuk, mereka belum mempunyai pengetahuan bagaimana meng­
gunakannya. Di samping itu, seandainya di antara mereka ada yang 
sudah tahu menggunakan pupuk, mereka tidak ada kemampuan 
membeli pupuk, apalagi memupuk areal tanah yang cukup luas. 
Hutan cadangan dan hutan lindung juga semakin sempit karena 
sebagian telah digarap untuk kepentingan Proyek Transmigrasi, 
PIR, termasuk areal pemegang HPH. Dengan demikian, tempat 
mereka untuk berburu , memungut tengkawang, mengambil bahan 
ramuan rumah, dan mengambil rotan semakin sempit dan sulit. 
Bahkan , berbagai tempat yang menurut kepercayaan mereka 
mali atau pantang dikerjakan , misalnya yang disebut gupung mali 
juga dibuldozer oleh pelaksana proyek . Tengkawang dan berbagai 
pohon hutan yang sudah sejak lama dijadikan sumber mata penca­
harian untuk kebutuhan hidup mereka , ditebang oleh pelaksana 
pemegang HPH, tanpa ada ganti rugi. Menurut mereka, kalau pun 
ada hanya berupa santunan dan diberikan kepada mereka yang 

. mau menuntut haknya. · · 

. Kampung-kampung yang wilayahnya sebagian terkena Pro-
yek Transmigrasi dan PIR sekarang adalah : 

1. Kampung Sokik 
2. Kampung Burung Mali 
3. Kampung Rasai 
4. Kampung Sarai 
5. Kampung Pudau Keladan 
6. Kampung Bonet Lama 
7. Kampung Sepan Linoh 
8. Kampung Sabang Surai 
9. Kampung Betong 

10. Kampung Baya 
11 . Kampung Nobal 
12. Kampung Tengadak 
13. Kampung Bancoh 

Penggunaan tanah komunal sangat penting bagi kehidupan 
dan penghidupan masyarakat Daya Linuh yang masih tergantung 



pada kekayaan alam yang ada di hutan-hutan dalam wilay.µi per­
sekutuan atau Kampung mereka sebagaimana telah dijelaskan se-­
belumnya. Penggunaan tanah komunal. baik untuk k~pemingan 
membuka hutan baru. maupun untuk memungut hasil hutan, serta 
berburu binatang, bahkan danau-danau kecil di mana terdapat 

• ikan diatur penggunaannya oleh Kepala Kampung atau Kepala Per­
sekutuan Adat. Tidak boleh ada warga Persekutuan yang meman­
faatkan dan memungut hasil tanah komunal tanpa mengikuti 
aturan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang bersang­
kutan. Semua perbuatan dan pola tingkah liiku dalam mengguna­
kan tanah komunal tunduk pada adat kebiasaan yang berlaku. 
Segala tindakan yang melanggar adat kebiasaan diberi sanksi adat 
yang dijatuhkan oleh petugas adat masyarakat tersebut sehingga 
segala sesuatu seimbang kembali. 

Tanah juga digunakan untuk diwariskan. dihibahkan. ditu­
karkan, dan diperjualbelikan. Penggunaan tanah diatur dan dise­
pakati bersama oleh warga masyarakat di bawah pimpinan Kepala 
Persekutuan Adat yang dipilih berdasarkan asas demokrasi. 

6.2. BENTUK PENGGUNAAN TANAH 

Tanah yang dipergunakan dapat diklasifikasikan dalam dua 
bentuk penggunaan. yakni penggunaan tanah untuk kepentingan 
perorangan dan untuk kepentingan Komunal. 

Penggunaan tanah untuk kepentingan perorangan dapat 
berupa : 
1. Tanah untuk perladangan 
2. Tanah untuk kebun dan tanaman lain. seperti buah-buahan 

atau umti-umbian 
3. Tanah untuk halaman rumah 
4. Tanah untuk warisan. dipertukarkan. dihibahkan. diperjual-

belikan 
5. Tanah untuk tempat orang lain numpang buma 
6. Tanah untuk tempat mendirikan rumah 
7. Tanah untuk sawah sampai sekarang belum berhasil 

Tanah yang dipergunakan untuk kepentingan komunal 
berupa : 
1. Tanah untuk hutan lindung 
2. Tanah untuk hutan bebas (cadangan lahan perladangan) 
3. Tanah untuk peternakan 
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.4. Tanah untuk gupung kubur 
5. Tanah untuk gupung mali 
9'. Tanah untuk gupung lalau madu 
7. Tanah untuk gupung tembawang. 

Semua penggunaan tanah seperti disebutkan di atas mempu,. • 
nyai aturan yang dapat ditemukan dalam adat kebiasaan masya-
,iakat yang bersangkutan. Jadi, penggunaan tanah-tanah tersebut 
sudah diatur dalam batas-batas tertentu dan telah disepakati ber­
sama oleh masyarakat setempat, baik kesepakatan turun temurun, 
maupun kesepakatan baru akhirnya diturunkan, dan diikuti oleh 
generasi selanjutnya. Penggunaan . tanah juga dilihat dari keadaan 
tanah berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, misal­
nya kalau tanah itu dalam beberapa kali dtjadikan tempat berla­
dang, hasilnya selalu tidak seperti yang diperkirakan semula. 
Tanah tersebut kemudian dijadikan tanah perkebunan atau untuk 
tempat pemukiman. Akan tetapi, sampai sekarang, jenis usaha dan 
tingkat teknologi mereka masih sederhana sehingga tanah yang 
digunakan hanya dapat menunjang kehidupannya sehari-hari yang 
masih sederhana. 



BAB VII 
ANALISA 

7.1. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN 
T ANAH SECARA TRADISIONAL 
Pada masyarakat Daya Linuh yang bertempat tinggal di keca­

matan Sintang yang tersebar di 3 ketemenggungan dan 23 kam­
pung mempunyai pola penguasaan, pemilikan, dan penggunaan 
tanah secara tradisional sebagai berikut : 

7 .1.1. Pola Penguasaan Tanah 
Tanah ada yang dikuasai oleh perorangan dan adapula yang 

dikuasai oleh komunal. Keduanya terdapat dalam satu wilayah 
kampung. Pertama-tama mereka mencari, memilih, dan menentu­
kan bersama lokasi pemukiman. Selanjutnya mereka membangun 
rumah betang atau rumah sendiri-sendiri di atas tanah tersebut. 
Tanah tersebut harus tidak termasuk wilayah kampung orang lain . 
Setelah kepindahan sekelompok orang ke pemukiman baru ini. 
mereka secara bersama-sama mengerjakan lahan perladangan. 
Di samping itu, mereka bersepakat menentukan batas wilayah 
kampungnya dengan menggunakan tanda-tanda yang tidak dapat 
atau tidak mudah hilang, biasanya berupa tanda batas alam, seperti 
sungai, kaki bukit, rawa-rawa, batu besar, dan pohon besar. Tanda 
batas yang berbatasan · langsung dengan kampung lain biasanya 
mengikuti tanda batas yang telah ditentukan oleh kampung se­
tempat yang lebih dulu berada di pernukiman tersebut. 

Pemukiman yang dipilih biasanya di tepi sungai agar mereka 
lebih mudah menggunakan transportasi lewat sungai. Dengan 
demikian, mereka mudah pula membawa hasil-hasil ladang atau 
basil hutan ke pemukimannya atau menjual hasil ke kota atau 
menukar penghasilan mereka tersebut dengan kebutuhan keluarga 
mereka. 

Mereka menentukan bersama kegunaan tanah yang ada dalam 
batas wilayah kampungnya, tanah yang mana yang akan dijadikan 
tempat atau lokasi perladangan, hutan lindung, hutan cadangan 
perladangan, dan tanah tempat pekuburan. 

Tanah yang sudah dikerjakan dan telah diberi tanda batas, 
dengan sendirinya berada di bawah penguasaan perorangan. Ta­
nah yang belum dikerjakan secara peroranpn, daJam arti masih 



berupa hutan, tanah pekuburan; pemukiman, dan gupung la/au 
dalam wilayah kampungnya berada dalam penguasaan komunal. 

Tanah yang berada dalam peilguasaan perorangan dan tanah 
yang dilh.iasai kortlunal tetap berada di bawah pengawasan Kepala 
Persekutuan Adat agar ketertiban , keamanan. dan kesejahteraan 
warganya terpelihara atau terjamin. 

Kepindahan suatu kelompok ke l.okasi atau pemukiman yang 
baru disebabkan : 

1. Luas wilayah kampung yang ditinggalkan sudah semakin 
sempit karena pertambahan jumlah keluarga (penduduk) 

2. Kondisi tanahnya yang semakin kurang subur 
3. Hasil hutan dan binatang buruan sudah susah memperolehnya 
4. Masih luasnya tanah-tanah kosong di sepanjang tepi sungai 

yang belum dikuasai oleh kelompok 
5. Adanya dorongan mencapai suatu kehidupan yang lebih baik 

dari tempat yang semula. 

Dengan menetapnya mereka di tempat pemukiman yang 
sekarang ini, timbul masalah sehubungan dengan pola ladang ber~ 
pindah yang mempunyai siklus tertentu . 

. Masalah . luas tanah komunal yang terdapat dalam wilayah 
kampung tidak dapat diperluas lagi karena dibatasi oleh wilayah 

· kampung yang lain sedangkan jumlah penduduk atau keluarga 
sernakin bertambah. Pertambahan jumlah keluarga memerlukan 
pertambahan luas tanah untulc · perladangan dan perkebunan guna 
m~menuhi kebutuhan hidup perorangan dan keluarga, sedangkan 
meinbentuk kelompok baru dengan mencari tempat pemukiman 
yang baru sudah sukar karena tidak ada lagi tanah kosong yang 
letaknya di tepi sungai.· J ika tanah yang dikuasai sekarang ini 
diSerahkan lagi untuk kepentingan proyek transmigrasi dan PIR, 
maka mereka akan semakin sulit mencari nafkah untuk memenuhi 
kebutuhan hidup keluarganya. Pola ladang berpindah masih diper­
glinakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat suku 
Daya · Liniih. Mereka belum dapat meninggalkan pola terse but 
karena pol.a baru belum dapat menjamin kenidupan difi dan ke-
luarga mereka. · 

Ada beberapa pandangan yang perlu diperhatikan oleh pelak­
saaa pembangunan di loka:si proyek transmigrasi, PIR, dan wilayah 
PHK sehubungan dengan konsep ·budaya setempat, yaitu: 



1. Masyarakat suku Daya Linuh dianggap telah mentelantarkan 
tanah, padahal ditinggalkan untuk memulihkan kesubUFan 
tanah dengan proses alami. 

2. Masyarakat suku Daya Linuh di lokasi proyek. k.alau mem­
pertahankan haknya untuk kepentingan hidup mereka, ka­
dangkala disebut penghambat pembangunan. 

3. Sebutan perladangan liar dalam pola ladang berpindah dfra­
sakan menusuk perasaan kaum petani sebab hanya dengim 
cara itulah mereka berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya 
dan keluarganya. Mereka berbuat demikian karena mengikuti 
aturan-aturan yang hams ditaati dalam berladang, dan apabila 
dilanggar akan dikenakan sanksi adat menurut ketentuan 
Hukum Adat setempat. 

Masyarakat suku Daya Linuh sebaiknya dialihkan dari cara 
perladangan berpindah ke pola ladang menetap dengan berbagai 
usaha pendekatan dan dapat menjamin kesejahteraan hidup me­
reka di kemudian hari. Merobah pola ladang berpindah yang telah 
turun temurun dilakukan tentunya memerlukan waktu dan kesa­
baran. Pola ladang menetap dapat diterima , jika mereka dapat 
menikmati keberhasilan pola yang baru dan menyerap pengeta­
huan tentang usaha dan pengelolaannya. 

7 .1.2 . Pola Pemilikan Tanah 

Tanah dalam wilayah kampung dimiliki oleh persekutuan. 
Tanah tersebut terdiri dari tanah milik perorangan dan tanah milik 
komunal. Tanah menjadi milik perorangan sejak tanah tersebut 
pertamakali dikerjakan dan belum pernah ada orang lain yang 
mengerjakannya. Tanah milik perorangan yang ditinggalkan 
katena pemiliknya pindah ke kampung lain diwariskan kepada 
ahli warisnya. Jika tidak ada ahli waris. maka melalui Kepala 
Kampung atau Kepala Persekutuan Adat. semua tanah yang di­
miliki perseorangan kembali menjadi milik komuna1 . Tanah ter­
sebut dapat dimiliki oleh warga Kampung yang berminat dan harus 
mendapat izin dari Kepala Kampung sebelum mengerjakan tanah 
tersebut. Tanah milik perorangan jumlahnya tidak boleh berle­
bihan, tetapi disesuaikan dengan jumlah kebutuhan anggota ke­
luarga. 

Pembatasan dilakukan agar tanah dapat dimiliki oleh semua 
orang. Di samping itu, agar tanah dapat dinikmati oleh generasi 
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qerikutnya. Tanah milik, bail< milik perorangan, maupun milik 
komunal berfungsi sosial, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 
orang-orang yang numpang buma, numpang belaman, boleh me­
mungut hasil hutan/bumi , boleh mengambil bahan ramuan rumah , 
dan lain-lain kegiatan. Tanah milik perorangan dapat dialihkan , 
akan tetapi pengalihan tidak dibolehkan kepada orang luar atau 
yang bukan warga kampung tersebut . Hal ini dimaksudkan agar 
tanah milik perorangan tetap dimiliki oleh orang-orang yang ber­
tempat tinggal di kampung tersebut. 

Pemilikan tanah dapat diperoleh dengan jalan membuka 
hutan baru, pewarisan, tukar menukar. hibah atau jual beli. Per­
buatan tersebut harus dilakukan secara terang, yaitu diketahui 
oleh Kepala Kampung atau Kepala Persekutuan Adat. Menurut 
kepercayaan mereka, tanah adalah milik Puyang Gana. Oleh 
karena itu, dalam mengerjakan tanah selalu dilakukan persembah­
an-persembahan adat yang berupa pemberian sesajen kepada 
Puyang Gana. Dengan adanya pemberian upeti untuk Puyang Ga­
na, itu berarti mereka bebas dari perasaan takut dimurkai oleh 
Puyang Gana, bahkan mereka merasakan suatu ketentraman batin 
dengan harapan bahwa pekerjaan mereka akan berhasil dan ber­
limpah. J ika dalam mengerjakan tanah ulayat pertamakali te lah 
dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan dan ada pengakuan dari 
warga kampung, maka sejak itulah tanah tersebut menjadi hak 
milik yang bersangkutan. Karena tanah mereka menurut hukum 
adat setempat memiliki kekuatan hukum, maka semua perbuatan 
mengalihkan tanah kepada pihak lain atau orang lain selalu diper­
tahankan , termasuk tanah milik komunal. Mereka mempertahan­
kan hak-haknya atas tanah karena tanah adalah sumber mata­
pencaharian untuk memenuhi kebutuhan perorangan hidup dan 
keluarganya. Oleh karena itu , mereka patut diberikan ganti-rugi 
atas kesediaan mereka menyerahkan sebagian tanah milik mereka 
untuk kepentingan proyek pembangunan. Ganti-rugi yang diberi­
kan tidak perlu dalam bentuk uang, tetapi lebih bail< langsung di­
rasakan manfaatnya oleh penduduk setempat, misalnya diba­
ngunkan perumahan sederhana dengan memperkokoh budaya 
mereka dalam perumahan. 

Orang Daya pada umumnya, termasuk suku Daya Linuh, sa­
ngat memegang janji, maksudnya janji harus ditepati. Jika janji 
tidak ditepati akan ditagih terus sampai janji tersebut ditepati. 
Hal ini dapat berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya sampai 
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dengan janji tersebut dipenuhi, walaupun janji itu dalam befttuk 
lisan, mereka tetap ingat dan akan menuntut pelaksanaan jariji 
tersebut. Demikian pula terhadap perjanjian yang berhubungan 
dengan masalah tanah hak milik baik hak milik perorangan. 
maupun hak milik komunal, tetap akan menuntut pelaksanaan 
isi perjanjian karena kehidupan mereka sangat memegang janji 
agar kata bersatu dengan perbuatan. 

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, harta kekayaan suku 
Daya Linuh satu-satunya adalah tanah. Tanah itu yang digunakan 
sebagai tempat matapencaharian mereka. Hidup mereka sederhana 
karena kemampuan dalam segala hal sangat terbatas. Di samring 
itu, mereka masih tergantung dengan alam. 

7.1.3. Pola Penggunaan Tanah 

Penggunaan Tanah pada masyarakat di sini, terutama tanah 
per.ladangan, belum berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini dise­
babkan jenis usaha dan tingkat teknologi mereka masih sederhana. 
Jadi, penggunaan tanah, baik tanah perladangan, maupun tanah 
kebun , hanya sekedar menunjang kehidupannya. Penggunaan 
tanah hutan , yaitu mengambil ramuan rumah. mengambil rotan. 
tengkawang, dan berbagai hasil hutan lainnya sekedar untuk ke­
perluan hidup. Dalam betemak juga hanya untuk kebutuhan 
sendiri dan keluarga. 

Dalam membuka hutan , ada ketentuan-ketentuan yang harus 
diikuti. J adi, tidak seenak sendiri. Pada hakekatnya. mereka 
mempunyai aturan tata guna tanah, walaupun sederhana. Mereka 
menentukan atau mengatur penggunaan tanah untuk perladangan, 
hutan cadangan, hutan lindung, perkebunan, tanah gupung, dan 
tanah pemukiman. Mereka juga mengatur siklus pola ladang ber­
pindahnya, kapan dan di mana mereka harus berladang. 

Semua kegiatan yang dilakukan selalu diwarnai oleh suasana 
religio-magis, terutama dalam hal penggunaan tanah dalam wilayah 
persekutuannya. Menurut kepercayaan nenek moyangnya. ada ke­
kuatan-kekuatan gaib yang perlu diperhitungkan agar berhasil 
dalam berusaha di atas tanah tersebut dan menjamin keselamatan 
diri, serta keluarga, termasuk barang yang dimiliki. 

Dengan adanya kepercayaan terhadap kekuatan gaib di luar 
diri manusia dan dianggap sebagai penguasa tanah, mereka tidak 
bisa sesuka hati mengerjakan tanah atau merusak tanah, justru 

83 



sebaliknya mereka merasa bertanggungjawab atas pemeliharaan 
dan kelestarian tanah (alam) itu sendiri. 

Mereka sadar bahwa tanah sangat penting bagi kehidupan. 
Harus diakui bahwa jenis usaha dan tingkat teknologi yang dimiliki 
masih sederhana. Oleh karena itu, tanah belum berdaya guna dan 
berhasil guna, hanya sekedar untuk menunjang kehidupan secara 
sederhana pula. 

Penggunaan tanah dengan cara pola ladang berpindah eksis­
tensinya tidak dapat diingkari karena itulah pola yang selama ini 
dipergunakan sebelum mereka mengenal pola yang baru. 

Masyarakat mau terlibat dan melibatkan diri dalam proses 
pembangunan, apalagi kalau untuk perobahan keadaan mereka 
yang miskin harta , ilmu pengetahuan, dan teknologi. Partisipasi 
aktif akan mereka berikan tanpa perlu dipaksakan. Akan tetapi, 
mereka akan tetap menuntut hak-haknya kembali atau memper­
juangkan hak-haknya kalau tidak sesuai dengan yang dijanjikan 
semula kepada mereka. Janji menurut mereka adalah hutang yang 
harus dibayar sampai kapan pun, walaupun sudah terjadi pergan­
tian generasi. 

7.2. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN 
.TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO 5 TAHUN 
1960 DAN UU NO 5 TAHUN 1979 

Setelah berlakunya UUPA (UU no 5 tahun 1960) ternyata 
pada masyarakat Suku Daya Linuh tidak ada perobahan yang men­
dasar dalam hal penguasaan, pemilikan, dan penggunaan Tanah. 
Jadi, mereka masih menggunakan cara-cara lama atau yang tradi­
sional dalam hal penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah. 
Umumnya mereka baru mendengar bahwa ada Undang-Undang 
Pokok Agraria pada beberapa tahun terakhir ini, terutama pada 
saat mempersiapkan lokasi transmigrasi dan PIR di daerahnya. 

Berdasarkan pengalaman tanah hak milik adat perorangan 
dan tanah komunal yang dipergunakan untuk kepentingan proyek 
transmigrasi dan PIR itulah masyarakat mulai meminta surat kete­
rangan tanah atas tanah yang mereka miliki kepada K epala Kam­
pung yang diketahui atau dikukuhk.an oleh Camat setempat. Itu 
pun terbatas pada tanah di mana di atasnya sudah ada tanaman 
berupa karet, kopi, dan buah-buahan. Menurut mereka, jika tanah 
berikut tanaman di atasnya ada surat keterangannya akan menda-
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patkan ganti-rugi dari hak-hak yang akan menggunakan tanah ter­
sebut untuk kepentingan proyek. UUPa yang telah berlaku sejak 
24 September 1960 belum menjangkau masyarakat pedalaman, 
termasuk suku Daya Linuh. Pemukirnan suku Daya Linuh tenna­
suk kecamatan Sintang dengan ibukotanya Sintang sekaligus me­
rupakan ibu kota Kabupaten Dati II Sintang. Masyarakat peda­
laman yang letak pemukimannya semakin jauh dari kota Sintang 
tidak mengetahui adanya peraturan tertulis tentang UU no 5 Ta­
hun 1960 (UUPA). 

Berlakunya UU no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 
juga tidak membawa perobahan dalam penguasaan. pemilikan, 
dan penggunaan tanah pada masyarakat di sini. Yang berobah 
hanyalah sebutan Kepala Kampung menjadi Kepala Desa. Demi­
kian pula dalam hal wilayah kerja tidak terjadi perluasan. Organi­
sasi Desa dan perangkatnya belum sempuma sebagaimana dike­
hendaki oleh undang-undang Pemerintahan Desa tersebut. 

Pada masyarakat di sini. Kepala Desa merupakan kepala pe­
merintahan desa di bawah camat , dan di bawah pimpinan seorang 
Temenggung sebagai Kepala Adat atau petugas adat dalam wilayah 
kekuasaannya. Oleh karena itu. ia juga wajib memperhatikan dan 
mempertahankan hukum yang hidup dan berlaku padl! masyarakat 
wilayah Hukum Adatnya. Dalam kenyataannya, sampai sekarang 
mereka masih terbiasa dengan sebutan kampung sehingga yang se­
mestinya disebut Desa tetap disebut kampung. Demikian pula. 
sebutan Kepala Desa tetap disebut Kepala Kampung. 
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KESIMPULAN 

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam Bab-Bab terda­
hulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

l. Tanah yang berada dalam wilayah persekutuan/kampung di­
sebut tanah persekutuan/kampung atau Tanah ulayat dan di­
kuasai sepenuhnya oleh warga persekutuan. 

"' Tanah persekutuan terdiri dari tanah yang dikuasai oleh per­
orangan dan tanah yang dikuasai oleh komunal. 

· 3. Tanah dikuasai melalui pendudukan oleh sekelompok orang 
yang sengaja pindah dari tempat yang lama ke pemukiman 
yang baru dan belum pernah dikuasai oleh kelompok lain. 

4 . Tanah dikuasai untuk kepentingan sumber usaha atau mata­
pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup perorangan 
dan keluarganya. 

5. Tanah dalam wilayah suatu kampung ada yang mllik per­
orangan dan ada pula yang milik komunal. Keduanya ber­
fungsi Sosial. 

6. Pemilikan tanah perorangan dimulai sejak tanah itu dikerja-• 
kan pertamakali dengan jalan membuka hutan baru sesuai 
dengan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat se­
tempat. 

7. Kehidupan masyarakat masih diliputi oleh suasana kehid upan 
religio magis yang dapat dilihat dari semua kegiatan yang ber­
hubungan dengan tanah selalu didahului dengan upacara adat 
persembahkan berbagai sesajen, terutama untuk Puyang Ga­
na sebagai penguasa dan Pemilik tanah dalam kehidupan alam 
gaib. 

8. Kepercayaan mereka pada dunia alam gaib membawa mereka 
pada alam pikiran yang menyadari akan kewajiban memeli­
hara dan melestarikan alam lingkungannya. 

9. Sampai saat ini, ikatan adat istiadat dan Hukum Adat masih 
berpengaruh dalam kehidupan masyarakat suku Daya Linuh. 

IO. Tanah digunakan untuk kepentingan hutan cadangan , hutan 
lindung, tempat berladang, tanah gupung, pemukiman, tanah 
perkebunan dan dapat diwariskan, dipertukarkan, dihibah­
kan, serta diperjualbelikan. 
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11. Penggunaan tanah diatur bersama di bawah pimpinan/penga­
wasan Kepala Persekutuan Adat atau Kepala Kampung. 

12. Penggunaan tanah milik perorangan dan Komunal oleh fihak 
luar warga kampung dan bukan keturunan warga masyarakat 
setempat harus memperoleh persetujuan dan izin dari pemilik 
perorangan dan Kepala Persekutuan Adat (Kepala Kampung). 

13. Tanah digunakan untuk menunjang kehidupan mereka secara 
sederhana karena jenis usaha dan tingkat teknologinya masih 
sederhana. 

14.. Tanah hak milik perorangan dan tanah milik komunal sudah 
semustinya mendapat ganti-rugi karena tanah adalah satu­
satunya sumber matapencaharian mereka, terutama untuk 
tempat berladang. 

l 5. Pola la dang berpindah sejak d ulu telah mewarnai corak ber­
ladang mereka satu-satunya. Kalau mau diganti harus diper­
siapkan pola yang baru agar dapat diterima sebagai adat baru 
dalam berladang. 

16. Baru beberapa tahun terakhir ini, UUPA dikenal dan banyak 
dipertanyakan oleh penduduk setempat karena hak milik 
adat mereka sebagian diambil untuk kepentingan Proyek 
Transmigrasi dan PIR. Demikian pula, UU no 5 tahun 1979. 
juga baru dikenal sehingga dalam pelaksanaannya masih ba­
nyak hal-hal yang belum terlaksana dengan baik. 

17. Baik UUPA maupun UU Pemerintahan Desa tidak berpenga­
ruh langsung terhadap pola penguasaan. pemilikkan dan peng­
gunaan tanah secara tradisional. 

18. Semua tanah harus dipelihara dan dimanfaatkan untuk ke­
pentingan kesejahteraan hidup keluarga dan perorangan di 
bawah pengawasan K epala Kampung a tau Temenggung. 

19. Hukum Adat dan adat istiadat setempat tidak boleh mengha­
langi kegiatan proyek pembangunan di daerah, tetapi sebalik­
nya proyek pembangunan itu sendiri tidak boleh melanggar 
hak-hak masyarakat setempat. 

20. Suku Daya pada umumnya, termasuk suku Daya Linuh. ber­
sikap ramah tamah, jujur. terbuka, saling mempercayai, dan 
sangat memegangjanji. 
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LAMPIRAN I 
DAFTAR INFORMAN 

·No. N a m a Umur J .1 ems Kampung Pendidikan Pekerjaan 
Tahun) Ke! (Tempat ting 

gal) 

1 Petrus Lawi 67 Lk . Nobal Kursus PBH. Tani/Temeng-

Ilk. 

I gung. 

2. Sekel 65 Rarai Kursus PBH. Tani/Temeng-

I gung 

3. Padang Gimbarig 60 Lk. Bonet Lama Volk . School Tani/anggota 

LMD 

4 Magun 53 Lk . Riam Kijang Kursus PBH . ! Tani/Kepala 

I I Kampung 

I 5 I Padang 50 Lk . Rarai Kursus PBH. Tani/Kepala 
I I Kampung 

6 Abang Abdullah 38 Lk. Bonet Lama SMP I r..;;K<..,, 
I Kampung 

7 Apo 43 I Lk . Bonet Engka- SR Tani/Kepala 
I 

I ,bang j Kampung 
I 

8 Cina 54 i Lk . !Noba l Kursu s PBH i Tani/Kepala I 
i I I I Kampung 

9 I Ogal Sawito 40 I Lk . !Perembang SR Tani/Kepala 
I 

I I ; JI Kampung 
I i I 10 

I 
Ajid 46 : Lk. Luhin SR Tani/Kepala 

' I Kampung 

11 Bijang Berangan 45 I Lk 
!Bancoh SR Tani/Kepala I I 

! Kampung i I 
12 I Odong so Lk iTengadak SR I Tani/K epala 

i I Kampung 

ILebak Ubah 
I 

13. Ram bang 47 Lk 
1

SR I Tani/Kebayan 

14 MB . Passang 50 I Lk IS in tang STN Pegawa Negeri 

/Tokoh Masya-

I 
rakat 

15 Na pi 52 Lk Gurung Mali Kursus PBH Tani/Kepala 

I Kampung 

16 Nibung 45 Lk Gurung Mali SGB Guru SD 

17 P. Amu' 41 Lk Nobal SGA Guru SD 

18 A pin 40 Lk Bonet Lama SMA Wiraswa ta 
19 Albina 35 Pr Bonet Lama SPG Guru SD 
20 Alimansyah 32 Lk Sabang Surai SPG Guru SD 

93 



~ 2 3 4 s 6 7 

21 S. Dagang 38 Lk Nobal SMP Tani/Kebayan 

22 Pindau 52 Lk Bonet Lama Kursus PBH Tani/Pemuka 

Ma )llU'aka t 

23 Raden Panji 63 Lk Bonet Lama Kursus PBH · Tani/Pemuka 

Masyarakat 
.. ·24 Bingkal 48 Lk Rarai Penjere SR Tani/Kebayan 

25 Taid 45 Lk Penjere nang SR Tani/Kebayan 

Hilir 

26 Sari 42 Lk Gurung Mali SR Tani/Pemuka 
Masyarakat 

27 Bunsi 72 Lk Bonet Lam.a Kursus PBH KepalaKam-
pung 

28 Kosa 58 Lk Gurung Mali Kursus PBH Tanj/Pemuka 
Masyarakat 

29 Sedul 50 Lk Gurung Mali Kursus PBH Tani/Pemuka 
I Masyarakat 

30 Serau 58 Lk Bonet Lama Kursus PBH Tani/Pemuka 
Masyarakat 

31 Sen in 51 Lk Riam Kijang SR Tani/Pemuka 
Masyarakat 
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